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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME karena penulisan
Proyek Perubahan dengan judul “Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas
Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum?” ini
telah dapat diselesaikan pada waktunya untuk selanjutnya disampaikan pada
Seminar Proyek Perubahan untuk mendapatkan persetujuan serta masukan
dan saran penyempurnaan dari Penguiji, Coach, dan Mentor.

Proyek Perubahan ini dibuat berdasarkan tugas pokok dan fungsi penulis pada
Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta dalam upaya
memenuhi amanat Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum melalui kebijakan strategis penyusunan instrumen
pengukuran dan penilaian kinerja berupa Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum (IPKKU).

Berkenan dengan Proyek Perubahan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada
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Bapak Mohammad Rizal, SE., M.Si, beserta seluruh jajaran, atas segala dukungan,
bimbingan, dan motivasinya kepada kami selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan
Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIII Tahun 2022. Penulis juga mengucapkan
terima kasih kepada Bapak/lbu Widyaiswara yang senantiasa memberikan ilmu
pengetahuan yang berharga, Panitia PKN Tingkat Il Angkatan XXVIII Tahun 2022 yang
selalu sigap memfasilitasi, seluruh Pejabat/Staf di Dit. Pol PP dan Linmas Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan Kemendagri, serta seluruh koordinator dan anggota Tim Efektif
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek Perubahan ini memiliki fokus pada upaya untuk membangun sebuah
sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan
strategis dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) melalui instrumen Indeks
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU). Instrumen
pengukuran kinerja ini sangat penting mengingat urusan Trantibum merupakan salah
satu urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan masyarakat yang
dilaksanakan oleh Satpol PP provinsi maupun kabupaten/kota. Di sisi lain,
penyelenggaraan Trantibum di daerah dalam bentuk implementasi penegakan Perda
dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
(tibumtranmas) pada prakteknya berhubungan erat dengan banyak pihak, termasuk
masyarakat umum.

Pembentukan IPKKU merupakan Langkah awal dalam upaya bagaimana
Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri
mewujudkan peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum baik
di provinsi maupun kabupaten/kota melalui melalui intervensi kebijakan terhadap
Dimensi, Subdimensi, dan berbagai Indikator yang membentuk konstruksi IPKKU.
Oleh karena itu, Dimensi, Subdimensi, dan Indikator yang membentuk konstruksi
IPKKU dirumuskan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan yang dimiliki Satpol PP
sesuai regulasi serta aspek-aspek penting yang mendukung implementasi
pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, pada Proyek perubahan ini dilakukan pembahasan
intensif dengan perwakilan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota untuk merumuskan
dan menyepakati beberapa Dimensi, Subdimensi, serta berbagai Indikator pembentuk
IPKKU yang memperhatikan berbagai aspek terkait penyelenggaraan Trantibum.
Selanjutnya, agar IPKKU memiliki legalitas maka disusun produk hukum sebagai
payung IPKKU dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani
olen Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Untuk mencapai tujuan tersebut
implementasi proper ini dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu Jangka Pendek
(Oktober s.d. Desember 2022), Jangka Menengah (Januari 2023 s.d. Juni 2023), dan
Jangka Panjang (Juli 2023 s.d. Juni 2024). Implementasi jangka pendek difokuskan
pada penyusunan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
(IPKKU) serta penyusunan Rancangan final Kepmendagri yang memayungi
pelaksanaan IPKKU. Adapun pelaksanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang
berfokus pada penandatanganan Rancangan Kepmendagri, penyempurnaan
instrumen, serta perhitungan nilai Indeks untuk seluruh daerabh.

Implementasi proyek perubahan telah berjalan dengan lancar. Saat ini telah
tersusun konstruksi IPKKU secara komprehensif, dengan dihasilkannya rancang
bangun IPKKU yang terdiri atas 3 Dimensi, 7 Subdimensi dan 38 Indikator yang



merupakan penjabaran dari tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP baik provinsi
maupun kabupaten/kota.

Keseluruhan target Jangka Pendek dari implementasi proyek perubahan ini
dapat tercapai, bahkan diantaranya menarik maju beberapa milestone Jangka
Menengah, antara lain dengan telah ditandatanganinya Rancangan Kepmendagri
oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayan Kemendagri menjadi
Kepmendagri dengan Nomor 341/7620/BAK pada tanggal 1 Desember 2022.
Keberhasilan pencapaian tujuan Jangka Pendek dimaksud tidak lepas dari komitmen
Tim Efektif, dukungan pimpinan, serta semangat perwakilan Satpol PP baik provinsi
maupun kabupaten/kota.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam
Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib terkait
dengan pelayanan dasar adalah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Urusan pemerintahan tersebut dibagi
menjadi 3 (tiga) sub urusan meliputi Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
(Trantibum), Sub Urusan Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Sub Urusan Bencana.
Penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas di daerah dilaksanakan oleh perangkat
daerah yang berbeda yaitu Sub Urusan Trantibum oleh Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP), Sub Urusan Damkar oleh Dinas Damkar, dan Sub Urusan Bencana oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sebagai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, Trantibum
merupakan salah satu sub urusan pemerintahan yang harus diprioritaskan oleh
pemerintahan daerah sesuai amanat Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014. Kinerja
penyelenggaraan urusan tersebut harus senantiasa dievaluasi agar sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penguatan kualitas penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh daerah merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab
Pemerintah Pusat sebagaimana amanat Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun
2014 yang dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh daerah. Koordinasi atas penyelenggaraan Trantibum
menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku Pembina
Umum sekaligus Pembina teknis dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) melalui Direktorat Polisi Pamong Praja
dan Perlindungan Masyarakat (Dit. Pol PP dan Linmas).

Dit. Pol PP dan Linmas merupakan salah satu unit kerja Eselon Il pada Ditjen
Bina Adwil Kemendagri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114
Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 13 tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Dalam Negeri. Dit. Pol PP dan
Linmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ditjen Bina Adwil di bidang
polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat. Sedangkan fungsi yang
diselenggarakan meliputi:

1. penyiapan dan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang koordinasi serta
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur
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polisi pamong praja, sarana dan prasarana polisi pamong praja, standarisasi
satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak
sipil dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang ketenteraman
masyarakat dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

3. penyiapan perumusan penyusunan SPM bidang ketenteraman masyarakat dan
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

4. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat;

5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum
penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja,
sarana dan prasarana polisi pamong praja, standarisasi satuan polisi pamong
praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi
manusia; dan

6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum
penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja,
sarana dan prasarana polisi pamong praja, standarisasi satuan polisi pamong
praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi
manusia.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemendagri Tahun 2020-2024 yang
tertuang dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2020, salah satu Misi yang dirumuskan
adalah penguatan penyelenggaraan trantibumlinmas. Untuk melaksanakan Misi
tersebut, dirumuskan Tujuan Strategis antara lain terwujudnya stabilitas politik dalam
negeri dan kesatuan bangsa dengan Sasaran Strategis antara lain meningkatnya
kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan Indikator Jumlah daerah dengan
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori Baik. Renstra Kemendagri
tersebut menjadi acuan bagi Renstra Ditjen Bina Adwil Tahun 2020-2024 yang
ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-415 Tahun 2020,
dimana salah satu Sasaran Strategis yang ditetapkan adalah meningkatnya kualitas
penyelenggaraan trantibumlinmas dengan Indikatornya, sekaligus menjadi Indikator
Kinerja Utama (IKU), adalah Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan
Trantibumlinmas kategori baik.

Segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan Ditjen Bina Adwil melalui
Dit. Pol PP dan Linmas dalam melakukan pembinaan atas penyelenggaraan trantibum
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harus dilakukan dalam kerangka untuk mewujudkan tercapainya Misi, Tujuan
Strategis, Sasaran Strategis serta target capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra
Kemendagri tahun 2020-2024 maupun Renstra Ditjen Bina Adwil Tahun 2020-2024.
Melalui pencapaian target tersebut sekaligus juga dalam upaya untuk mewujudkan
kondisi pembinaan dan penyelenggaraan trantibum yang diharapkan sebagai berikut:

1. Pembinaan dalam bentuk program dan kegiatan dilakukan secara terintegrasi dan
komprehensif dan didasarkan atas kebutuhan daerah;

2. Pemetaan target kinerja setiap indikator kinerja program menggambarkan seluruh
aspek teknis dan aspek pendukung penyelenggaraan trantibum;

3. Evaluasi kinerja pembinaan penyelenggaraan trantibum dilakukan secara terukur;
dan

4. Pemantauan terhadap kinerja penyelenggaraan trantibum yang dilakukan Satpol
PP dilakukan secara periodik, terukur, dan komprehensif.

Upaya untuk mewujudkan pembinaan dan penyelenggaraan trantibum
sebagaimana harapan di atas sampai saat ini belum dapat dilakukan secara optimal.
Terdapat isu krusial dalam hal ketiadaan kebijakan yang digunakan sebagai pedoman
baku yang komprehensif, teknis, dan terukur untuk mengevaluasi kinerja pembinaan
dan penyelenggaraan trantibum di daerah. Akibatnya, upaya yang dilakukan
Direktorat Pol PP dan Linmas dalam pembinaan terhadap penyelenggaraan
trantibumsaat ini kondisinya masih terkesan business as usual, seperti gambaran
berikut:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan masih dilakukan secara parsial sekedar untuk
mengimplementasikan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dalam direktorat
dan belum berbasis kebutuhan riil daerah;

2. Pemetaan target kinerja untuk setiap indikator kinerja program masih parsial dan
belum secara utuh menggambarkan keseluruhan aspek dalam penyelenggaraan
trantibum;

3. Evaluasi kinerja pembinaan penyelenggaraan trantibum belum dilakukan secara
terukur.Kinerja diukur berbasis capaian output kegiatan dan belum secara
keseluruhan berorientasi outcome bahkan impact; dan

4. Pemantauan terhadap kinerja penyelenggaraan trantibum yang dilakukan Satpol
PP belum dilakukan secara periodik, terukur, dan komprehensif.

Telaahan terhadap beberapa regulasi pendukung penyelenggaraan trantibum
seperti PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP menunjukkan fakta belum
adanya muatan substansi terkait pengaturan tata cara pembinaan dan
penyelenggaraan trantibum secara komprehensif dan terukur. beberapa Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang ditelaah juga menunjukkan fakta yang
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sama seperti Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai
Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis
Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, Permendagri Nomor 3
Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor
26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman
Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, juga belum mengatur ketentuan terkait
dengan evaluasi pembinaan yang dilakukan dan instrumen yang digunakan untuk
mengukur keberhasilan pembinaan dan penyelenggaraan tugas Satpol PP. Lebih
lanjut, dalam PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hanya memuat ketentuan terkait dengan
kewenangan pembinaan, bentuk pembinaan yang dilakukan, dan tata cara
pembinaan. Namun, bagaimana menilai atau mengevaluasi kualitas pembinaan yang
dilakukan belum tertuang didalamnya, padahal aspek ini penting untuk mengetahui
apakah pembinaan yang dilakukan sudah tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan
daerah, menggunakan anggaran yang memadai, dan sebagainya.

Di sisi lain, implementasi penyelenggaraan trantibum oleh Satpol PP di beberapa
daerah juga menunjukkan adanya gap antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi
yang ada saat ini. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu kita mendengar adanya kasus
video viral Petugas Satpol PP Kota Gunungsitoli bentrok dengan warga di ex Pasar
Beringin pada Jumat (22/04/2022) sore. Begitu juga dengan peristiwa di Provinsi Sumut
pada tanggal 5 Juli 2022 dimana ada peristiwa tak terpuji yang terekam kamera saat
proses penertiban gelandangan dan pengemis (Gepeng) oleh petugas Satuan Satpol
PP di Kota Medan Sumatera Utara Selasa (5/7). Contoh tersebut hanya beberapa
contoh dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah lain.

Terobosan kebijakan strategis berupa regulasi yang mengatur pedoman
pembinaan dan penyelenggaraan trantibum secara komprehensif dan terukur menjadi
sangat urgen, terlebih dikaitkan dengan peran selaku Pembina Teknis
penyelenggaraan trantibum yang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib
terkait dengan pelayanan dasar, agar kualitas penyelenggaraannyadapat ditingkatkan
melalui evaluasi secara berkala dan terukur.

1.2 DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN:

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, melalui Proyek Perubahan ini
akan dilakukan upaya terobosan kebijakan strategis berupa regulasi yang mengatur
pedoman pembinaan dan penyelenggaraan trantibum secara komprehensif
mencakup seluruh aspek teknis dalam penyelenggaraan trantibum dan aspek
pendukung seperti sumber daya manusia, integrasi perencanaan dan anggaran,
sarana dan prasarana, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan publik.
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Selanjutnya, agar dapat diimplementasikan secara terukur, Kebijakan tersebut
dilengkapi dengan instrumen pengukuran dalam bentuk indeks untuk mengetahui
kualitas pembinaan dan penyelenggaraan trantibum apakah sudah berkategori sangat
baik, baik, cukup baik, kurang baik, sangat kurang baik.

Dalam upaya mengkonstruksikan gagasan penyusunan kebijakan strategis
berupa regulasi yang mengatur pedoman pembinaan dan penyelenggaraan trantibum
secara komprehensif dan terukur, diawali dengan mencermati tugas dan fungsi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 13 tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja kementerian Dalam Negeri.

Mencermati tugas dan fungsi Direktorat Pol PP dan Linmas, khususnya dalam
hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan penyelenggaraan trantibum
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, masih terdapat kesenjangan/gapantara
tataran normatif dengan tataran implementatif, atau dengan pengertian lain, kondisi
riill saat ini belum menggambarkan kondisi ideal yang diinginkan. Tabel berikut
menggambarkan kesenjangan tersebut.
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Tabel 1

Gap Pelaksanaan Fungsi Direktorat Pol PP dan Linmas

FUNGSI PRODUK KESENJANGAN
Penyiapan dan pelaksanaan | Kebijakan berupa | Pelaksanaan perumusan
perumusan kebijakan di bidang | pedoman pembinaan | kebijakan  masih  dilakukan
koorbinwas penyelenggaraan | dan penyelengaraan | secara parsial, belum
trantibum dan linmas, peningkatan | trantibum dan linmas. menggambarkan pembinaan

kapasitas aparatur Pol PP, sarprasPol

dan penyelenggaraan trantibum

PP, standarisasi Satpol PP, PPNS, secara komprehensif dan
perlindungan hak-hak sipil dan HAM. terukur.
Pelaksanaan koordinasi penyusunan | Pemetaan Koordinas penyusunan

pemetaan
linmas.

bidang trantibum dan

penyelenggaraan
trantibum dan linmas.

pemetaan masih secara parsial.

Penyiapan perumusan penyusunan
SPM bidang trantibum dan linmas.

Standar teknis SPM

Telah tersedia regulasi dalam

bentuk standar teknis SPM
trantibum.
Penylapan. perumusan penyusunan Berbagai NSPK bidang | Telah  diterbitkan  kebijakan
NSPK' bidang  penyelenggaraan trantibum dan linmas. dalam bentuk beberapa
trantibum dan linmas. Permendagri.
Pemberian bimtek dan supervisi di | Pelaksanaan bimtek. Telah  dilaksanakan  secara
bidang pembinaan umum parsial sesuai tusi masing-
penyelenggaraan trantibum dan masing unit kerja pada Dit. Pol
linmas, peningkatan kapasitas PP dan Linmas.

aparatur Pol PP, sarpras Pol PP,
standarisasi Satpol PP, PPNS,
perlindungan hak-hak sipil dan HAM.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan bidang pembinaan
umum penyelenggaraan trantibum
dan linmas, peningkatan kapasitas
aparatur Pol PP, sarpras Pol PP,
standarisasi Satpol PP, PPNS,
perlindungan hak-hak sipil dan HAM.

Instrumen pemantauan
dan evalauasi serta
database pelaporan
penyelenggaraan
trantibum dan linmas.

Pemantauan dan evaluasidalam
rangka pembinaan belum
dilakukan secara komprehensif
dengan instrumen yang terukur.

Dari gambaran kesenjangan sebagaimana Tabel di atas, dapat diidentifikasi
beberapa isu pada pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pol PP dan Linmas yang
perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan masih dilakukan secara parsial sehingga belum
menggambarkan pembinaan dan penyelenggaraan trantibum secara komprehensif
dan terukur;

2. Koordinasi penyusunan pemetaan trantibum masih dilakukan secara parsial;
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3. Pelaksanaan Bimbingan teknis masih dilaksanakan secara parsial; dan

4. Pemantauan dan evaluasi dalam rangka pembinaan belum dilakukan secara
komprehensif dengan instrumen yang terukur.

Terhadap keempat isu strategis tersebut kemudian dilakukan pemeringkatan untuk
menemukan isu utama atau strategis yang perlu diselesaikan melalui gagasan
perubahan. Kriteria yang digunakan dalam pemeringkatan menggunakan metode
ASTRID, sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Pemeringkatan Isu pada Direktorat Pol PP dan Linmas
BOBOT ISU

NO KRITERIA KRITERIA . 3 ; , KET
1 Aktual 15 13 10 7 13
2 Spesifik 10 9 8 6 9
3 Transformasi 10 9 8 6 9
4 Relevan 15 14 10 7 14
5 Inovatif 20 19 16 10 19
6 Dapat dilaksanakan 30 27 27 27 27

Total Nilai 100 91 79 63 91

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan terhadap beberapa isu menggunakan
metode ASTRID, terdapat 2 (dua) isu yang memiliki bobot sangat signifikan dan sama
yaitu:

1. pelaksanaan perumusan kebijakan masih dilakukan secara parsial sehingga belum
menggambarkan pembinaan dan penyelenggaraan trantibum secara komprehensif
dan terukur.

2. pemantauan dan evaluasi dalam rangka pembinaan belum dilakukan secara
komprehensif dengan instrumen yang terukur.

Dari hasil penapisan isu/masalah dengan menggunakankriteria ASTRID, maka
masalah utama yang perluditangani adalah kedua isu yang memiliki bobot signifikan
dan sama besarnya.Melalui Proyek Perubahan ini kedua masalah tersebut akan
dikombinasikan menjadi masalah utama yang bersifat strategis yang solusinya akan
diwujudkan dalam satu kebijakan strategis secara komprehensif.

Dalam upaya merumuskan solusi strategis untuk menjawab permasalahan
utama yang dihadapi, maka diperlukan analisis lingkungan strategis Direktorat Pol PP
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dan Linmas melalui metode Strengths, Opportunities, Aspirations, Results (SOAR)
yang akan menghasilkan berbagai alternatif pemecahan masalah, untuk selanjutnya
dituangkan menjadi kebijakan strategis yang diusulkan. Analisis SOAR pada
prinsipnya tidak berbeda jauh dengan analisis SWOT yang telah dikenal sebelumnya.
Perbedaannya adalah, pada analisis SOAR, faktor kelemahan (weaknesess) dan
ancaman (threats) dirubah menjadi menjadi faktor Aspirasi serta faktor Hasil dengan
pertimbangan bahwa faktor kelemahan dan ancaman dapat memunculkan perasaan
negatif bagi para anggota organisasi, sehingga menurunkan motivasi mereka untuk
berbuat yang terbaik. Matriks analisis SOAR dibagi menjadi 4 kondisi sebagai berikut:

Tabel 3
Matriks Analisa SOAR

Table 2.3 Matrix SOAR (Stavros, 2009)

Strength Oppurtunities
w Daftar faktor kekuatan Internal Daftar peluang eksternal

Eksternal

Aspirasi Strategi SA Strategi OA Ciptakan
Daftar faktor | ciptakan strategi vang strategi vang beriorientaskepada
harapan dar | menggunakankekuatan untuk | aspirast vang diharapkan untuk
mternal MENCcapal aspirasi memanfaatkanpeluang
Result Strategi SR Strategi OR
Daftar hasil vang| Ciptakan strategi yang Strateg1 yvang beriorientasi kepada
terukur untuk berdasarkan kekuatan unmk | kesempatan vnmk mencapai
drwuyudkan mencapai Hasil vang terukur Result vang sudah terukur

Matrik SOAR berfungsi untuk menyusun faktor-faktor strategis yang
menggambarkan bagaimana kekuatan internal dan peluang eksternal yang dimiliki
Direktorat Pol PP dan Linmas dapat disesuaikan dengan aspirasi dan hasil
terukur yang akan diwujudkan, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan
perumusan solusi strategis terhadap masalah atau isu strategis yang diprioritaskan
untuk diatasi.

1. Strategi SA: strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk
mencapai aspirasi yang diharapkan.

2. Strategi OA: strategi ini dibuat dengan berbasis aspirasi yang perlu diwujudkan
dengan memanfaatkan peluang yang ada.

3. Strategi SR: strategi ini dibuat mengacu pada kekuatan untuk mencapai Hasil yang
terukur yang ingin diwujudkan.

4. Strategi OR: Strategi dibuat ini beriorientasi kepada Peluang untuk mencapai Hasil
terukur yang ingin diwujudkan.

Informasi terkait dengan kekuatan, peluang, aspirasi dan hasil yang diinginkan
diperoleh dengan menggunakan metode pengamatan langsung di tempat kerja

PKN-II | 8


https://2.bp.blogspot.com/-qA-KHuSfUBs/V8M4ktaINDI/AAAAAAAAAjA/YBuHLHsimoIefnI_TEwqkvqLupThJlq8QCLcB/s1600/Matrik+SOAR.png

(lapangan), serta masukan dan saran yang diperoleh dari berbagai rapat koordinasi
pusat dan daerah dengan menghadirkan berbagai narasumber serta Satpol PP
provinsi dan kabupaten/kota. Informasi tersebut disusun kedalam Matriks SOAR

sebagai berikut:

Tabel 4

Matriks SOAR Direktorat Pol PP dan Linmas

Internal

Eksternal

Strengths - S

Opportunities - O

1. Tugas yang jelas dengan dukungan legalitas
yang kuat

1. Amanat Renstra Kemendagri dan Ditjen Bina
Adwil peningkatan kualitas penyelanggaraan
trantibum yang semakin baik.

2. Kewenangan selaku Pembina Umum dan
Teknis

2. Tuntutan pembinaan dan penyelenggaraan
trantibum yang semakin komprehensif,
terintegrasi dan terukur.

3. Dukungan kuantitas sumber daya manusia dan
anggaran yang memadai.

3. Adanya kebutuhan untuk menyusun pedoman
yang mengatur pembinaan dan
penyelenggaraan trantibum secara
komprehensif, terintegrasi dan terukur.

4. Komitmen pimpinan yang kuat untuk

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

4. Perkembangan teknologi dan informasi.

Aspirations - A

Strategi 5-A

Strategi O-A

1. Keinginan untuk memiliki suatu pedoman
baku yang terukur untuk pemantauan dan
evaluasi pembinaan dan penyelenggaraan

1. Penyusunan pedoman pembinaan dan
penyelenggaraan trantibum yang dilengkapi
dengan instrumen pengukuran.

1. Penyusunan pedoman pembinaan dan
penyelenggaraan trantibum yang dilengkapi
dengan instrumen pengukuran.

trantibum.

2. Keinginan melakukan pembinaan secara
terintegrasi dan komprehensif serta sesuai
dengan kebutuhan daerah.

2. Penguatan program dan kegiatan berbasis
kebutuhan daerah.

2. Penguatan peningkatan kapasitas SDM,
sarana dan prasarana dan pemanfaatan
teknologi informasi pendukung tugas.

3. Keinginan memberikan dukungan
peningkatan SDM, sarana dan prasarana serta
pemanfaatan teknologi dan informasi
pendukung tugas

Results -R Strategi 5-R Strategi O-R

1. Tersedianya pedoman baku untuk
pemantauan dan evaluasi pembinaan dan
penyelenggaraan trantibum.

1. Penyusunan pedoman pembinaan dan
penyelenggaraan trantibum yang dilengkapi
dengan instrumen pengukuran.

1. Penyusunan pedoman pembinaan dan
penyelenggaraan trantibum yang dilengkapi
dengan instrumen pengukuran.

2. Terwujudnya pembinaan dan
penyelenggaraan trantibum secara
komprehensif, terintegrasi dan terukur sesuai
kebutuhan daerah.

2. Penguatan penganggaraan penyelenggaraan
trantibum melalui APBMN.

2. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi
dalam mendukugn pembinaan dan
penyelenggaraan trantibum.

3. Terwujudnya dukungan peningkatan SDM,
sarana dan prasarana serta pemanfaatan
teknologi dan informasi.

Mengacu pada hasil analisis SOAR diperoleh beberapa alternatif strategi untuk
menjawab permasalahan yang telah teridentifikasi. Setiap strategi pada dasarnya
memiliki urgensi yang sama dan dianggap penting dalam rangka menjawab berbagai
permasalahan yang dihadapi. Namun demikian, dari alternatif strategi yang
dirumuskan perlu dipilih satu strategi inti untuk menjawab permasalahan atau isu
strategis yang ada. Untuk menentukan strategi mana yang akan diprioritaskan,
digunakan analisistapisan menggunakan metode Mc Namara. Analisis Tapisan
melihat dari aspek Kontribusi/efektifitas (K), Kelayakan/Kemudahan (L), dan
Biaya/efisiensi (B) terhadap solusi isu strategis yang dihadapi. Skor yang digunakan
1 s.d 5 dimana semakin tinggi nilai untuk Kontribusi dan Kelayakan maka semakin
kontributif dan semakin layak, sedangkan semakin tinggi nilai untuk Biaya maka akan
semakin tidak efisien.
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Dari Tabel SOAR Direktorat Pol PP dan Linmas diperoleh beberapa alternatif
strategi sebagai berikut yang kemudian dituangkan kedalam tabel untuk memperoleh
strategi yang akan diprioritaskan:

1. Penyusunan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan trantibum yang dilengkapi
dengan instrumen pengukuran.

2. Penguatan program dan kegiatan berbasis kebutuhan daerah.

3. Penguatan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dan pemanfaatan
teknologi informasi pendukung tugas.

4. Penguatan penganggaraan penyelenggaraan trantibum melalui APBN.

5. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pembinaan dan
penyelenggaraan trantibum.

Hasil metode tersebut kemudian dituangkan pada tabel di bawah ini.
Tabel 5
Tapisan MC Namara untuk Memilih Strategi Prioritas

NO

ALTERNATIF STRATEGI

KONTRIBUSI
(K)

KELAYAKAN
L)

BIAYA
(B)

TOTAL | KET

Penyusunan pedoman pembinaan
dan penyelenggaraan trantibum yang
dilengkapi dengan instrumen
pengukuran.

5

5

3

13 1

Penguatan program dan kegiatan
berbasis kebutuhan daerah

11 4

Penguatan peningkatan kapasitas
SDM, sarana dan prasarana dan
pemanfaatan teknologi informasi
pendukung tugas.

12 2

Penguatan penganggaraan
penyelenggaraan trantibum melalui
APBN.

11 3

Penguatan pemanfaatan teknologi
informasi dalam mendukugn
pembinaan dan penyelenggaraan
trantibum.

Keterangan K: Kontribusi, L: B: Biaya

Layak

Skor 5: Sangat K, L
Skor 4: K, L

Skor 3: Cukup K, L
Skor 2: Kurang K, L
Skor 1: Tidak K, L

Skor 5: B Sangat Rendah
Skor 4: B Rendah

Skor 3: B Cukup Rendah
Skor 2: B Cukup Tinggi
Skor 1: B Sangat Tinggi

Hasil pengukuran menggunakan analisis tapisan Mc Namara terhadap beberapa

alternatif strategi menunjukkan bahwa alternatif strategi “Penyusunan pedoman
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pembinaan dan penyelenggaraan trantibum yang dilengkapi dengan instrumen
pengukuran memiliki nilai paling tinggi sebesar 13. Dengan demikian, strategi tersebut
merupakan strategi prioritas yang akan diimplementasikan dalam Proyek Perubahan
ini untuk menjawab 2 (dua) isu strategis Direktorat Pol PP dan Linmas vyaitu: 1)
pelaksanaan perumusan kebijakan masih dilakukan secara parsial sehingga belum
menggambarkan pembinaan dan penyelenggaraan trantibum secara komprehensif
dan terukur; dan 2) pemantauan dan evaluasi dalam rangka pembinaan belum
dilakukan secara komprehensif dengan instrumen yang terukur.

Alur pikir komprehensif dari isu/permasalahan strategis sampai dengan
dirumuskan solusi strategis yang bersifat inovatif sebagaimana pada gambar berikut:

1. Kondisi rentang waktu 2020
s.d akhir 2021 muncul
Pandemi Covid-19. Dit. Pol
PP dan Linmas fokus
mendorong Satpol PP untuk
kegiatan pendisiplinan dan
penegakan hukum prokes
Covid-19.

2. keterbatasan anggaran
karena kebijakan
refocusing utk penanganan
Covid-19.

3. Pemahaman SDM
terhadap teknis
penyelenggaraan trantibum
masih kurang.

4. Belum adanya pedoman
pembinaan dan
penyelenggaraan trantibum
yang komprehensif.

MASALAH
(KONDISI SAAT INI)

1. Peningkatan kualitas
pembinaan dan
penyelenggaraan trantibum.

2. Instrumen evaluasi kinerja
secara terukur

3. Pedoman mewujudkan kondisi
daerah yang tenteram, tertib,
dan nyaman.

. Pelaksanaan program

dan kegiatan masih
dilakukan secara
parsial.

. Pemetaan target

kinerja masih parsial,
belum utuh
menggambarkan
integrasi aspek
Penyelenggaraan
trantibum.

. Pemantauan dan

evaluasi pembinaan
dan penyelenggaraan
trantibum belum
dilakukan secara
terukur.

Sasaran dan target
pembinaan dan
penyelenggaraan
trantibum sesuai
Renstra tidak tercapai.
Penyelenggaraan
trantibum oleh Satpol
PP tidak optimal.
Perwujudan kondisi
daerah yang tenteram,
tertib, dan nyaman
menjadi tidak optimal.

1. Pembinaan dilakukan
secara terintegrasi dan
komprehensif dan
didasarkan atas
kebutuhan daerah;

KEBIJAKAN

STRATEGIS BERUPA

REGULASI PEDOMAN
PEMBINAAN DAN

PENYELENGGARAAN 2. Pemetaan target kinerja
TRANTIBUM menggambarkan
DILENGKAPI integrasi seluruh aspek

DENGAN INSTRUME penyelenggaraan

PENGUKURAN trantibum;

3. Pemantauan dan
evaluasi pembinaan dan
penyelenggaraan
trantibum dilakukan
secara periodik, terukur
dan komprehensif.

Gambar 1. Alur Pikir Komprehensif Proyek Perubahan

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

3.1.1 Tujuan
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dan

Dalam upaya merumuskan kebijakan strategis peningkatan kualitas pembinaan
penyelenggaraan trantibum melalui penyusunan Indeks Penyelenggaraan

Trantibum, Proyek perubahan ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Jangka Pendek

~® a0 oW

Membangun kolaborasi internal dan eksternal.

Mengidentifikasi dimensi dan indikator dan merumuskan dalam draf regulasi.
Membangun metode dan konsep instrumen pengukuran.

Melakukan pembahasan draf regulasi dan konsep instrumen pengukuran.
Melakukan uji validitas dan reliabilitas.

Menyiapkan konsep final regulasi dan instrumen pengukuran.

2. Jangka Menengah

a.
b.
C.
d.

Melakukan pemutakhiran instrumen pengukuran.

Menyiapkan regulasi dalam bentuk Kepmendagri.

Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan pusat dan daerah.
Menilai kinerja penyelenggaraan trantibum oleh Satpol PP 100 daerah.

3. Jangka Panjang
Pengukuran kualitas pembinaan dan penyelenggaraan trantibum dengan indikator
persentase penyelenggaraan trantibum berkategori baik paling sedikit 60% dari
seluruh Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota.

3.1.2 Manfaat

Proyek Perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya

meningkatkan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan trantibum di daerah. Secara
umum manfaat dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu:

1. Peserta PKN-II

a.

Meningkatnya kualitas kepemimpinan untuk mengelola sumberdaya dalam
rangka mencapai tujuan Proyek Perubahan melalui kolaborasi dan
mengkomunikasikannya dengan berbagai stakeholder untuk mendapatkan
dukungan dalam penerapan.

. Pembelajaran untuk meningkatkan penyusunan dan perumusan strategi inovatif

dalam perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan.

. Meningkatnya pemahaman teknis terhadap teknis pengukuran kinerja

penyelenggaraan trantibum.

. Meningkatnya kemampuan pembinaan penyelenggaraan trantibum.

2. Organisasi
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. Meningkatnya kualitas pembinaan atas penyelenggaraan trantibum secara

terukur.

. Ketepatan kebijakan program dan kegiatan pembinaan berdasarkan kebutuhan

daerah.

. Instrumen dalam mengusulkan dukungan penganggaran trantibum

menggunakan mekanisme APBN.

. Instrumen pemberian penghargaan bagi daerah berprestasi dalam

penyelenggaraan trantibum.

3. Stakeholder

a.
b.

1.4

Instrumen bagi Satpol PP dalam menilai kinerja penyelenggaraan trantibum.
Instrumen pendukung penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

Instrumen pemberian penghargaan bagi daerah berprestasi dalam
penyelenggaraan trantibum.

TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

Untuk mendukung implementasi Proyek Perubahan dibentuk Tim Kerja Efektif

Proyek Perubahan dengan Surat Keputusan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.
Sebagai Project Leader adalah Peserta PKN tingkat Il dan terdiri atas empat
Kelompok Kerja (Pokja), sebagai berikut: a) Pokja Substansi; b) Pokja Regulasi; c)
Pokja Diseminasi; dan d) Pokja Dukungan. Proyek Perubahan akan dilaksanakan oleh

Tim

Efektif yang terdiri dari Sponsor, Mentor, Coach, Project Leader, dan 4 Pokja.

Organisasi Tim Efektif sebagaimana Gambar berikut:

Gambar 2
Struktur Organisasi Tim Efektif

SPONSOR

Dirjen Bina Adwil

PROJECT LEADER _ COACH

Peserta PKN I

POKJA REGULASI POKJA SUBSTANSI POKJA DISEMINASI POKJA DUKUNGAN

Uraian tugas Tim Efektif sebagai berikut:

PKN-II | 13



. Sponsor dan Mentor:

Memberikan arahan substansi dan mendukung penyediaan sumber daya kepada
Tim Efektif agar dapat melaksanakan tahapan proyek perubahan sesuai target.

. Coach:

Melakukan monitoring terhadap kegiatan selama tahap penyusunan Proyek
Perubahan dan memberikan masukan, arahan, serta intervensi bila terdapat
hambatan yang tidak dapat diatasi selama tahap Proyek Perubahan.

. Pemimpin Proyek (Project leader):

Mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya tugas Tim Efektif
dalam merumuskan dan menjalankan Proyek Perubahan.

. Pokja:

a. Membantu Pemimpin Proyek dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kelompok
kerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

Melakukan pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan kelompok kerja.
Melaporkan hasil kegiatan kelompok kerja kepada pemimpin proyek.
Membantu Pemimpin Proyek untuk menyiapkan laporan kegiatan.

Membantu Pemimpin Proyek dalam menyiapkan administrasi dan keuangan.
Membantu Pemimpin Proyek dalam mendokumentasikan kegiatan.

Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulen pelaksanaan pembuatan
hasil kegiatan tim.

Se@ "0 200
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BAB II
RENCANA PROYEK PERUBAHAN

2.1 OUTPUT KUNCI

Output kunci dari pelaksanaan Proyek Perubahan ini dapat dipetakan menurut
periode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Jangka Pendek
Rancangan Final Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan dan
Penyelenggaraan Trantibum yang dilengkapi dengan instrumen pengukuran.

2. Jangka Menengah
a. Termutakhirkannya instrumen pengukuran.
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan
Trantibum yang telah ditandatangani pimpinan.
c. Tersosialisasikannya pedoman kepada pemangku kepentingan.
d. Data kinerja/angka kinerja penyelenggaraan trantibum.

3. Jangka Panjang
Data kinerja pembinaan dan penyelenggaraan trantibum melalui angka indeks
penyelenggaraan trantibum berkategori baik minimal 60%.

Pencapaian pada output kunci jangka menengah dan jangka panjang di atas,
diharapkan dapat menandai tercapainya outcome Proyek Perubahan ini yaitu
terwujudnya peningkatan kualitas kinerja pembinaan dan penyelenggaraan trantibum
oleh Satpol PP.

2.2 TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

Dalam tahapan Proyek Perubahan dijelaskan tentang output/capaian yang
dihasilkan dalam setiap tahapan yaitu tahap jangka pendek, jangka menengah dan
jangka panjang. Penjelasan tersebut mencakup juga tentang proses kegiatan yang
dilakukan untuk mencapai output pada setiap tahapan. Untuk mempermudah,
tahapan pelaksanaan proyek perubahan disusun dalam bentuk tabel berisikan
informasi berikut:
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Tabel 6

Milestone Jangka Pendek

Milestone Jangka Pendek (M1 Oktober s.d M4 Desember 2022)

NO KEGIATAN OUTPUT WAKTU STAKEHOLDER

1, |Melaporkan rencana Proyek  Perubahian Laporan M1 Oktober 2022 Ditien Bina Adw

kepada pimpinan

2 Identifikasi  stakeholder utama/ahli dan Daftar stakeholder M1 Oktober 2022 Ditjen Bina Adw!l, Satpol PP

pendukung. _ sglekllf, T_|m ahli

3 |Membentuk Tim Efektf SK Tim Efektif M2 Oktober 2022 | D'en Bina Adwil, Satpol PP

selekfif Timahli |
Diskusi Tim Efektif dengan stakeholder utk Notulen hasil diskusi, A ;

4 identifikasi cimensi dan indikator. identifikasi dimensi dan | M3-M4 Oktober 2022 | D'en Bina Adwil, Satpol PP
L selektif, Tim ahli
indikator

5 Menyusun draf regulasi dengan substansi Draf requlasi M4 Oktober-M1 Ditjen Bina Adwil, Satpal PP

dimensi dan indikator g November 2022 selektif, Tim ahli
Melakukan pembahasan draf regulasi dan . — .
. Hasil pembahasan, Ditjen Bina Adwil, Satpol PP

6 |konsep instrumen pengukuran. undangan, dsb M2-M4 November 2022 selektif, Tim ahli

Melakukan uji validitas d liabilitas. il uji validasi itien Bi i

7 elakukan uji validitas dan reliabilitas Hasil u1|.va!|.daS| dan M4 November 2022 Ditjen Bina AdW|I_, Sa?pol PI_:’
reliabilitas seluruh Indonesia, Tim ahli

8 Koordinasi dgn Bagian PUU dan Bagren utk| Rancangan Kepmendagri M4 November-M1 Ditien Bina Adw

penyiapan draf final.

sudah paraf koordinasi

Desember 2022

Tabel 7

Milestone Jangka Menengah

Milestone Jangka Menengah (M4 Januari 2023 s.d Juni 2023)

NO KEGIATAN OUTPUT WAKTU STAKEHOLDER
Koordinasi dengan Bagian Perencanaan| Kegiatan pemutakhiran . - .
i- terhadap proses pemutakhiran IPKKU. IPKKU M4 Januari 2023 Ditien Bina Adwi
2 |Penandatanganan Kepmendagri. I Kepmenc_!agrl . M2-M3 Februari 2022 Ditjen Bina Adwil
ditandatangani pimpinan
L Ditjen Bina Adwil, Satpol PP
g [Sosialisasi IPKKU  kepada  pemangkul o e sosialisasi | M3-Md Februari 2023 | seluruh Indonesia, Tim Ahli
kepentingan. - .
komponen lingkup Kemendagri
4 Perhitungan nilai indeks masing-masing| Data nilai Indeks trantibum | M1 Maret - M4 Maret Ditien Bina Adwil, Tim ahii
daerah. daerah 2023
Evaluasi kinerja penyelenggaraan trantibum . . - . I - )
5 berdasarkan nilai indeks. Dokumen hasil evaluasi | M2 April -M1 Juni 2023 | Ditjen Bina Adwil, Tim ahli

Tabel 8

Milestone Jangka Panjang

Milestone Jangka Panjang (M4 Juli 2023 s.d M4 Juni 2024)

NO KEGIATAN OUTPUT WAKTU STAKEHOLDER
Penyusunan kategori kinerja] daftar Kategori kinerja " ) )
1. |penyelenggaraan trantibum berdasarkan Satpol PP seluruh Juli-Juli 2023 Ditjen Bina A_dW”' Satpol PP
s X selektif, Tim ahli
nilai IPKKU. Indonesia

Perhitungan persentase penyelenggaraan

Hasil perhitungan

Indeks Komposit Trantibumlinmas

Trantibumlinmas

2. ) S persentase berkategori | Agustus-Desember 2023| Ditjen Bina Adwil, Tim ahli
trantibum berkategori baik. Baik
Hasil evaluasi kualitas
3 E\alqa5| kualitas pembinaan bgrda§arkan pembinaan berdgsgrkan Januari-Mei 2024 Ditjen Bina Adwil, Tim ahii
capaian persentase berkategori baik. persentase kinerja
berkategori baik
Mendorong percepatan pembentukan Indeks Komposit
4 gp P P P Januari - Mei 2024 Ditjen Bina Adwil, Tim ahli
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2.3 IDENTIFIKASI AWAL STAKEHOLDER

Untuk memudahkan pola komunikasi dan koordinasi yang akan dibangun, maka
dilakukan pemetaan stakeholders baik dari internal Kemendagri maupun berbagai
pihak eksternal sebagaimana dijelaskan pada table berikut:

Tabel 9
Pemetaan Stakeholders Proyek Perubahan

terdampak kegiatan penegakan
Perda/Perkada dan tibumtranmas

NO STAKEHOLDER PERAN KET
A | Stakeholders Internal
1 | Ditjen Bina Adwil Promotors Manage Closely
2 | Biro Hukum Setjen Promotors Manage Closely
3 | Itjien Kemendagri Latents Keep Satisfied
4 | Ditjen Bina bangda Latents Keep Satisfied
5 | Ditjen Bina Keuda Latents Keep Satisfied
B | Stakeholders Eksternal
1 | Satpol PP Provinsi Promotors Manage Closely
2 | Satpol PP Kabupaten/Kota Promotors Manage Closely
3 | Tenaga Ahli Statistisi Promotors Manage Closely
4 | Ditjen Anggaran Kemenkeu Latents Keep Satisfied
5 | Dit. Otda Bappenas Latents Keep Satisfied
6 | Kepala daerah Defenders Keep Informed
67 | Masyarakat di daerah yang Apathetics Monitor

Identifikasi peran ditujukan untuk penentuan pola interaksi yang sesuai. Oleh karena

itu dilakukan pemetaan pola

sebagaimana terlihat pada table berikut:

interaksi

berdasarkan pemetaan stakeholder
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Tabel 10

Pembagian Pola Interaksi Berdasarkan Pemetaan Stakeholders

PERAN Promotors Latents Defenders Apathetics
Strategi Manage Closely | Keep Satisfied Keep Informed Monitor
Komunikasi Memperoleh Memperoleh titik Memperoleh Minimal Effort

dukungan, temu dan dukungan, input
mendapatkan | dukungan untuk | penyempurnaan
arahan, membangun dan
masukan komitmen dan pengembangan.
kebijakan kolaborasi.
Pola Interaksi |° Pelibatan *Dialog interaktif; | « Sosialisasi * Interaksi pasif
Langsung; *Rapat/Rakor/ * Diseminasi * Informasi
* Rapat FGD * Publikasi Media | Hasil
Pimpinan; *Pelibatan dalam | Sosial * Komunikasi
* Rapat Teknis kegiatan; * Komunikasi dengan media
* Diskusi *Update Progres | melalui Medsos | social.
Kegiatan dan sarana TIK

2.4 RENCANA STRATEGI PEMASARAN

Strategi yang digunakan untuk memperkenalkan output Proyek Perubahan

dilakukan dengan pendekatan marketing 4P1C sebagai berikut:

1.

Product

Produk yang dihasilkan berupa Kepmendagri yang mengatur pedoman awal
pembinaan dan penyelenggaraan trantibum yang dilengkapi dengan instrumen
pengukuran dalam bentuk Indeks Penyelenggaraan Trantibum.

. Price

Biaya untuk kegiatan pembuatan produk sampai dengan tahap promosi bisa
berbentuk waktu yang digunakan serta tenaga dan upaya yang dikerahkan, serta
dalam bentuk anggaran yang berasal dari DIPA Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan.

. Place

Kantor Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Website Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan, SIPPol PP, WAG Satpol PP seluruh Indonesia, sosialisasi secara
langsung ke daerah maupun pada acara rakor dan sejenisnya serta virtual meeting.

. Promotion

Sistem promosi yang akan digunakan melalui Media Eletronik Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan, SIPPol PP, dan penyebaran Buku Panduan. Selain itu
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dilakukan juga Sosialisasi baik secara langsung maupun melalui pertemuan-
pertemuan koordinasi, secara virtual maupun penyebaran surat edaran ke seluruh
Indonesia.

5. Customer, Customer yang menggunakan produk ini adalah Kementerian Dalam
Negeri (Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Setjen, Itjen), Satpol PP provinsi dan
kabupaten/kota seluruh Indonesia.

2.5 IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSI

2.5.1 Identifikasi Kendala dan Masalah

Dalam suatu proyek perubahan perlu dilakukan identifikasi terhadap kendala dan
permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan, baik jangka pendek,
menengah, maupun panjang. Dari hasil identifikasi tersebut diperkirakan dampak atau
resiko yang mungkin terjadi dari setiap tahapan di dalam proyek perubahan, dan
kemudian mendefinisikan tanggapan atau respon terhadap risiko-risiko yang sudah
diidentifikasi. Risiko yang teridentifikasi dapat berupa ketidakpastian dalam lingkup,
jadwal pelaksanaan, biaya yang mendukung pelaksanaan, atau kualitas dari sumber
daya.

Dari Hasil identifikasi, terdapat potensi munculnya kendala dan masalah untuk
pencapaian tujuan jangka pendek sebagai berikut:

1. Pembahasan konsep Indeks sulit menemui titik temu.
2. Uji validitas dan reliabilitas lambat direspon oleh Satpol PP.
3. Rancangan regulasi memerlukan pembahasan lebih lama.

Sedangkan terhadap pencapaian tujuan jangka menengah dapat diidentifikasi potensi
munculnya kendala dan masalah sebagai berikut:

1. Adanya pemotongan anggaran untuk pemutakhiran dan sosialisasi.
2. Timbulnya kesulitan dalam perhitungan kinerja penyelenggaraan trantibum.

Terhadap pencapaian tujuan jangka panjang diidentifikasi potensi kendala dan
masalah sebagai berikut:

Kesulitan dalam merumuskan persentase penyelenggaraan trantibum berkategori
baik paling sedikit 60% dari seluruh Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota.

2.5.2 Resiko yang Harus Diantisipasi
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Dari hasil identifikasi terhadap potensi kendala dan masalah perlu diantisipasi

potensi dampak atau resiko yang mungkin terjadi agar dapat dirumuskan rencana
tindak untuk mengatasi resiko tersebut.

1.

Terhadap kendala dan masalah yang berpotensi pada jangka pendek, diidentifikasi
resiko yang dapat muncul sebagai berikut:

a. Keterlambatan penyusunan konsep Indeks melewati tenggat waktu.

b. Konsep Indeks mengalami keterlambatan untuk finalisasi menunggu hasil uiji
validitas dan reliabilitas.

c. Target penyelesaian regulasi tidak tercapai.

. Terhadap kendala dan masalah yang berpotensi pada jangka menengah,

diidentifikasi resiko yang dapat muncul sebagai berikut:

a. Target pemutakhiran dan sosialisasi tidak tercapai atau tertunda.
b. Target perhitungan kinerja penyelenggaraan trantibum menjadi tidak tercapai.

. Terhadap kendala dan masalah yang berpotensi pada jangka panjang, diidentifikasi

resiko yang dapat muncul sebagai berikut:
Target penilaian kualitas pembinaan dan penyelenggaraan trantibum menjadi tidak
tercapai.

2.5.3 Mengatasi Kendala

Dalam rangka mengantisipasi dampak atau resiko yang mungkin terjadi pada

setiap tahapan pencapaian tujuan, perlu dirumuskan rencana tindak untuk mengatasi
dampak atau resiko tersebut (Mitigasi Resiko) sebagai berikut:

1.

Melakukan komunikasi dua arah yang intensif dan terbuka dengan Satpol PP yang
dipilih secara selektif dan tenaga ahli untuk mencari titik temu dan formula
pembahasan yang disepakati seluruh pihak.

. Mengintensifkan pemanfaatan seluruh media komunikasi dan koordinasi dengan

seluruh Satpol PP.

. Mendorong Bagian PUU untuk mengintensifkan proses pembahasan regulasi.
. Mengoordinasikan dengan Bagian Perencanaan terkait prioritas penganggaran

pemutakhiran dan sosialisasi karena sudah menjadi komitmen bersama pimpinan.

. Melakukan relokasi anggaran kegiatan yang masih dapat ditunda untuk kebutuhan

anggaran pemutakhiran dan sosialisasi.

. Mengintensifkan pembahasan bersama perwakilan Satpol PP selektif dan tenaga

ahli.

. Meminta pendapat atau berkoordinasi dengan pihak eskternal yang menguasai

teknik perhitungan kinerja dan sejenisnya.
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8.

Mendalami Indeks Penyelenggaraan urusan lain yang sudah terbentuk sebagai
contoh atau model.

Untuk mempermudah, manajemen resiko terhadap identifikasi potensi kendala

dan solusinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Identifikasi Kendala, Resiko, Rencana Tindak

NO KENDALAMASALAH RESIKO RENCANA TINDAK KET

Pembahasan konsep Indeks sulit menemui titik | Keterlambatan penyusunan konsep |Melakukan komunikasi dua arah yang intensif dan
temu. Indeks melewati tenggat waktu  |terbuka dengan Satpol PP yang dipilih secara
selektif dan tenaga ahli untuk mencan titik temu
dan formula pembahasan yang disepakati seluruh

Uji validitas dan reliabilitas lambat direspon oleh Konsep Indeks mengalami Mengintensifkan  pemanfaatan  seluruh  media
Satpal PP keterlambatan untuk finalisasi  [komunikasi dan koordinasi dengan seluruh Satpol
menunggu hasil uji validitas dan  |PP.
reliabilitas.
Rancangan regulasi memerlukan pembahasan| Target penyelesaian requlasi tidak |Mendorong Bagian PUU untuk mengintensifkan
lebih lama. tercapal. proses pembahasan requlasi.
Adanya pemotongan anggaran untuk Target pemutakhiran dan sosialisasi |1. Mengoordinasikan dengan Bagian Perencanaan
pemutakhiran dan sosialisasi. tidak tercapai atau tertunda terkait prioritas penganggaran pemutakhiran dan
sosialisasi karena sudah menjadi  komitmen
bersama pimpinan. 2. Melakukan relokasi

anggaran kegiatan yang masih dapat ditunda
untuk kebutuhan anggaran pemutakhiran dan

Timbulnya kesulitan dalam perhitungan kinerja Target perhitungan kinerja Mengintensifkan pembahasan bersama perwakilan
penyelenggaraan trantibum. penyelenggaraan trantibum menjadi |Satpol PP selektif dan tenaga ahli.

tidak tercapai
Kesulitan dalam merumuskan persentase Target penilaian kualitas pembinaan 1. Meminta pendapat atau berkoordinasi dengan
penyelenggaraan trantibum berkategori baik dan penyelenggaraan trantibum  |phak  esktemal yang menguasai  teknik
paling sedikit 60% dari seluruh Satpol PP menjadi tidak tercapai perhitungan kinerja dan sejenisnya.
provinsi dan kabupaten/kota. 2. Mendalami Indeks Penyelenggaraan urusan lain

yang sudah terbentuk sebagai contoh atau model.

2.6 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN

Faktor Kunci Keberhasilan merupakan faktor-faktor kunci yang berpengaruh

pada keberhasilan proyek perubahan ini. Secara garis besar, dapat diidentifikasi
beberapa faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1.

Dukungan dan komitmen penuh dari para stakeholders baik internal maupun
eksternal (pimpinan, Mentor, Coach, Tim Efektif, Satpol PP provinsidan
kabupaten/kota, tim ahli, dan komponen terkait Kemendagri seperti Setjen, Itjen,
Ditjen Otda, dan Ditjen Keuda).

Penerapan tata kelola Proyek Perubahan yang efisien dan efektif dengan Projcet
Leader mengambil peran sentral untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab
mengoordinasikan Tim Efektif dalam membantu merumuskan dan menjalankan
Proyek Perubahan sesuai dengan milestones yang telah dirumuskan.
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. Terbangunnya IPPKU yang dilengkapi dengan petunjuk pengisian data dan
informasi serta petunjuk cara melakukan penilaian.

. Kebijakan untuk mengimplementasikan penilaian IPKKU dalam bentuk
Kepmendagri ataupun bentuk lain.

. Sosialisasi kepada Satpol PP seluruh Indonesia secara masif dan berkala.

. Pemutakhiran data dan informasi IPKKU secara periodik (tahunan).

PKN-II | 22



BAB Il
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

3.1 CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

Capaian Proyek Perubahan tentang Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas
Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berupa
regulasi terkait dengan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
untuk tahapan Jangka Pendek yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan, yaitu
dari minggu ke-1 Oktober 2022 sampai dengan minggu ke-4 Desember 2022 dapat
dideskripsikan sebagaimana penjelasan berikut ini.

3.1.1 Melaporkan Rencana Proyek Perubahan kepada Pimpinan

Pada Minggu ke-1 Oktober 2022 (3 Oktober), Rencana Proyek Perubahan
dilaporkan kepada Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan untuk
mendapatkan masukan, arahan, pendapat, dan persetujuan terhadap tema dan
substansi Rancangan Proyek Perubahan sebagaimana terlihat pada lampiran gambar
dan video berikut sebagai bukti Proper 1. Hal ini dilakukan mengingat Direktur Pol PP
dan Linmas sedang ditugaskan sebagai Pj. Bupati Maybrat Provinsi Papua Barat
sehingga konsultasi awal dilakukan dengan Sekretaris Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan.

Gambar 3. Pelaporan Rencana Proyek Perubahan

Selanjutnya, Rencana Proyek Perubahan dilaporkan kepada Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan pada tanggal 6 Oktober untuk mendapatkan
persetujuan akhir sekaligus arahan terhadap kesediaan menjadi Mentor ataupun
pendelegasian kepada pejabat yang ditunjuk. Sesuai arahan pimpinan, maka
Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan ditugaskan untuk menjadi Mentor
dan sekaligus arahan untuk menyiapkan SK Penetapan Mentor untuk ditandatangani
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut
sebagai bukti Proper 2.
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
JALAN MEDAN MERDEXA UTARA NO.T JAKARTA PUSAT,

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MENTOR E-mail ditienbinaadwil@kemendagri go.id

FORM PERSETUJUAN MENTOR
Saya yang bertanda tangan di bawah ini PKN TK.Il ANGKATAN XXVIll TAHUN 2022
Nama Indra Gun:

Nama Peserta Beny Marolop Pakpahan, SP, MT

NP 196805291995031001

Instansi Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan,
Kementerian Dalam Negeri

MEMERINTAHKAN

Dengan ini menyatakan bahy
Kepemimpinan Nasional Tingkat I Kementerian Dalar

Nama Mentor Indra Gunawan, SE, MPA
Nama Beny Marolop Pakpahan, SP, MT NP 197007151996031001
i o Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
PangkauGolongan :  Pembina Tk (IV/b) No.HP Mentor : 08111061970
Jabatan Kepala Subdit Tata O

Gagasan Perubahan

Kebijakan ~Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan  dan
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

indra ¢h?wln SE. MPA
~Perdting/Utama Muda (IV/c)
ﬁv%&b’?’wwsvsssuamw Dr. Berhard E. Rondonuwy, S.50s, M.Si

Tembusen
Menten Daam Neger

Gambar 4. Surat Tugas Mentor, Pernyataan Komitmen, Perseteujuan Mentor

3.1.2 Identifikasi Stakehoders

Identifikasi terhadap stakeholders dilakukan secara mandiri berdasarkan
pengalaman berinteraksi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam
rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan Trantibum kepada Satpol PP Provinsi
maupun Kabupaten/Kota. Mengingat tahapan jangka pendek Proyek Perubahan
sangat terbatas dan untuk efektifitas pelaksanaannya, maka identifikasi terhadap
organisasi Satpol PP difokuskan pada perwakilan Satpol PP Provinsi dan
Kabupaten/Kota lingkup Jabodetabek meliputi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Satpol
PP Kota Bekasi, Satpol PP Kota Depok, Satpol PP Kota Tangerang Selatan, Satpol
PP Kota Tangerang, Satpol PP Kota Bogor, Satpol PP Kabupaten Bekasi, Satpol PP
Kabupaten Bogor, serta Satpol PP Kabupaten Tangerang.

Identifikasi terhadap stakeholders tingkat pusat difokuskan terhadap unit kerja
dan instansi terkait yang sering berinteraksi dalam pelaksanaan tugas pembinaan
Trantibum meliputi Biro Hukum Setjen Kemendagri, Ditjen Bina Bangda Kemendagri,
Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Itjen Kemendagri, Ditjen Anggaran Kemenkeu, serta
Bappenas.

3.1.3 Membentuk Tim Efektif

Rapat pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggota,
sekaligus untuk memetakan dan menentukan pembagian tugas. Rapat Persiapan
Pembentukan Tim Efektif yang sedianya akan dilaksanakan pada minggu ke-2
Oktober 2022, mengingat telah disetujuinya Rancangan Proyek Perubahan dan
ditandatanganinya Surat Penugasan Mentor, maka dimajukan menjadi minggu ke-1
Oktober 2022 tepatnya tanggal 5 Oktober 2022 dengan mengundang pejabat dan staf

PKN-II | 24



Direktorat Pol PP dan Linmas, Bagian PUU Ditjen Bina Adwil, serta tenaga ahli yang
memahami masalah statistika dan konsep penyusunan instrumen pengukuran. Surat
undangan rapat, daftar hadir, serta dokumentasi pendukung sebagaimana terlampir
sebagai bukti Proper 3.

KEMENTERIAM DALAM NEGER!
REPUBLIC INDONESA

DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRAS: KEWILAYAHAS

Gambar 5. Rapat Pendahuluan Pembentukan Tim Efektif dan Konsep Dasar Indeks

Dalam rapat disepakati untuk membagi tim ke dalam 4 kelompok
bidang/kelompok kerja (pokja) koordinasi dengan susunan tim dan pembagian tugas
sebagai berikut:
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1. Sponsor dan Mentor:
Memberikan arahan substansi dan mendukung penyediaan sumber daya kepada
Tim Efektif agar dapat melaksanakan tahapan proyek perubahan sesuai target.

2. Coach:

Melakukan monitoring terhadap kegiatan selama tahap penyusunan Proyek

Perubahan dan memberikan masukan, arahan, serta intervensi bila terdapat

hambatan yang tidak dapat diatasi selama tahap Proyek Perubahan.
3. Pemimpin Proyek (Project leader):

Mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya tugas Tim Efektif

dalam merumuskan dan menjalankan Proyek Perubahan.
4. Pokja:

a. Membantu Pemimpin Proyek dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kelompok
kerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

Melakukan pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan kelompok kerja.
Melaporkan hasil kegiatan kelompok kerja kepada pemimpin proyek.
Membantu Pemimpin Proyek untuk menyiapkan laporan kegiatan.

Membantu Pemimpin Proyek dalam menyiapkan administrasi dan keuangan.
Membantu Pemimpin Proyek dalam mendokumentasikan kegiatan.

Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulen pelaksanaan pembuatan
hasil kegiatan tim.

Se@ "0 200

Pokja terdiri dari empat kelompok meliputi: a) Pokja Substansi; b) Pokja Regulasi; c)
Pokja Diseminasi; dan d) Pokja Dukungan.

Pada rapat pendahuluan tersebut, selain membahas konsep pembentukan Tim
Efektif, juga didiskusikan mengenai penyelenggaraan Trantibum secara umum
sebagai Langkah untuk mengkonstruksikan pengukuran kinerja pembinaan dan
penyelenggaraan Trantibum dengan mengacu pada beberapa regulasi pendukung
seperti UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 2018, Permendagri Nomor
26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas, serta regulasi
terkait lainnya. Berbasis pada substansi yang diatur dalam berbagai regulasi tersebut,
Tim Efektif membangun desain awal konstruksi instrumen pengukuran Kkinerja
pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum melalui pembentukan Dimensi,
Subdimensi, dan Indikator pendukungnya sebagaimana dapat dilihat pada gambar
terlampir sebagai bukti Proper 4.
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..Adm)'a proses sinkronisasi regulasi ;ian program kegiatan

Adanya dokumen peryusunan alokasi anggaran

L

sarana dan | ing/evalunsi,

Adanya mstrumen periodik (bulanan/triwulan/semester|
manitoring pelsksanaan program/kegiatan Satpol PP di deeral
Adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program kegiatan
Sapel PP di darah secara periodik (bulanan/'wivwulan/semester|
Adanya mekanisme pemberian reward den prniskment kepada

anggola Saipol PP berdasarkan hasil

atluasi secara

perindik (bul

T fahunan)

Akuntabilitas

Adanyz sistem layanan aduan masyarakat lerkart kinerja sapol
PP dan/atan penyelenggaraan trantibum di deerah vang mudah
dizkses masyarakat (ketak aduanwebsite/nomor aduan/dil.)

Adanya mstrumen evaluasi tahunan pelzksanzan
program kegiatan Satpol PP di daerah

Adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan
program kegiatan Satpol PP di daerah

Adanya kegistan pembshasan hasil evaluasi monitoring
pelaksanaan Satpol PP di di dagrah (internal ekstemal

e uaugare Rods S Pk’ ey e b
s

pemerintah dacrah)

Gambar 6. Desain Awal Konstruksi Instrumen Pengukuran Kinerja Pembinaan dan
Penyelenggaraan Trantibum

Tindak lanjut atas rapat ini adalah ditandatanganinya Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 188.32/5962/BAK Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang
Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Kebijakan Strategis Peningkatan
Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan kemendagri sebagaimana terlampir
sebagai bukti Proper 5.
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Gambar 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Efektif

3.1.4 Diskusi Tim Efektif dengan Stakeholders

Sesuai kesepakatan pada rapat pendahuluan tanggal 5 Oktober 2022, sebelum
dilakukan rapat koordinasi dengan stakeholder Satpol PP provinsi dan
kabupaten/kota, Tim Efektif secara internal melakukan pertemuan pada tanggal 17
Oktober 2022 untuk mematangkan konsep draf Dimensi, Subdimensi, dan Indikator
yang akan menjadi substansi dari pedoman regulasi peningkatan kualitas pembinaan
dan penyelenggaraan trantibum berupa Indeks Penyelenggaraan Trantibum. Rapat
Tim Efektif menyepakati bahwa konsep konstruksi Dimensi, Subdimensi, dan Indikator
disesuaikan dengan substansi penyelenggaraan Trantibum meliputi penegakan Perda
dan Perkada, penyelenggaraan tibumtranmas, serta faktor pendukung
penyelenggaraan Trantibum sebagaimana terlampir sebagai bukti Proper 6, sebagai
bahan rapat lanjutan antara Tim Efektif dengan stakaeholder terkait.
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Gambar 8. Pelaksanaan rapat internal Tim Efektif dan hasil pembahasan rapat

Selanjutnya, Tim Efektif melakukan pertemuan koordinasi dengan beberapa
stakeholder utama dalam penyelenggaraan Trantibum, dalam hal ini perwakilan
Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota secara selektif. Hal ini sangat penting
mengingat penyelenggaraan trantibum di daerah dilaksanakan oleh Satpol PP baik
provinsi maupun kabupaten/kota sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah maupun PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Selain
itu, mengingat penyelenggaraan Trantibum merupakan kegiatan yang bersifat sangat
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teknis maka kehadiran perwakilan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota sangat
urgen dalam rangka menyamakan konstruksi penyelenggaraan Trantibum dari
perspektif normatif dengan tataran praktis penyelenggaraannya di daerah.

Rapat koordinasi pertama dilaksanakan tanggal 25 Oktober 2022 di Hotel
Merlynn Park Jakarta untuk membahas konstruksi Dimensi, Subdimensi, serta
Indikator penyelenggaraan Trantibum yang akan menjadi basis pengukuran kinerja
pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum. Dokumen pendukung rapat koordinasi
sebagaimana terlihat pada gambar berikut sebagai bukti Proper 7.

AR -
O ———" N

BENY M PAKPAHAN %
/s

KASUBDIT TATA OPERASIONAL
DAN STANDARINSASI FOL PP

Gambar 9. Pelaksanaan rapat koordinasi 25 Oktober 2022

Koordinasi pembahasan Dimensi, Subdimensi, dan Indikator yang akan
digunakan sebagai acuan penyusunan instrumen pengukuran kinerja pembinaan dan

PKN-II | 30



penyelenggaraan Trantibum berjalan dengan baik dan lancar. Perwakilan Satpol PP
yang hadir sangat antusias dan mendukung penyusunan instrumen pengukuran
tersebut karena sangat penting mengingat bahwa Trantibum adalah salah satu urusan
pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar dan sampai dengan saat ini
belum ada instrumen baku yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengukur
kinerja penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Instrumen
pengukuran kinerja yang ada di beberapa daerah sifatnya masih parsial dan
disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing sehingga belum tentu dapat
diterapkan pada daerah lain. Oleh karena itu, gagasan penyusunan kebijakan
strategis dalam konteks penyusunan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan
yang diinisiasi Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil sangat disambut baik.

Proses pembahasan diawali dengan konstruksi Dimensi, Subdimensi, serta
Indikator dalam penyelenggaraan Trantibbum serta bobot masing-masing
sebagaimana gambar tabel berikut sebagai bukti Proper 8.

TABEL
KONSTRUK DIMENSI DAN SUBDIMENSI PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Konstruk Dimensi Subdimensi

Strategi dalam mencapai Kinerja
Satpol PP dalam Penegakkan

STRATEGI (Bobot Perda dan Perkada (Bobot 0,333)

0,198) Strategi dalam mencapai Kinerja
Satpol PP dalam Penyelenggaraan
Tibumtranmas (Bobot 0,667)
Indeks Penyelenggaraan SUMBER DAYA | Pemberdayaan SDM (Bobot 0,5)

Ketenteraman dan Ketertiban
Umum (IPKKU)

MANUSIA (SDM)

Peningkatan Kapasitas SDM
(Bobot 0,490)

(Bobot 0,5)

Sarana dan Prasarana (Bobot 0,25)

SISTEM (Bobot Perencanaan dan Anggaran (Bobot
0,312) 0,5)

Akuntabilitas (Bobot 0,25)

TABEL
INDIKATOR DARI SUBDIMENSI PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
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Subdimensi

Indikator

Strategi dalam mencapai

Kinerja Satpol PP dalam

Penegakkan Perda dan
Perkada

Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda
dan Perkada (Bobot 0,1632).

Adanya SOP penegakkan Perda dan Perkada untuk Satpol
PP (Bobot 0,1740).

Sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah
rawan pelanggaran (Bobot 0,1685).

Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penindakan
terhadap pelanggaran Perda dan Perkada" yang dilakukan
oleh Satpol PP (Bobot 0,1681).

Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penyidikan
terhadap pelanggaran Perda dan Perkada" yang dilakukan
oleh Satpol PP (Bobot 0,1599).

Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penindakan
secara administratif terhadap pelanggaran Perda dan
Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP (Bobot 0,1663).

Strategi dalam mencapai
Kinerja Satpol PP dalam
Penyelenggaraan
Tibumtranmas

Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran
tibumtranmas (Bobot 0,0968).

Adanya SOP penyelenggaraan tibumtranmas untuk Satpol
PP (Bobot 0,1017).

Sosialisasi tibumtranmas kepada masyarakat di wilayah
rawan pelanggaran (Bobot 0,0988)

Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam DETEKSI DINI
dan CEGAH DINI gangguan Tibumtranmas di daerah (Bobot
0,0970)

Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENYULUHAN
dan PEMBINAAN Masyarakat terkait Tibumtranmas di daerah
(Bobot 0,0975)

Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PATROLI dalam
mencegah terjadinya gangguan Tibumtranmas di daerah
(Bobot 0,0973)

Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENGAMANAN
Masyarakat terkait Tibumtranmas di daerah (Bobot 0,1026)

Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENGAWALAN
Orang Penting di daerah (Bobot 0,1011)
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Subdimensi

Indikator

Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENERTIBAN
dalam mencegah terjadinya gangguan Tibumtranmas di
daerah (Bobot 0,1041)

Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENANGANAN
Unjuk rasa/Kerusuhan dalam mencegah terjadinya gangguan
Tibumtranmas di daerah (Bobot 0,1031)

Pemberdayaan SDM

Adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan serta formasi
jabatan struktural dan fungsional (Bobot 0,2531)

Adanya dokumen hasil penyusunan analisis jabatan pada
setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional (Bobot
0,2539)

Adanya dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada
setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional (Bobot
0,2497)

Adanya dokumen hasil penyusunan standar kompetensi
jabatan (Bobot 0,2433)

Peningkatan Kapasitas
SDM

Adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan
kompetensi SDM (Bobot 0,3349)

Adanya program peningkatan kompetensi SDM Satpol PP
(Bobot 0,3363)

Adanya program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS
pada Satpol PP (Bobot 0,3288)

Sarana dan Prasarana

Adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan
prasarana pendukung kinerja satpol PP (Bobot 0,2529)

realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
pendukung kinerja Satpol PP (Bobot 0,2412)

Adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana
pendukung kinerja Satpol PP (Bobot 0,2540)

Adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana
pendukung kinerja Satpol PP (Bobot 0,2519)

Perencanaan dan
Anggaran

Adanya program trantibum yang tertuang dalam RPJMD
(Bobot 0,2516)

Adanya rencana kerja tahunan penyelenggaraan trantibum
(Bobot 0,2534)
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Subdimensi

Indikator

Adanya kode rekening program/kegiatan trantibum dalam
klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah (Bobot 0,2457)

Adanya dokumen rencana kerja Trantibum tahunan sesuai
dengan RKPD (program/kegiatan, sarana dan prasarana,
monitoring/evaluasi, dll.) (Bobot 0,2493)

Akuntabilitas

Adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester)
monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP yang
sesuai dengan SOP (Bobot 0,1452)

Adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan
Satpol PP di darah secara periodik
(bulanan/triwulan/semester) yang sesuai dengan SOP (Bobot
0,1434)

Adanya mekanisme pemberian reward dan punishment dari
pimpinan kepada anggota Satpol PP berdasarkan hasil
monitoring/evaluasi secara periodik
(bulanan/triwulan/semester/tahunan) (Bobot 0,1288)

Adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait kinerja
satpol PP dan/atau penyelenggaraan trantibum di daerah
yang mudah diakses masyarakat (kotak
aduan/website/nomor aduan/dIl.) (Bobot 0,1463)

Adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan
program/kegiatan Satpol PP di daerah (Bobot 0,1452)

Adanya  kegiatan evaluasi tahunan  pelaksanaan
program/kegiatan Satpol PP di daerah (Bobot 0,1469)

Adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi monitoring
pelaksanaan Satpol PP di di daerah (internal eksternal
pemerintah daerah) (Bobot 0,1442)

Tabel 12. Konstruksi Dimensi, Subdimensi, Indikator serta Bobot Masing-Masing

Terhadap konstruksi Dimensi, Subdimensi, dan Indikator pada prinsipnya

perwakilan Satpol PP yang hadir baik secara langsung maupun virtual menyepakati,
namun dipertanyakan terkait dengan tugas Satpol PP dalam hal penyelenggaraan
pelindungan masyarakat (Linmas) yang tidak dijadikan indikator dalam tabel di atas.
Terhadap hal tersebut, Tim Efektif menyampaikan bahwa untuk indikator terkait
kelinmasan sesuai dengan kebijakan Ditjen Bina Adwil akan diatur tersendiri dalam
instrumen pengukuran terpisah, mengingat struktur penyelenggaraan linmas sampai
dengan tingkat desa dan kelurahan sehingga memerlukan berbagai indikator yang
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berbeda dengan indikator dalam konteks penegakan Perda dan Perkada serta
penyelenggaraan Tibumtranmas. Penjelasan tersebut diterima secara bulat oleh
perwakilan Satpol PP yang mengikuti pembahasan karena pada prakteknya di daerah
memang penyelenggaraannya seperti yang telah dijelaskan oleh Tim Efektif.

Koordinasi pembahasan dengan perwakilan Satpol PP pada tanggal 25 Oktober
2022 diakhiri dengan merumuskan Berita Acara Pembahasan, termasuk kesepakatan
rapat koordinasi lanjutan sebagaimana gambar terlampir sebagai bukti Proper 9.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Demiian Berta Acara hasil kesepakatan rapat untuk  ditindaklanjut
mestinya.

Perwakilan Peserta Rapat,
Kabid Periindungan Masyarakat

yarak
Provinsi suza(m Selatan,

Analis Kepegawaian Ahli Muda
pada Subdit SOM Pol PP,

/G

Itwhn Setiawan Budi Sohibul Hayat

t

Gambar 10. Berita Acara Rapat Koordinasi 25 Oktober 2022

3.1.5 Penyusunan Draf Regulasi

Proses awal penyusunan draf regulasi dilakukan oleh Tim Efektif secara internal
dengan substansi Dimensi, Subdimensi, dan Indikator yang telah disepakati oleh Tim
Efektif dan perwakilan Satpol PP selektif yang hadir pada rapat koordinasi tanggal 25
Oktober 2022. Tim Efektif melakukan penyiapan awal draf regulasi dalam bentuk
Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri bertempat di ruang rapat lantai 4
Direktorat Pol PP dan Linmas selama 3 hari mulai tanggal 26 s.d 28 Oktober 2022.
proses pembahasan oleh Tim Efektif sebagaimana terlihat pada gambar berikut
sebagai bukti Proper 10.

Gambar 11. Suasana Pembahasan Draf Regulasi oleh Tim Efektif
Hasil dari proses internal oleh Tim Efektif dapat terlihat dari tersusunnya draf regulasi
Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Tentang Pedoman
Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
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Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Melalui Indeks Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana gambar terlampir sebagai bukti
Proper 11. Rancangan Kepmendagri dimaksud akan dikoordinasikan lanjut dengan
stakeholder utama yaitu perwakilan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota. Dalam
Rancangan Kepmendagri baru memuat batang tubuh saja sedangkan Lampiran
Kepmendagri berupa teknis pengukuran kinerja akan dibahas dalam rapat koordinasi
selanjutnya.

Gambar 12. Rancangan Kepmendagri

3.1.6 Pembahasan Draf Regulasi dan Konsep Instrumen Pengukuran

Draf regulasi Kepmendagri yang telah disusun Tim Efektif menjadi bahan untuk
rapat koordinasi bersama perwakilan Satpol PP selektif baik provinsi maupun
kabupaten/kota. Mengingat keterbatasan waktu pencapaian tahapan jangka pendek
Proyek Perubahan, maka rapat koordinasi pembahasan terhadap Rancangan regulasi
yang sedianya dilakukan pada minggu ke-2 November 2022, dilaksanakan pada
tanggal 31 Oktober 2022 bertempat di ruang rapat Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen
Bina Adwil lantai 4 Gedung H secara hybrid.

Rapat koordinasi diawali dengan membahas konstruksi Dimensi, Subdimensi,
dan Indikator yang telah disepakati sebagai pedoman dalam mengukur kinerja
pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum melalui bentuk Indeks Penyelenggaraan
Trantibum dan menjadi substansi dari draf Kepmendagri. Selanjutnya, pembahasan
dilakukan terhadap draf Kepmendagri. Dokumen pendukung sebagaimana gambar
terlampir sebagai bukti Proper 12.
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Gambar 13. Dokumen Pendukung Rapat Koordinasi 31 Oktober 2022

Pada rapat koordinasi diperoleh masukan penting dari peserta rapat sebagai

berikut:

1. Bagian PUU Ditjen Bina Adwil menyampaikan beberapa hal berikut:
a. bahwa substansi batang tubuh Rancangan Kepmendagri harus bersifat
penormaan umum, sedangkan penjelasan yang bersifat teknis atau penjabaran
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lanjut dari norma umum tersebut harus dimasukkan dalam Lampiran
Rancangan Kepemndagri.

b. Judul Rancangan Kepmendagri harus benar-benar menggambarkan substansi
dari Rancangan Kepmendagri. Artinya, apabila dalam substansi diatur
mengenai substansi pembentukan Indeks Penyelenggaraan Trantibum, maka
harus tergambarkan dalam judul Rancangan Kepmendagri.

c. Mengingat Rancangan Kepmendagri ini merupakan bagian dari tujuan jangka
pendek Proyek Perubahan, maka Project Leader kedepan substansi regulasi ini
harus menjadi bagian dari Indeks Komposit Penyelenggaran Trantibumlinmas,
yang mengatur juga substans terkait kelinmasa, kebakaran, dan bencana.

d. Rancangan Kepmendagri sebelum disampaikan kepada pimpinan Ditjen Bina
Adwil untuk permohonan penandatanganan, terlebih dahulu disampaikan
kepada Bagian PUU untu pemeriksaan final terhadap legal drafting serta paraf
koordinasi.

. Perwakilan Satpol PP Kota Depok (Bapak Dr. Fahmi) menyampaikan bahwa

Rancangan Kepmendagri ini perlu segera diselesaikan untuk menjadi pedoman

bagi Satpol PP di daerah, khususnya bagi Satpol PP yang telah memiliki instrumen

pengukuran tersendiri seperti Kota Depok, agar dapat segera disesuaikan dengan
pedoman pengukuran kinerja yang disiapkan pemerintah pusat.

. Perwakilan Satpol PP Provinsi Kaltim (Bapak Edwin) menyampaikan apresiasi

terhadap gagasan penyusunan instrumen pengukuran kinerja yang dilakukan

Direktorat Pol PP dan Linmas dan mengharapkan agar dapat segera diformalkan

tahun ini. Selain itu, disampaikan pula masukan terkait substansi SPM sebagai

bagian dari penilaian kinerja Satpol PP dalam memberikan pelayanan dasar.

. Perwakilan Satpol PP Kota Tangerang (Bapak Budi) menyampaikan masukan

terkait dengan struktur Dimensi, Subdimensi, dan Indikator harus dijabarkan secara

berjenjang, artinya penjelasan suatu Dimensi harus diikuti langsung oleh

Subdimensi dan indikator pendukungnya, agar mudah dibaca dan dipahami, begitu

seterusnya untuk Dimensi lainnya.

. Selain itu, secara umum perwakilan Satpol PP lainnya yang hadir secara virtual

menyampaikan apresiasi terhadap gagasan pembentukan instrumen pengukuran

pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum ini mengingat bahwa urusan

Trantibum merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan

pelayanan dasar sehingga harus ada instrumen pengukuran kinerja yang baku dan

dapat diterapkan di seluruh daerah dengan Dimensi, Subdimensi, dan Indikator
yang sama.

. Terhadap masukan dan saran yang disampaikan, Project Leader menyambut baik

dan disampaikan untuk segera disesuaikan dengan substansi Rancangan

Kepmendagri agar dapat difinalkan pada rapat koordinasi selanjutnya.
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Hasil rapat koordinasi tanggal 31 Oktober 2022 selanjutnya oleh Tim Efektif
dibahas kembali secara internal pada tanggal 7 November 2022 untuk difinalkan
menjadi Rancangan Kepmendagri final sebagaimana terlihat pada dokumen
pendukung terlampir sebagai bukti Proper 13.
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Gambar 14. Dokumen Pendukung Rapat Koordinasi 7 November 2022

Rancangan Final Kepmendagri sebagaimana terlihat pada gambar sebagai bukti
Proper 14.
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Gambar 15. Rancangan Final Kepmendagri

Terhadap rancangan final Kepmendagri yang telah disepakati oleh Tim Efektif,
kemudian dilakukan sosialisasi kepada Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota pada
pertemuan koordinasi yang dilakukan pada tanggal 22 November 2022 bertempat di
Hotel Millenium Jakarta sebagaimana dokumen pendukung terlampir sebagai bukti
Proper 15.
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Gambar 16. Dokumen Pendukung Rapat Sosialisasi Tanggal 22 November 2022

3.1.7 Uji Validitas dan Reliabilitas

Sejalan dengan Rencana penyusunan Proyek Perubahan dan berdasarkan
masukan dan saran anggota Tim Efektif dari unsur tenaga ahli, tahapan uji validitas
dan uji reliabilitas terhadap Indikator yang disusun dari Dimensi dan Subdimensi yang
awalnya direncanakan pada minggu ke-4 November 2022, mengingat waktu yang
sangat terbatas dan kedua uji dimaksud membutuhkan waktu yang cukup untuk
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penyampaian daftar pertanyaan kepada seluruh Satpol PP provinsi dan
kabupaten/kota seluruh Indonesia, dimana daftar pertanyaan tersebut diturunkan dari
indikator-indikator yang telah disusun sebelumnya, maka tahapan uji validitas dan uji
reliabilitas dimajukan mulai akhir minggu ke-1 bulan Oktober 2022.

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauhmana relevansi pertanyaan
terhadap apa yang ditanyakan atau apa yang ingin diukur dalam penelitian. Sedangkan
uji reliabilitas untuk mengetahui sejauhmana tingkat kekonsistenan pengukuran dari suatu
responden ke responden yang lain, atau dengan kata lain sejauh mana pertanyaan dapat
dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pertanyaan
tersebut. Kedua uji tersebut menggunakan kaidah-kaidah statistika dengan bantuan
tenaga ahli dan menggunakan perhitungan statistika untuk menghasilkan skor untuk
masing-masing pertanyaan (indikator).

Proses uji validitas dan uji reliabilitas disampaikan kepada Satpol PP provinsi dan
kabupaten/kota melalui pengiriman daftar pertanyaan melalui bit.ly dengan penjelasan
sederhana cara pengisian bit.ly sebagaimana gambar terlampir sebagai bukti Proper 16.

PANTH AN PENGISTAN SURVEY

BUKU PANDUAN SURVEI NASIONAL INDEKS
E-SURVEY [PKKU PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN
TAHUN 2022 DAN KETERTIBAN UMUM (IPKKU)

it s L o i sl s
ST

SURVE! NASIONAL INDEKS SURVEI NASIONAL INDEKS
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM (IPKKU) DAN KETERTIBAN UMUM (IPKKU)

Gambar 17. Pengisian Jawaban Melalui Bit.ly

Daftar pertanyaan yang disampaikan kepada Satpol PP provinsi dan
kabupaten/kota sebagaimana terlampir sebagai bukti Proper 17.

1. Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan/atau Perkada
. Tidak ada

1

2

3

>3

®Poo0 o
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. Adanya SOP penegakkan Perda dan/atau Perkada untuk Satpol PP

a. Ada

b. Tidak

. Adanya Sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran
a. Tidak ada

b. 1

c. 2

d. 3

e. >3

. Adanya data yang menunjukkan "tindakan penertiban non-yustisial terhadap pelanggaran
Perda dan/atau Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP

a. Tidak ada

b. 1

c. 2

d. 3

e. >3

. Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau
Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP

a. Tidak ada

b. 1

c. 2

d. 3

e. >3

. Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penindakkan secara administratif terhadap
pelanggaran Perda dan/atau Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP

a. Tidak ada

b. 1

c. 2

d. 3

e. >3

. Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Tibumtranmas

a. Tidak ada

b. 1

c. 2

d. 3

e. >3

. Adanya SOP penyelenggaraan Tibumtranmas untuk Satpol PP

a. Ada

b. Tidak

. Adanya Sosialisasi Tibumtranmas kepada masyarakat (diutamakan di wilayah rawan
pelanggaran)

a. Tidak ada

b. 1

c. 2

d. 3

e. >3

10. Adanya program-kegiatan DETEKSI DINI dan CEGAH DINI gangguan TRANTIBUM

di daerah
a. Tidak ada
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. >3
lika ada, berapa Desa/Kelurahan yang telah melakukan Hal tersebut?
a. Desasebanyak ..............coociiiiiiiiiiiii,
b. Kelurahan sebanyak .................................
11. Adanya program-kegiatan PEMBINAAN dan PENYULUHAN Masyarakat terkait
Tibumtranmas di daerah
a. Tidak ada
b. 1
c. 2
d. 3
e. >3
lika ada, berapa Desa/Kelurahan yang telah melakukan Hal tersebut?
a. Desasebanyak .............cc.oiiiiiiiiiiiii
b. Kelurahan sebanyak .......................oooennl.

12. Adanya program-kegiatan PATROLI dalam mencegah terjadinya gangguan
TRANTIBUM di daerah
a. Tidak ada
b. 1
c. 2
d. 3
e. >3
Jika ada, berapa Desa/Kelurahan yang telah melakukan Hal tersebut?
a. Desasebanyak ...............cooi
b. Kelurahan sebanyak .................................
13. Adanya program-kegiatan PENGAMANAN Aset, Lokasi Kunjungan Orang Penting
(pejabat pusat/ daerah), dan Kegiatan Penting
a. Tidak ada
b. 1
c. 2
d. 3
e. >3
Jika ada, berapa Desa/Kelurahan yang telah melakukan Hal tersebut?
f. Desasebanyak ..............ccocoiiiiiiiiiiiiiia,
g. Kelurahan sebanyak ..................cociiiinan.
14. Adanya program-kegiatan PENGAWALAN Orang Penting (pejabat pusat/ daerah) (bobot
skor 8,38)
a. Tidak ada
b. 1
c. 2
d. 3
e. >3
Jika ada, berapa Desa/Kelurahan yang telah melakukan Hal tersebut?
a. Desasebanyak ..............oociiiiiiiiiiiiin,
b. Kelurahan sebanyak ...........................oe.l.
15. Adanya program-kegiatan PENERTIBAN dalam mencegah terjadinya gangguan
TRANTIBUM di daerah
a. Ada
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

b. Tidak
Adanya program-kegiatan PENANGANAN Unjuk rasa/Kerusuhan dalam mencegah
terjadinya gangguan TRANTIBUM di daerah

a. Ada

b. Tidak

Adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan formasi jabatan struktural dan fungsional
a. Ada

b. Tidak

Adanya dokumen hasil penyusunan analisis jabatan pada setiap unit kerja pada jabatan
struktural dan fungsional

a. Ada

b. Tidak

Adanya dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan
struktural dan fungsional

a. Ada

b. Tidak

Adanya dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jabatan (bobot skor 7,60)

a. Ada

b. Tidak

Adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi SDM Satpol PP

a. Tidak ada

1

2

3

>3
danya Program peningkatan kompetensi SDM Satpol PP
. Tidak ada

1

2
3

>3
Adanya Program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS pada Satpol PP

a. Tidak ada

b. 1

c. 2

d. 3

e. >3
Adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol
PP

a. Ada

b. Tidak

Adanya realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol
PP

a. Ada

b. Tidak

Jika ada, maka mohon diisi tabel berikut :

>Pa0o

®oo0 o
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26.

217.

28.

29.

30.

31.

Jenis Sarana- Ketersediaan -
No. o Kepemilikan
Prasarana Fasilitas
1. 1. N .
1 . 2.Ya o 2. Dipinjamkan 3. Disewakan
Tidak Diberikan
2 L 2.Y L 2. Dipinjamk 3. Di k
.Ya . Dipinjamkan . Disewakan
Tidak Diberikan piny
3 L 2.Ya = 2. Dipinjamkan 3. Disewakan
. . Dipi . Disew
Tidak Diberikan piny
4 1 2.Y 1 2. Dipinjamk 3. Di k
.Ya . Dipinjamkan . Disewakan
Tidak Diberikan pinj
5 L 2.Y 1 2. Dipinjamk 3. Di k
.Ya . Dipinjamkan . Disewakan
Tidak Diberikan piny
6 L 2.Y L 2. Dipinjamk 3. Di k
.Ya . Dipinjamkan . Disewakan
Tidak Diberikan piny
7 L 2.Y 1 2. Dipinjamk 3. Di k
. . Dipinjamkan . Disewakan
Tidak @ Diberikan pinjamka sewaia
1. 1. L .
8 ) 2.Ya o 2. Dipinjamkan 3. Disewakan
Tidak Diberikan

Adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP

a. Ada

b. Tidak

Adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP

a. Tidak ada

b. 1

c. 2

d. 3

e. >3

Adanya program Tibumtranmas yang tertuang di dalam RPJMD

a. Ada

b. Tidak

Adanya rencana kerja tahunan penyelenggaraan Tibumtranmas

a. Ada

b. Tidak

Adanya kode rekening program kegiatan Tibumtranmas dalam klasifikasi, kodefikasi,
serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

a. Ada

b. Tidak

Adanya dokumen Rencana Kerja Tibumtranmas Tahunan yang sesuai dengan Rencana
Kerja  Perangkat  Daerah  (RKPD)  (program/kegiatan,  sarana&prasarana,
monitoring/evaluasi, dll.)

a. Ada

b. Tidak
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program-
kegiatan Satpol PP yang sesuai dengan SOP

a. Ada

b. Tidak

Adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program-kegiatan Satpol PP di daerah secara
periodik (bulanan/triwulan/semester) yang sesuai dengan SOP

a. Ada

b. Tidak

Adanya mekanisme pemberian reward&punishment dari pimpinan kepada anggota Satpol
PP berdasarkan hasil monitoring/evaluasi secara periodik
(bulanan/triwulan/semester/tahunan)

a. Ada

b. Tidak

Adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait Kkinerja Satpol PP dan/atau
penyelenggaraan Tibumtranmas di daerah yang mudah diakses masyarakat (kotak
aduan/website/nomor aduan/dll.)

a. Ada

b. Tidak

Adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan program-kegiatan Satpol PP di daerah

a. Ada

b. Tidak

Adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program-kegiatan Satpol PP di daerah

a. Ada

b. Tidak

Adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi-monitoring pelaksanaan Satpol PP di di
daerah (internal-eksternal pemerintah daerah)

a. Ada

b. Tidak

Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022, data yang masuk melalui input bit.ly

berasal dari provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana daftar terlampir sebagai bukti

Proper 18.
No Provinsi Instansi
1 Banten Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak

Nusa Tenggara Barat | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat

2 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram

Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Utara

Kalimantan Tengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur

Satuan Polisi Pamong Praja Palangkaraya

Jawa Tengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang

4 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Grobogan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo

Satuan Polisi Pamong Praja Kota magelang
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Satuan Polisi Pamong Praja Demak

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pekalongan

Satuan Polisi Pamong Praja Boyolali

Satuan Polisi Pamong Praja Pemalang

Satuan Polisi Pamong Praja Banyumas

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar jepara

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Brebes

Satuan Polisi Pamong Praja Kebumen

Satuan Polisi Pamong Praja Rembang

Satuan Polisi Pamong Praja Sragen

Satuan Polisi Pamong Praja Pati

Satuan Polisi Pamong Praja Wonosobo

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karanganyar

Sulawesi Selatan

Satpol.PP dan Damkar Kabupaten Sinjai

Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota Sopeng

Satuan Polisi Pamong Praja, Kab. Buton

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare

Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Luwu Utara

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru

Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Wajo

Kasubag Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar Jeneponto

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tana Toraja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makasssar

Satuan Polisi Pamong Praja Bulukumba

Sulawesi Tenggara

Satuan Polisi Pamong Praja Linmas dan Damkar Kabupaten/Kota Bombana
Prov. Sulawesi Tenggara

Jawa Timur

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Jombang

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Nganjuk

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun

Satuan Polisi Pamong Praja Lumajang

Satuan Polisi Pamong Praja Tulungagung

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Jawa Barat

Satpol PP Jawa barat (Tidak Tertera Kota/Kabupaten/Kota)

Satuan Pamong Praja Kota Bekasi

Satuan polisi pamong praja Kota Bogor

Satuan Polisi Pamong Praja Garut

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya

Satuan Polisi Pamong Praja Depok
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Satuan Polisi Pamong Praja Cianjur

Kalimantan Selatan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin

9 Satuan Polisi Pamong Praja Amuntai/ Hulu Sungai Utara
Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Hulu Sungai Selatan
Nusa Tenggara Timur | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur
10 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab.Ngada
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Kab. Sumba Barat Daya-NTT
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT
1 Gorontalo Satpol PP Provinsi Gorontalo (Tidak Tertera Kabupaten/Kota/Kota)
Satuan Polisi Pamong Praja Bone
1 Sumatera Utara Satuan Pamong Praja Kabupaten Nias Utara
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara
Lampung Sat Pol PP Kab.Lampung Timur
13 Satuan Polisi Pamong Praja Prov.Lampung (Tidak Tertera Kab/Kota)
Satuan Polisi Pamong Praja Tulang Bawang
" Kepulauan Bangka Pemkab Bangka Tengah
Belitung
15 Kalimantan Barat Satuan Polisi Pamong Praja Ketapang
16 Papua Barat Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Manokwari
Sulawesi Utara Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan Sangihe
17 Satuan Polisi Pamong Praja Deli Serdang
Satuan Polisi Pamong Praja Minahasa tenggara
18 Yogyakarta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
Satuan Polisi Pamong Praja DIY Bantul
19 Sumatera Barat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh
Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi
20 Kepulauan Riau Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau (Tidak Tertera
Kabupaten/Kota/Kota)
” Kalimantan Timur Satuan Polisi Pamong Praja Samarinda
Satuan Polisi Pamong Praja Bontang
- Riau Satuan Polisi Pamong Praja Bengkalis Riau
Satuan Polisi Pamong PrajaKab. Indragiri Hulu
23 Jambi Satuan Polisi Pamong Praja Batanghari
” Kalimantan Utara Satuan Polisi Pamong Praja Nunukan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Malinau
25 DKl Jakarta Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
26 Kepulauan Riau Satuan Polisi Pamong Praja Anambas
Aceh DINAS Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Aceh Tenggara
27 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota Aceh
Tamiangbah
” Bali Satuan Polisi Pamong Praja Gianyar

Satuan Polisi Pamong Praja Bangli Bali

Tabel 13. Daftar Daerah yang telah Menginput Jawaban Melalui Bit.ly
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Data yang sudah masuk dari hasil pengisian form (survey) didownload dalam bentuk
excel. Adapun tampilan datanya adalah sebagai berikut sebagai bukti Proper 19:

INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (IPKKU) (Responses) - Excel

Signin S|

Pagelayout  Formulas Review Vi Help

@  Tell me what you want to do

"D ;;;;y Arial v A A - 2 WapText General ~ [?;I g‘d ’;5 E‘I' E?ﬂ E é:“““fsu"‘ ) 4 p
o P FRENERS I e < §o% 0 | St e G|t okt S0 e s
Clipboard 5] Font 5] Alignment 5] Number 5] Styles Cells Editing ~
Al = Je Timestamp v
A B c D E F G H | J -
1 |Timestamp Nama Instansi Jabatan No. HP Email 1. Adanya proses penMohon upload dokume 2. Adanya SOP penegMohon upload dokume
2 7/25/2022 18:33:00 NOPRIYADI SUKMAWV SATUAN POLISI PAMPELAKSANA 'UEWEMBHMU] nopri3044@gmail com Tidak Ada Tidak Ada
3 7/26/2022 9:10:07 Zubeid Alhadi Satuan Polisi Pamong Staf Pelaksana '082217285066 zubaiddesma@gmail.c 1 https://drive.google.coi Tidak Ada
4 7/26/2022 9:28-16 A Rozali Nurhadi Sat pol PP kabupaten Sub koordinator penyit 085 nurhadirozali@gmail c Tidak Ada Tidak Ada
5 7/26/2022 9:48:04 Agus Indra S.E Kantor polisi pamong jKasi pembmaan.penge’U%ZEQE13555 Agusindra1234@com Tidak Ada Tidak Ada
5 7/26/2022 9:55:57 Agus Indra S.E Kantor sat pol pp lamt Kasi pembinaan,pengz 085269813665 agusindra1234@gmail Tidak Ada Tidak Ada
7| 7/26/2022 10-14:53 Agus Indra S E Kantor sat pol pp kab. Kasi pembinaan penge 085269813655 indraagusaaja@gmail. Tidak Ada Tidak Ada
8 7/26/2022 11:51:07 Indah Anggraini SATPOL PP KAB.LANPelaksana Pemula '085279596563 Indahbeat30@gmail.cc 1 https://drive.google.corAda https://drive.google.co
9 7/26/2022 13:27-16 Yohanes H. Hokeng  Satuan Polisi Pamong Kasie Perbekalan dan'ﬂﬂEZSZEEBﬂﬂﬂ johndejaval1@gmail ¢ Tidak Ada Tidak Ada

Satuan Polisi Pamong Kabid Trantibum '081245877775
r
Sat Pol PP Kab Lam TKasubbag Umum dan 082371215213

10| 7/27/2022 11:50:25 Supriasi, S.Si https:#/drive.google.co

11| 712772022 12:06:50 MAT SOBIRIN, SE

https_//drive.google.coi Ada
1 hitps//drive google coi Tidak Ada

satpolppbombanal23¢ =3
matsabirin12@gmail ¢

12 8/2/2022 13:41:58 AR| SAFRIZAL WILDA Satpolpp Jabar Ahli Madya 'UESESQUESUEW ari wildan79@gmail co Tidak Ada Ada https-//drive google co

13 8/2/2022 13:42:10 AR SAFRIZAL WILDA Satpolpp Jabar Ahli Madya '085659035021 ari.wildan79@gmail.co Tidak Ada Ada https://drive.google.co

14 6/4/2022 12:07-05 Supriadi, S Si Satuan Palisi Pamong Kabid Trantibum 0812 4587 7775 satpolppbombana123{ Tidak Ada Ada https-//drive google co

15 8/4/2022 13:44:52 Supriadi, S.Si Satuan Polisi Pamong Kabid Bidang Tramlbu\'U85245055315 satpolppbombanal123¢ Tidak Ada Ada https://drive.google.co

16

17

18

19

20

2

22 Ad
Form Responses 1 ® L] 3

Gambar 18. Format Data Masuk Dalam Bentuk Excel

Hasil perhitungan korelasi untuk uji validitas pertanyaan-pertanyaan berkisar
antara 0,248 sampai 0,747. Angka yang dipergunakan sebagai pembanding untuk
melihat valid tidaknya suatu item adalah 0,3. Item yang memiliki korelasi diatas 0,3
dikategorikan item valid, sedangkan item dibawah 0,3 dikategorikan tidak valid dan
akan disisihkan dari analisis selanjutnya. Hasil di atas menunjukkan bahwa 35 item
pertanyaan dinyatakan valid, sedangkan 3 item dinyatakan tidak valid, akan tetapi
belum dapat langsung dibuang karena item tersebut merupakan item kunci dalam
dimensi Strategi pada Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
sehingga seluruh item pertanyaan dilanjutkan dengan uji reliabilitas dan akan dihitung
ulang validitasnya menggunakan data real hasil survey.

Hasil perhitungan uji reliabilitas diperoleh koefisien reliabilitas KR-20 sebesar
0,928, di atas standar yang ditetapkan yaitu 0,700. Dengan demikian pertanyaan-
pertanyaan dalam kuesioner tersebut mempunyai keandalan/konsistensi yang sangat
baik dalam mengukur Variabel Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum. Hasil perhitungan kedua uji tersebut dengan rumus perhitungan secara
lengkap terdapat pada Lampiran Proyek Perubahan sebagai bukti Proper 20.

3.1.8 Koordinasi dengan Bagian PUU dan Bagian Perencanaan tentang

Penyiapan Konsep Akhir Regulasi.

Mengacu pada hasil beberapa kali rapat koordinasi terhadap konstruksi Dimensi,
Subdimensi, dan Indikator dan sejalan dengan hasil uji validitas dan uji reliabilitas
terhadap berbagai indikator yang digunakan, maka terhadap Rancangan
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Kepmendagri tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pembinaan dan
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota Melalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum dilakukan koordinasi akhir dengan Bagian PUU sebagai langkah akhir
milestone pencapaian tujuan Jangka Pendek Proyek Perubahan. Koordinasi dengan
Bagian PUU dilakukan pada minggu ke-4 November 2022 tepatnya tanggal 28
Oktober 2022, dengan menyampaikan secara formal draf akhir Rancangan
Kepmendagri melalui Nota Dinas Direktur Pol PP dan Linmas untuk permintaan
pemeriksaan akhir dan paraf koordinasi, sebagaimana terlihat pada dokumen
pendukung berikut sebagai bukti Proper 21.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT,
Telopon (021) 3450038 Faksimio. (021) 319265185, www kemendagri.go.id,
E-mail ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Koordinator Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan

Dari : Kasubdit Tata Operasional dan Standardisasi Pol PP Selaku
Project Leader

Tembusan . Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Tanggal DA Wovewi@c s0>-L

Nomor ¢ LA [PPLITU/SO f203

Lampiran . 1 {satu) berkas

Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman

Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Meilalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum (IPKKU)

Menindaklanjuti beberapa kali rapat Tim Efektif dalam rangka penyelesaian
Proyek Perubahan (Proper) PKN Il angkatan XXVIIl Tahun 2022 serta dalam rangka
tertib administrasi terhadap penyampaian rancangan regulasi, bersama ini dengan
hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengukuran
Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupaten/Kota Melalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum (IPKKU) telah disempurnakan sebagaimana hasil rapat
pembahasan terakhir pada tanggal 22 November 2022 bersama perwakilan Satpol
PP Provinsi, Kabupaten/Kota selektif, diharapkan pedoman ini menjadi tolok ukur
dalam penilaian kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum di daerah.

2. Terkait dengan hal-hal tersebut, terlampir disiapkan Rancangan Kepmendagrn
dimaksud untuk mendapatkan paraf koordinasi sebelum disampaikan kepada
Bapak Dirjen Bina Adwil.

Demikian untuk menjadi makium,

Kasubdit Tata Operasional
dan Standardisasi Pol PP

selaku Project Leader,
P -

Beny M. Pakpahan
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19680529 199503 1 001
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Koordinasi Bersama
PUU Ditjen Bina Adwil

Terkait Penyusuna Kepmendagri tentang
Pedoman Pengukuran Kinerja Pembinaan dan
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui
Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum.

Rancangan Kepmendagri ini merupakan salah
satu produk akhir dari tujuan Jangka Pendek
Proyek Perubahan pada PKN Il Angkatan XXVIII
Tahun 2022 vyang saya kerjakan, sekaligus
nantinya akan dijadikan  pedoman  untuk
melakukan penilaian kinerja pembinaan dan
penyelenggaraan Trantibum .

Instrumen ini sangat penting sebagai amanat
Renstra Kemendagri maupun Renstra Ditjen
Bina Adwil Tahun 2022-2024.

Gambar 19. Dokumentasi Penyampaian Rancangan Akhir Kepmendagri

Dari hasil koordinasi dengan Bagian PUU dan dan atas arahan Mentor, terhadap
Rancangan Kepmendagri diarahkan untuk dilaporkan kepada Dirjen Bina Adwil untuk
arahan lanjut dan upaya penandatanganan terhadap Rancangan Kepmendagri. Hal
ini apabila terealisasikan, merupakan keberhasilan implementasi Proyek Perubahan
karena dapat menarik output pada milestone Jangka Menengah menjadi output
milestone Jangka Pendek. Berdasarkan arahan dimaksud, Project Leader
melaporkan kepada Mentor terkait dengan rancangan akhir Kepmendagri yang telah
diparaf Bagian PUU untuk mendapatkan persetujuan sekaligus paraf koordinasi.
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Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2022, Rancangan Kepmendagri tentang
Pedoman Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Melalui Indeks Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum disampaikan kepada Dirjen Bina Adwil untuk
dipaparkan sekaligus permohonan penandatanganan.

Setelah dilakukan pemaparan secara langsung terhadap Rancangan

Kepmendagri, maka pada tanggal 1 Desember, Rancangan Kepmendagri
ditandatangani oleh Dirjen Bina Adwil dan mendapatkan Nomor 341/7620/BAK
sebagaimana gambar terlampir beserta dokumen pendukung lainnya sebagai bukti
Proper 22.

Penandatanganan Rancangan
Kepmendagri oleh Dirjen Bina
Adwil

=y H“_”';J] ;
. I i LP,
" ot

Rancangan Kep P
Dirjen Bina Adwil pada tanggal 1 Desember
2022 untuk dipaparkan secara langsung
sekaligus mendapatkan persetujuan
penandatanganan .

Berdasarkan penjelasan oleh Project Leader,
maka Dirjen Bina Adwil berkenan terhadap
sub i Kep dagri dan
selanjutnya membubuhkan tanda tangan atas
Rancangan Kepmendagri .

Setelah ditandatangani , terhadap Kepmendagri
dilakukan  proses an dan jadi
Kepmendagri Nomor  341/7620 /BAK tanggal 1
Desember 2022 .

Gambar 20. Dokumentasi penandatanganan
Rancangan Kepmendagri oleh Dirjen Bina Adwil
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Selain itu, dalam rangka mendukung keberhasilan dan keberlanjutan Proyek
Perubahan, Project Leader mencoba menarik output pada milestone Jangka
Menengah, khususnya untuk memastikan keberlanjutan implementasi Proyek
Perubahan pada Jangka Menengah. Untuk itu, dilakukan koordinasi dengan Bagian
perencanaan pada tanggal 1 Desember 2022 untuk memastikan ketersediaan
program dan kegiatan serta dukungan anggaran untuk pencapaian tujuan Jangka
Menengah, khususnya dalam hal pemutakhiran Indeks Penyelenggaraan Trantibum.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Bagian Perencanaan, diperoleh kepastian
bahwa keberlanjutan Proyek Perubahan khususnya untuk memenuhi output Jangka
Menengah. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan lain dari Proyek Perubahan karena
dapat menarik output pada milestone Jangka Menengah menjadi output Jangka
Pendek, sebagaimana ditunjukkan pada gambaran berikut sebagai bukti Proper 23.

Gambar 21. Dokumen Pendukung Koordinasi dengan Bagian Perencanaan

3.2 PETA STAKEHOLDERS

Keberhasilan dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi serta menjalankan
strategi marketing tercermin dari perubahan peta dukungan stakeholders. Dalam
pemetaan awal, terdapat sejumlah stakeholders yang berada pada kuadran latents
sebanyak 5 kelompok stakeholders, namun, setelah dilakukan koordinasikan lanjut
dengan berbagai strategi marketing yang efektif, maka sebagian besar stakeholders
tersebut mendukung penuh pelaksanaan peningkatan kualitas pembinaan dan
penyelenggaraan Trantibum melalui penyusunan IPKKU. Bahkan beberapa
stakeholders yang awalnya diidentifikasi berada pada kuadran defenders beralih
pindah ke kuadran promoters. Hanya terhadap stakeholder pada kuadran Apathetics
yaitu masyarakat di daerah yang terdampak kegiatan penegakan Perda/Perkada dan
tibumtranmas diperlukan upaya lebih intensif untuk mengkomunikasikan dan
mensosialisasikan agar dapat beralih paling tidak menjadi kuadran Latents.
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NO STAKEHOLDER PERAN KET
A | Stakeholders Internal
1 | Ditjen Bina Adwil Promotors Manage Closely
2 | Biro Hukum Setjen Promotors Manage Closely
3 | Itjien Kemendagri Promotors Keep Satisfied
4 | Ditjen Bina bangda Promotors Keep Satisfied
5 | Ditjen Bina Keuda Promotors Keep Satisfied
B | Stakeholders Eksternal
1 | Satpol PP Provinsi Promotors Manage Closely
2 | Satpol PP Kabupaten/Kota Promotors Manage Closely
3 | Tenaga Ahli Statistisi Promotors Manage Closely
4 | Ditjen Anggaran Kemenkeu Latents Keep Satisfied
5 | Dit. Otda Bappenas Promotors Keep Satisfied
6 | Kepala daerah Defenders Keep Informed
67 | Masyarakat di daerah yang Apathetics Monitor
terdampak kegiatan penegakan
Perda/Perkada dan tibumtranmas

Gambar 22. Peta Akhir Stakeholders Setelah Implementasi Proyek Perubahan

3.3 IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

Rencana strategi yang diterapkan pada proyek perubahan ini adalah marketing
mix - 4P1C (Product, Price, Promotion, Place, dan Customer) dari Potter. Bentuk
implementasi dari strategi marketing dimaksud dapat dilihat sebagaimana berikut.

1. Product

Produk yang dihasilkan sesuai milestones jangka Pendek Proyek Perubahan ini
adalah Rancangan Final Kepmendagri tentang Pedoman Pengukuran Kinerja
Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi
dan Kabupaten/Kota Melalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum. Namun, dengan kerja keras dan kerja sama seluruh anggota
Tim Efektif, maka produk yang dihasilkan adalah Rancangan Kepmendagri yang
telah ditandatangani oleh Dirjen Bina Adwil Kemendagri dan menjadi Kepmendagri
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Nomor 341/7620/BAK Tanggal 1 Desember 2022 sehingga menarik produk atau
output milestone Jangka Menengah menjadi output Jangka Pendek. Selain itu,
produk yang juga dihasilkan adalah uji coba penerapan perhitungan nilai IPKKU
terhadap sampel provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 94 daerah serta manual
penginputan informasi sesuai daftar pertanyaan.

TR I

2. Price
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Biaya untuk kegiatan pembuatan produk sampai dengan tahap promosi bisa
berbentuk waktu yang digunakan serta tenaga dan upaya yang dikerahkan, serta
dalam bentuk anggaran yang berasal dari DIPA Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan. Selain itu, berbagai regulasi pendukung terkait dengan
penyelenggaraan Trantibum juga menjadi pedoman dalam penyusunan instrumen
pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum.

eJle el

. Place

Kantor Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Website Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan, SIPPol PP, WAG Satpol PP seluruh Indonesia, sosialisasi secara
langsung ke daerah maupun pada acara rakor dan sejenisnya serta virtual meeting.

WELCOME TO

» SISTEM INFORMASI
PELAPORAN POL PP
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SAPRUDIN S.IP... Beny M Pakpahan Luthfifah Rizky...

4. Promotion

Promosi terkait dengan IPKKU mulai dari gagasan awal sampai dengan akhir
dilakukan dalam berbagai cara baik melalui kegiatan formal dalam bentuk
pertemuan koordinasi dan sosialisasi maupun informal melalui media pemberitaan
online, aplikasi SIPPolPP, website Ditjen Bina Adwil, dsb. Selain itu dilakukan juga
Sosialisasi baik secara langsung maupun melalui pertemuan-pertemuan
koordinasi, secara virtual maupun penyebaran bentuk lainnya.

=
Meonyasar Kualiitas Pomyolonggaraon
il i Baik

5. Customer

Pihak yang menggunakan produk ini adalah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen
Bina Administrasi Kewilayahan, Setjen, Itjen), Satpol PP provinsi dan
kabupaten/kota seluruh Indonesia.

3.4 KENDALA DAN STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

Sebagaimana identifikasi awal yang dilakukan dalam Rancangan Proyek
Perubahan terhadap potensi masalah yang mungkin dihadapi dalam pencapaian
tujuan jangka pendek, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tataran pembahasan konsep Indeks sulit menemui titik temu.

Dalam implementasinya, mengingat waktu efektif penyelesaian milestone Jangka
Pendek sangat terbatas serta munculnya pendapat yang berbeda dari perwakilan
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Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota yang memang memiliki karakteristik daerah
kerja yang sangat bervariasi, memang dibutuhkan upaya dan kerja keras seluruh
anggota Tim Efektif untuk meminimalkan resiko yang dapat terjadi.

Terhadap hal ini, dilakukan strategi membangun koordinasi, kolaborasi dan
hubungan baik dengan para pengampu urusan Trantibum di daerah vyaitu
perwakilan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota agar mereka dapat terbuka dan
siap berkolaborasi. Untuk itu telah ditempuh strategi, yaitu:

a. Memanfaatkan jaringan komunikasi yang telah terbangun dengan perwakilan
satpol PP untuk menyampaikan gagasan awal pembentukan instrumen penilaian
kinerja pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum serta manfaat yang akan
dirasakan. Selain itu, disampaikan secara persuasif permintaan untuk terlibat
secara aktif dalam proses pembahasan gagasan tersebut sampai dengan
selesai.

b. Membangun chemistry, rasa kebersamaan dan rasa memiliki seluruh anggota
Tim Efektif serta memaksimalkan peran seluruh anggota, khususnya dalam hal
substansi konstruksi Dimensi, Subdimensi, dan Indikator serta teknik
perhitungan instrumen mengacu pada metode statistika.

c. Memafaatkan semaksimal mungkin agenda pertemuan koordinasi pusat dan
daerah bersama perwakilan Satpol PP, baik secara langsung maupun virtual
untuk membahas konstruksi instrumen IPKKU. Beberapa kali pertemuan
koordinasi dilakukan untuk memfinalkan konsep instrumen IPKKU sampai
dengan diperoleh kesepakatan akhir.

d. Melakukan tahapan Jangka Pendek secara disiplin dan berjenjang mengacu
pada hasil tahapan sebelumnya.

Penerapan strategi di atas dinilai cukup tepat untuk menangani potensi kendala
pembahasan konsep Indeks sulit menemui titik temu sehingga menghasilkan
output sesuai target yang telah ditetapkan yaitu terbangunnya konsep instrumen
IPKKU dengan Dimensi, Subdimensi dan Indikator yang telah disepakati bersama.

. Uji validitas dan reliabilitas lambat direspon oleh Satpol PP.

Dalam implementasinya, mengingat keterbatasan waktu pencapaian tujuan Jangka
Pendek maka terhadap potensi lambatnya respon terhadap tanggapan atas
pertanyaan yang disampaikan kepada Satpol PP seluruh Indonesia dalam rangka
uji validitas dan uji reliabilitas, maka dilakukan strategi percepatan melalui Langkah-
langkah berikut:
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a. Membuat media sederhana konstruksi pertanyaan dan respon melalui aplikasi
bit.ly dan menyampaikan kepada Satpol PP seluruh Indonesia melalui Whatsapp
Group Satpol PP wilayah barat, tengah, dan timur.

b. Anggota Tim Efektif secara berkala (paling tidak 4 hari sekali) mengingatkan
kembali kepada Satpol PP terkait dengan respon yang harus diinput melalui bit.ly
dimaksud.

c. Koordinasi dengan seluruh Kepala Satpol PP provinsi untuk mengingatkan
jajaran Satpol PP kabupaten/kota di wilayah masing-masing.

Penerapan strategi di atas dinilai cukup tepat untuk menangani potensi kendala
keterlambatan respon Satpol PP terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kerangka
uji validitas dan reliabilitas. Sampai dengan tanggal 22 November 2022, data yang
masuk dari Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota sekitar 100 daerah dan
dianggap cukup memadai dalam rangka pengambilan sampling untuk uji coba
perhitungan nilai IPKKU.

. Rancangan regulasi memerlukan pembahasan lebih lama.

Dalam implementasinya, mengingat keterbatasan waktu pencapaian tujuan Jangka
Pendek, maka terhadap potensi rancangan regulasi memerlukan pembahasan
lebih lama, maka dilakukan strategi percepatan melalui Langkah-langkah berikut:

a. Pembahasan dilakukan secara berkelanjutan dengan skedul ketat dan
keterlibatan aktif seluruh anggota Tim Efektif dan perwakilan Satpol PP provinsi
dan kabupaten/kota.

b. Seluruh anggota Tim Efektif bekerja secara maksimal sesuai dengan pembagian
tugas masing-masing untuk menindaklanjuti hasil koordinasi agar dapat
dijadikan sebagai bahan rapat koordinasi selanjutnya.

c. Koordinasi dengan Bagian PUU Ditjen Bina Adwil dalam kerangka mempercepat
legal drafting serta prospek percepatan penandatanganan rancangan final
Kepmendagri.

Penerapan strategi di atas dinilai cukup tepat untuk menangani potensi kendala
rancangan regulasi memerlukan pembahasan lebih lama. Hal ini dibuktikan dengan
tersampaikannya rancangan final Kepmendagri kepada Bagian PUU pada tanggal
28 November 2022 untuk permohonan paraf seebelum disampaikan kepada Dirjen
Bina Adwil untuk proses penandatanganan.

PKN-II | 60



3.5 IMPLEMENTASI ORGANISASI PEMBELAJAR

Pelaksanaan proyek perubahan ini merupakan wahana pembelajaran
kepemimpinan pada Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil Kemendagri
dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi. Pengembangan kapasitas diri
dilaksanakan melalui pembelajaran kepemimpinan dengan tahapan pengembangan,
penyebaran dan penerapan pengetahuan baru. Pemimpin dan pegawai dalam
organisasi pembelajar akan secara sengaja mengubah perilakunya untuk
merefleksikan pengetahuan dan pemahaman yang baru. Sebuah proyek perubahan
merupakan wahana pembelajaran kepemimpinan dengan bimbingan coach dan
mentor, kolaborasi mengarahkan Tim Efektif yang berasal dari stakeholders internal
(tim agile) organisasi serta kerjasama dengan stakeholders ekternal. Organisasi yang
dimaksud di sini adalah organisasi pembelajaran, yaitu organisasi yang para
pegawainya secara berkelanjutan mengembangkan kapasitasnya untuk mewujudkan
kinerja yang diinginkan.

Penyusunan instrumen IPKKU merupakan sesuatu metode baru yang
diterapkan di lingkungan Ditjen Bina Adwil Kemendagri, khususnya pada unit kerja
Direktorat Pol PP dan Linmas yang baru pertama kali akan melakukan pengukuran
kinerja pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum secara nasional. Namun,
implementasi proyek perubahan ini tidak hanya menjadi media pembelajaran bagi Tim
Efektif, tapi juga bagi segenap organisasi Ditjen Bina Adwil Kemendagri. Berbagai
pengalaman berharga yang diperoleh dari implementasi proyek perubahan ini, antara
lain:

1. Self-learning dari masing-masing anggota terkait pemahaman secara substansi
atas pembinaan dan penyelenggaraan tata kelola Trantibum di daerah, serta
pengalaman berkoordinasi antar-personal secara langsung untuk membangun
kolaborasi dengan segenap stakeholders.

2. FGD dan Sharing Knowlegde dengan para pakar, akademisi dan para pejabat
terkait mekanisme penyusunan kebijakan strategis menambah wawasan dan
pengetahuan bagi segenap SDM di Ditrektorat Pol PP dan Linmas dan Ditjen Bina
Adwil, khususnya bagi Tim Efektif, terkait penyusunan instrumen pengukuran
IPKKU dengan Dimensi, Subdimensi, serta Indikator yang menjadi substansi
IPKKU.

3. Learning by doing atas penyelesaian kendala-kendala teknis dalam penyelesaian
penyusunan suatu produk hukum serta instrumen pengukuran dalam bentuk
IPKKU ITKPD, mulai dari persoalan substantif terkait dinamika perubahan rancang
bangun, pemantapan terhadap Dimensi, Subdimensi, serta Indikator, penyamaan
pandangan dari berbagai perwakilan Satpol PP yang memiliki karakteristik daerah
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yang bervariasi, sampai pada penyusunan Laporan Implementasi Proyek
Perubahan, pengaturan manajemen waktu dan personil, berkaitan dengan
pelaksanaan dan penyelesaian target output proyek perubahan.

. Pemanfaatan sumber daya organisasi semaksimal mungkin mengingat sumber
daya organisasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan proyek
perubahan. Dengan tersedianya sumber daya organisasi, implementasi proyek
perubahan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah
ditentukan. Pemanfaatan sumber daya organisasi pada Direktorat Pol PP dan
Linmas dalam rangka implementasi proyek perubahan dapat dijelaskan sebagai
berikut:

a. Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan
sesuai dengan bidang tugasnya dengan etos kerja yang tinggi merupakan salah
satu faktor kunci pendukung keberhasilan Direktorat Pol PP dan Linmas dalam
pelaksanaan tugas pembinaan atas penyelenggaraan Trantibum. Peningkatan
SDM Aparatur bertujuan untuk mewujudkan aparatur yang profesional
berwawasan luas serta mempunyai etos kerja yang tinggi, serta mampu
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

b. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkantoran dan administrasi
merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengelolaan program dan
kegiatan. Tanpa sarana dan prasarana pendukung, pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Direktorat Pol PP dan Linmas tentu sulit untuk mencapai keberhasilan
mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Bina
Adwil.

c. Sistem dan prosedur kerja yang memadai merupakan pedoman dalam
melaksanakan rangkaian program dan kegiatan sehingga memudahkan dalam
merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan mengevaluasi
pengendalian serta mampu memberikan pelayanan publik sesuai dengan
standar-standar pemerintahan.

3.6 KELANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

IPKKU telah dicantumkan sebagai salah satu Indikator Kerja Utama (IKU) dalam

Renstra Ditjen Bina Adwil tahun 2020-2024. Selain itu, dalam Rencana Kerja K/L
Ditjen Bina Adwil Kemendagri tahun 2023 telah tercantum kegiatan pemutakhiran

Indeks Penyelenggaraan Trantibum. Hal ini dipertegas oleh Kepala Bagian
Perencanaan Ditjen Bina Adwil yang pada tanggal 1 Desember 2022 mendampingi
Dirjen Bina Adwil untuk menerima DIPA Tahun 2023 dari Bapak Menteri Dalam
Negeri. Hal ini menjadi jaminan atas keberlanjutan Proyek Perubahan Kebijakan
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Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Trantibum dari sisi
program dan anggaran.

Selain itu, dukungan Mentor dalam melanjutkan Proyek Perubahan merupakan
faktor pernguat, khususnya dalam mencapai output tujuan Jangka Menengah dan
Jangka Panjang sesuai milestone yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena
itu, Project Leader berkomitmen untuk menuntaskan seluruh output yang telah
disusun pada Proyek Perubahan ini, mulai dari output Jangka Pendek, Jangka
Menengah sampai dengan Jangka Panjang.
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BAB IV
PENUTUP

41 LESSON LEARNT

Pelaksanaan Proyek Perubahan pada jangka pendek merupakan proses
pembelajaran (Lesson Learned) bagi peserta terkait kepemimpinan strategis dan
manajemen strategis. Dari sisi kepemimpinan strategis, pelaksanaan Pelatihan
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIII Tahun 2022 ini telah
menyumbangkan pemahaman bahwa organisasi Direktorat Pol PP dan Linmas harus
menjadi organisasi yang adaptif dan agile terhadap perkembangan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya melalui kepemimpinan yang berani mengambil
keputusan guna melaksanakan inovasi/terobosan serta mampu bersifat dinamis dan
beradaptasi dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi.

Kepemimpinan strategis tersebut dapat berhasil dilakukan melalui pelaksanaan
manajemen strategis yaitu dengan melakukan dialog strategis serta pemasaran sektor
publik yang tepat dan kreatif. Implementasi Proyek Perubahan ini dapat memberikan
pengalaman dalam mengusulkan kegiatan yang bersifat baru dan inovatif dimana
keberhasilan pelaksanaannya tergantung pada keterlibatan stakeholders. Melalui
pemetaan stakeholders termasuk menentukan stakeholders kunci untuk kegiatan
jangka pendek merupakan langkah penting dan strategis dalam kegiatan ini.
Selanjutnya menyiapkan informasi awal serta melakukan pembahasan yang terbuka
dengan stakeholders yang merupakan dasar bagi keberlanjutan Implementasi Proyek
Perubahan.

Masukan Coach dalam pelaksanaan Proyek Perubahan berkontribusi penting
pada pemahaman dasar serta detail dari implementasi proyek perubahan untuk
keberlajutan Proyek Perubahan. Selanjutnya arahan, masukan dan persetujuan
Mentor menjadi landasan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan Proyek Perubahan.
Selain itu Tim Efektif melaksanakan peran yang penting dalam keberlangsungan
proyek perubahan.

4.2 KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Proyek Perubahan dengan judul “Kebijakan Strategis Peningkatan
Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”
yang dilakukan dengan menyusun regulasi yang substansinya merupakan
instrumen pengukuran Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum (IPKKU) secara umum berjalan lancar dan efektif. Upaya untuk mewujudkan
tujuan Jangka Pendek Proyek Perubahan tersebut bukan hanya telah tercapai,
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bahkan melebih target dengan ditandatanganinya Rancangan Kepmendagri oleh
Dirjen Bina Adwil.

. Instrumen pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum

merupakan melalui IPKKU merupakan realisasi dari amanat Renstra Kemendagri
maupun Renstra Ditjen Bina Adwil tahun 2020-2024 yang digunakan untuk
mengukur kinerja penyelenggaraan Trantibumlinmas, termasuk didalamnya urusan
Trantibum.

. Pencapaian tujuan Jangka Pendek Proyek Perubahan menjadi dasar bagi

keberlanjutan Proyek Perubahan menuju pencapaian tujuan Jangka Menengah
dan Jangka Panjang sesuai milestone yang telah ditetapkan.

4.3 REKOMENDASI

Untuk keberlanjutan pelaksanaan implementasi pemanfaatan [PKKU untuk
pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum, khususnya dalam
mencapai target Jangka Menengah dan Jangka Panjang hingga tahun 2023 guna
mencapai kemapanan indeks, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Perlu diantisipasi kesiapan pemutakhiran terhadap berbagai indikator untuk
menyesuaikan dengan dinamika perkembangan lokal dan regional dalam
penyelenggaraan Trantibum di daerah.

. Penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan Trantibum perlu diperluas untuk

seluruh daerah. Hal ini bukan hal mudah namun harus dilakukan oleh Ditjen Bina
Adwil dalam kerangka pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan urusan
tersebut.

. Penyusunan IPKKU sangat berhubungan dengan ketersediaan data sekunder dari

pihak lain, dalam hal ini Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu, perlu
dilakukan kegiatan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan terhadap instrumen
IPKKU ini sehingga semakin dikenal dan mudah dipahami dalam penginputan data-
data yang dibutuhkan. Selain itu, metode penginputan melalui bit.ly perlu lebih
disederhanakan mengingat jajaran Satpol PP belum seluruhnya paham terhadap
model-model penginputan data secara online.

44 IMPLEMENTASI RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI SEBAGAI

TINDAKLANJUT DARI SELF ASSESMENT DIRI

Hasil dari pelaksanaan Proyek Perubahan berdasarkan milestones yang telah

dirumuskan menjadi pembelajaran baik untuk organisasi dalam konteks organisasi
pembelajar, maupun peserta PKN Tingkat Il (Lesson Learned). Beberapa
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implementasi pengembangan diri yang dilakukan sebagai tindaklanjutnya adalah
sebagai berikut:

1.

Kepemimpinan strategis selama Proyek Perubahan dalam mensikapi dinamika
pembahasan bersama perwakilan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota dengan
karakteristik daerah yang berbeda-beda. Bagaimana menjembatani perbedaan
pendapat diantara perwakilan Satpol PP yang mengikuti dan merumuskan konsep
yang dapat diterima seluruh pihak merupakan implementasi dari kepemimpinan
strategis yang dilakukan Project Leader.

. Penerapan mekanisme beberapa rapat koordinasi dengan menggunakan metode

blended memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi merupakan
implementasi kepemimpinan strategis yang memanfaatkan perkembangan
teknologi dan komunikasi tersebut. Hal ini diterapkan juga untuk mensosialisasikan
produk yang dihasilkan dengan memanfaatkan keberadaaan berbagai media online
seperti youtube, 1G, whattsapp, dsb.

. Implementasi kepemimpinan strategis juga diterapkan pada pencapaian target-

target organisasi. Mengacu pada pencapaian output Jangka Pendek, Project
Leader berhasil menarik output Jangka Menengah menjadi output Jangka Pendek
dengan cara memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki melalui efektifitas
pelaksanaan tugas Tim Efektif. Bagaimana memanfaatkan dan memberdayakan
sumberdaya yang ada semaksimal mungkin untuk mencapai target yang ditetapkan
merupakan proses pembelajaran yang sangat penting.

. Penciptaan baru yang inovatif merupakan salah satu karakteristik kepemimpinan

strategis. Hal ini diterapkan pada Proyek Perubahan dengan merumuskan suatu
instrumen baku yang benar-benar baru yang digunakan untuk menilai kinerja
pembinaan dan penyelenggaraan Trantibum. Peningkatan pemahaman terhadap
produk inovasi sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada
stakeholders sebagai suatu proses pembelajaran organisasi. Peserta PKN Tingkat
Il sebagai seorang pemimpin strategis harus mampu merencanakan
pengembangan-pengembangan yang bersifat inovasi bagi kemajuan organisasi.

. Implementasi dalam hal:

a. membangun sinergi antar unitorganisasi & stakeholders;

b. Mampu menjadi motor penggerakperubahan strategis di instansinya,

c. memiliki karakter yg terbuka dan mampu mengelola keragaman dilingkungannya
untuk mencapai hasilkerja yang berdampak luas.

Dari beberapa implementasi rencana pengembangan potensi diri sebagaimana

di atas, secara umum dapat disampaikan bahwa proses pembelajaran melalui Proyek
Perubahan ini ternyata sangat bermanfaat dalam memberikan pengayaan
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pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat
melaksanakan aksi perubahannya, tentu dengan bimbingan dan pendampingan
sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang
lebih tinggi.
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BUKTI DUKUNG PROYEK PERUBAHAN
SESUAI MILESTONE

Milestone 1 - Melaporkan Rencana Proyek Perubahan kepada Pimpinan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI — - o
REPUBLIK INDONESIA .l s
DIREKTORAT JENDERAL | A ety
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN L DIREKTORAT BINA KEWILAYAHAN
Jalsn Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, Telepon (021) 3450038 ke
31526515, E£-mail dienbinasdail endagrigo.id S—— Oherres Ty
Jary MoGK e
No. Surat | [Ne Aganda
O |ses
FORMULIR KEGIATAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I Bt O [Sagess
PADA TAMAP [[ede . 0 e
=
1 Nama Peseria Beny Marolop Pakpahan, SP, MT |
|
2 Instansi | Kementerian Dalam Negerl
3 Judul Proyek Strategis F Kuslitas Pemt -
s Oan m x> Dispoaial
B Umum <03tz con DOecccimeane
Kegiatan Do Togea Tan Raga 0 Tanggaon don Saran
el == P “_w O et
No. | Hari/Tanggal Kegistan Outout kepacs coach | Mentor [ o O wosst £ Darong
pada tanggal D) Din bV (awasan, Pasctasn dan Batas Negera) O sisan PebmvPoiniersFerjessan®idat
T = S = —— ——t. O oev o
Serd  [nfullen PP ol
Y et | dys vens N G Prrets 1/1\(; 3 Kepsla Baggen Porsrcanssn 0 Mt
2 | Sewn CordolhG CPF | PrbaCr &IP | limasy | | ‘ O Kepta Bagon Keuangas 01 Kita Siceratan Bersama
3 o den Coach (madsion (oads | A oud | [ Kepeto Bagan Porrcong Undsngen e e
kTR el = X i = [ —
s == i ‘ o .
= —— ——i T — —
& | | an -
[—7 \ L [ | 9= S [ R QU; (Wb‘?,ﬂ- ity (’“& Reey
|
Jkas SeHeToS 0 Pk 6‘0”;\7 o (wntor  p g
Peserta Pﬂzh@chmmnm TN
Beay Marolop Pskpahan, SP_MT DIREITUN oneos
NIP. 186805261995021001 " AANAR,
Lampiran :
1. Undangan Rapat
2 Daftar Hadir Rapat
3. Nolulen Rapat
4. Folo/Ox g G wm-;
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TUGAS
No. 094/5961/Mx

DASAR : 1. Surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 094/4941/SJ Tanggal
25 Agustus 2022 perihal mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional
Tingkat |l Angkatan XXVIIl Tahun 2022;
2. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Nomor 896/8844/BPSDM tanggal 29 September 2022 perihal Penetapan
Mentor dan Undangan Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXVIll Tahun 2022,

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama . Indra Gunawan, SE, MPA
Pangkat/ gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP - 19700715 199603 1 001
Jabatan . Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan

UNTUK : 1. Melaksanakan tugas sebagai mentor Proyek Perubahan Kebijakan
Strategis Peningkatan  Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Pelatihan Kepemimpinan

Nasional (PKN) Tingkat |1l Angkatan XXVII Tahun 2022
atas nama peserta:

Nama : Beny Marolop Pakpahan, SP, MT

Pangkat/ gol. : Pembina Tk.I (IV/b)

NIP : 19680529 199503 1 001

NDH 9

2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di  Jakarta
~Padatanggal 6 Oktever 022
"~ Direktut-Jenderal
! & , ?mﬁd@ K trasi Kewilayahan,

—

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MENTOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  Indra Gunawan, SE, MPA

NIP : 197007151996031001

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan . Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk menjadi Mentor dari peserta Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tingkat || Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

Nama :  Beny Marolop Pakpahan, SP, MT

NIP : 196805291995031001

Pangkat/Golongan : Pembina Tk.! (IV/b)

Jabatan . Kepala Subdit Tata Operasional dan Standardisasi Pol PP

Selanjutnya akan memberikan dukungan dan bimbingan langsung kepada peserta Pelatihan
Kepemimpinan  Nasional Tingkat |1l dimaksud selama menyusun hingga
mengimplementasikan Proyek Perubahan.

Demikian Surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan
sebagaimanamestinya.
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT,
Telepon (021) 3521535 Faksimile. (021) 31926515, www.kemendagri.go.id,
E-mail ditienbinaadwil@kemendagri.go.id

FORM PERSETUJUAN MENTOR
PKN TK.Il ANGKATAN XXVIIl TAHUN 2022

Nama Peserta : Beny Marolop Pakpahan, SP, MT
NIP : 196805291995031001
Instansi : Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan,

Kementerian Dalam Negeri

Nama Mentor : Indra Gunawan, SE, MPA
NIP : 197007151996031001
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

No. HP Mentor : 08111061970
Gagasan Perubahan :

Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Mengetahui e— Disetujui oleh
Direktur Polisi Pamong Praja dan 7 5l DALy, S\ Mentor,
Perlindungan Masyarakat, /: A

R A

Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos, M.Si
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Milestone 2 — Identifikasi Stakeholder Utama

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta,
Satpol PP Provinsi Sumsel
Satpol PP Provinsi Kaltim

Satpol PP Kota Bekasi,

Satpol PP Kota Depok,

Satpol PP Kota Tangerang Selatan,
Satpol PP Kota Tangerang,
Satpol PP Kota Bogor,

Satpol PP Kabupaten Bekasi,

10. Satpol PP Kabupaten Bogor,

11. Satpol PP Kabupaten Tangerang.
12. Tenaga Ahli dari LK3P-UI

© ©® N g wNPRE

Stakeholder Unit Kerja Kemendagri dan K/L

Biro Hukum Setjen Kemendagri,
Ditjen Bina Bangda Kemendagri,
Ditjen Bina Keuda Kemendagri,
Itien Kemendagri,

Ditjen Anggaran Kemenkeu, serta
Bappenas.

o gk wbdR
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Milestone 3 — Membentuk Tim Efektif

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 188.32/§962/BAX TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Menimbang

Mengingat

PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
MENTERI DALAM NEGERI,

. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proyek Perubahan

Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum pada Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tingkat Il Angkatan XXVIII Tahun 2022, periu
dibentuk Tim Efektif Proyek Perubahan;

. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawab sebagai anggota Tim Efektif Proyek Perubahan,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Kebijakan
Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian
Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 286);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan:;

o

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-415 Tahun 2020 Tentang

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tahun 2020-2024;

1. Surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 094/4941/SJ tanggal 25

Agustus 2022 hal Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat
Il Angkatan XXVill Tahun 2022,

2. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor

896/8844/BPSDM Tanggal 29 September 2022 hal Penetapan Mentor
dan Undangan Menghadiri Seminar Rancangan Proyek Perubahan
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Il Angkatan XXVIIl Tahun
2022;

3. Rancangan Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan

Nasional Tingkat |l Angkatan XXVIII Tahun 2022 atas nama Beny
Marolop Pakpahan, SP, MT;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTER! DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN
TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN STRATEGIS
PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Susunan keanggotaan dan tugas Tim Efektif Proyek Perubahan
sebagaimana terlampir.

Tim Efektif bertugas mulai Minggu kedua Oktober s.d Desember 2022 dan
dapat diperpanjang sesuai dengan Tujuan Jangka Pendek, Jangka
Menengah, dan Jangka Panjang Proyek Perubahan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ¢ okteber 20

a Administrasi Kewilayahan,

1. Menteri Dalam Negeri,

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Anggota Tim Efektif Proyek Perubahan.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :  188,32/5962/MK TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK
PERUBAHAN KEBIJAKAN STRATEGIS

PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN
PENYELENGGARAAN  KETENTERAMAN  DAN
KETERTIBAN UMUM,

SUSUNAN NAMA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN STRATEGIS
PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

. SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. Pengarah - Dr. Safrizal ZA., M.Si
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

B. Mentor . Indra Gunawan, SE., MPA
Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

C. Coach . Ir. Gunawan., MA
Widyaiswara Ahli Utama Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

D. Project Leader : Beny Marolop Pakpahan
Peserta Diklat PKN Tingkat Il Angkatan XXVIii

E. Pokja Substansi : 1. Irwan Setiawan, Koordinator (Dit.Pol PP dan Linmas)
2. Budi Sohibul Hayat, (Dit.Pol PP dan Linmas)
3. Puspoyudo Handayani, (Dit.Pol PP dan Linmas)
4. Ahlul Altar Ndruru, (Dit.Pol PP dan Linmas)
5. Farhan Muntafa, (LK3P - Ul)

F. Pokja Regulasi : 1. Aang Hakam Z, Koordinator (Bagian PUU)
2. Didit Nur Sri Widhiyono, (Bagian PUU)
3. M. Igbal Prakoso, (Dit.Pol PP dan Linmas)
4. Mochamad Safii, (Dit.Pol PP dan Linmas)

G.Pokja Diseminasi : 1. Putri Amalina, Koordinator (Dit.Pol PP dan Linmas)
2. Chairul Mufti, (Dit. Pol PP dan Linmas)
3. Inayatuliah, (Dit.Pol PP dan Linmas)

H. Pokja Dukungan : 1. Meiyi Hafida Hafid, Koordinator (Dit.Pol PP dan Linmas)
2. Reno Aldiano, (Dit.Pol PP dan Linmas)
3. Arif Hidayat, (Dit. Pol PP dan Linmas)
4_ Irni Aprilia Dai, (Dit.Pol PP dan Linmas)
5. Devina Riyadi, (Universitas Indonesia)
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Il. TUGAS

1. Pengarah:
Memberikan arahan umum kepada Tim Efektif agar dapat melaksanakan tahapan
proyek perubahan sesuai target waktu.

2. Mentor:
Memberikan arahan substansial kepada Project Leader agar dapat melaksanakan
tahapan proyek perubahan sesuai target waktu.

3. Cosch:
Melakukan monitoring terhadap kegiatan selama tahap penyusunan Proyek
Perubahan dan memberikan masukan, arahan, serta intervensi bila terdapat
hambatan yang tidak dapat diatasi selama tahap Proyek Perubahan.

4. Pemimpin Proyek (Project leader):

Memimpin dan menjalankan Proyek Perubahan,
5. Pokja:

a. Membantu Project Leader dalam memimpin palaksanaan kagiatan kalompok
kerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan.

Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

Melakukan pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan kejompok kerja.
Berkoordinasi dengan Project Leader.

Melaporkan hasil kegiatan kelompok kerja kepada Project Leader.

Membantu Project Leader untuk menyiapkan laporan kegiatan.

Membantu Project Leader dalam menyiapkan administrasi dan keuangan.
Membantu Project Leader dalam mendokumentasikan kegiatan.

Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulen pelaksanaan pembuatan
hasil kegiatan tim,

~T@m0a0mo

Ditetapkan di Jakarta
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Milestone 4 — Diskusi Tim Efektif dengan Stakeholder

Tanggal 17 Oktober 2022

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, Telep (021) 3.

Faksimile.(021) 31926515, www.kemendagri.go.id, E-mail. ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

g

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan

N

Jakarta, 14 Oktober 202

1352.1/PPL/TU/SD.I/2022 Yth. (Daftar nama terlampir)
di
1 (satu) berkas Tempat
Undangan Rapat
Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor

188.32/5962/BAK Tahun 2022 tanggal 6 Oktober Tahun 2022 tentang
Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Kebijakan Strategis Peningkatan
Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum, serta dalam rangka Persiapan Penyusunan Dimensi, Sub Dimensi, dan
Indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibum. Bersama ini dengan hormat
mengundang kehadirannya selaku koordinator dan anggota Tim Efektif pada:

hari : Jumat

tanggal : 17 Oktober 2022

pukul : 09.00 WIB s.d Selesai

tempat : Ruang Rapat Lantai 4, Direktorat Pol PP dan Linmas

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon kehadirannya tepat
waktu

Demikian untuk maklum, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kasubdit Tata Operasional
dan Standardisasi Pol PP
selaku Project Leader,

Paeoh, -

Beny M. Pakpahan
Pembina Tk.! (IV/b)
NIFP. 19680529 199503 1 001

2. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan selaku Mentor.
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT,
Telepon (021) 3450038 Faksimile. {021) 31926515, www.kemendagri.go.id,

E-mail.ditﬁr_\' bina%‘ kemendﬁri.ao.id

BERITA ACARA

RAPAT TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN STRATEGIS
PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA DALAM RANGKA

PERSIAPAN PENYUSUNAN DIMENSI, SUBDIMENSI, DAN INDIKATOR INDEKS

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
JAKARTA, 17 OKTOBER 2022

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Tim Efektif Proyek Perubahan

Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta dalam rangka Persiapan Penyusunan
Dimensi, Subdimensi, dan Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum dilakukan dengan menggunakan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman

dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut dengan IPKKU.

Pengukuran IPKKU provinsi dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber

dari:

. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terkait dokumen

pelaporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah terkait dokumen

pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan RPJMD serta
RKPD;

. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terkait dokumen APBD;
. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait dokumen kegiatan

pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional terkait
ketenteraman dan ketertiban umum yang mengikutsertakan pemerintah
provinsi;

. Inspektorat Jenderal terkait dokumen kepatuhan daerah dalam penerapan

urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, dan

PKN-II | 78



f. Pemerintah Daerah terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan ketenteraman
ketertiban umum.

dan

3. Pengukuran IPKKU kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan data yang
bersumber dari:

a.

Bappeda kabupaten/kota terkait dokumen RPJMD serta RKPD;

b. Biro Pemerintahan provinsi dan Bagian Pemerintahan kabupaten/kota

terkait dokumen penerapan Standar Pelayanan Minimal,

c. Badan Pengelola Keuangan provinsi dan kabupaten/kota terkait dokumen

d.

APBD;
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia provinsi

dan

kabupaten/kota terkait dokumen kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar,

teknis, dan fungsional terkait ketenteraman dan ketertiban umum; dan

e. Pemerintah daerah kabupaten/kota terkait perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum.

4. IPKKU diukur melalui 3 (tiga) dimensi, 7 (tujuh) subdimensi, dan 38 (tiga puluh
delapan) indikator masing-masing dimensi, subdimensi, dan indikator sebagai

berikut;

a. Dimensi strateqgi terdin dari 2 (dua) subdimensi meliputi:

1) Subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
daiam penegakkan Perda dan Perkada mencakup indikator:

a) adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda
Perkada;

dan

b) adanya SOP penegakkan Perda dan Perkada untuk Satuan Polisi

Pamong Praja;

c) sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah rawan

pelanggaran;

d) adanya data yang menunjukkan kegiatan penindakan terhadap
pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja;

e) adanya data yang menunjukkan kegiatan penyidikan terhadap
pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja; dan

f) adanya data yang menunjukkan kegiatan penindakan secara
administratif terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
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2) Subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
mencakup indikator:

a) adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat;

b) adanya SOP penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat untuk Satuan Polisi Pamong Praja;

c) sosialisasi ketertiban umum dan ketenteraman kepada masyarakat
di wilayah rawan pelanggaran;

d) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
deteksi dini dan cegah dini gangguan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di daerah,;

e) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
penyuluhan dan pembinaan masyarakat terkait ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat di daerah;

f) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam patroli
dalam mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di daerah;

g) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
pengamanan asset, lokasi kunjungan orang penting dan kegiatan
penting di daerah,;

h) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
pengawalan orang penting di daerah;

iy adanya program/kegiatan penertiban dalam mencegah gangguan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; dan

j) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
penanganan unjuk rasa/kerusuhan massa dalam mencegah
terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat di daerah.

b. Dimensi sumber daya manusia terdiri dari 2 (dua) subdimensi meliputi:
1) Subdimensi pemberdayaan sumber daya manusia mencakup indikator:

a) adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan serta formasi
jabatan struktural dan fungsional;

b) adanya dokumen hasil penyusunan analisis jabatan pada setiap
unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional;
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c) adanya dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada
setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional; dan

d) adanya dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jabatan.

2) Subdimensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia mencakup
indikator:

a) adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi
sumber daya manusia;

b) adanya program peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
dan

c) adanya program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS.
¢, Dimensi sistem terdiri dan 3 (tiga) subdimensi meliputi:
1) Subdimensi sarana dan prasarana mencakup indikator:

a) adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana
pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;

b) realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
c) adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan
d) adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana
pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.
2) Subdimensi perencanaan dan anggaran mencakup indikator:

a) adanya program ketenteraman dan ketertiban umum yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

b} adanya rencana kerja tahunan penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum;

c) adanya kode rekening program dan kegiatan ketenteraman dan
ketertiban umum dalam klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah; dan

d) adanya dokumen rencana kerja ketenteraman dan ketertiban
umum tahunan yang sesuai dengan RKPD.
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3) Subdimensi akuntabilitas mencakup indikator:

a) adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring
pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang
sesuai SOP ;

b) adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja di darah secara periodik
(bulanan/triwulan/semester) yang sesuai SOP;

c) adanya mekanisme pemberian reward dan punishment kepada
anggota Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil
monitoring/evaluasi secara periodik
(bulanan/triwulan/semester/tahunan);

d) adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait kinerja Satuan
Polisi Pamong Praja dan/atau penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum di daerah yang mudah diakses masyarakat
(kotak aduan/website/nomor aduan/dll.);

e) adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan
program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah;

f) adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja di daerah; dan

g) adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi monitoring
pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja di di daerah (internal
dan eksternal pemerintah daerah).

5. Teknis pengukuran Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

(IPKKU) terdiri dari 3 dimensi, 7 subdimensi, dan 38 indikator. Setiap dimensi,
subdimensi, maupun indikator memiliki bobot yang berbeda (based on framework)
berdasarkan penilaian para pakar menggunakan teknik pembobotan Analytical
Hierarchy Process (AHP).

Demikian Berita Acara hasil kesepakatan rapat untuk ditindakianjuti
sebagaimana mestinya.

Perwakilan Peserta Rapat,

Analis Kepegawaian Ahli Muda Analis Kepegawaian Ahli Muda
pada Subdit _Ta_ta ()_perasional dan pada Subdit SDM Pol PP,
—
Budi hibul H t
Lembaga Kajian Kurikulum Analis Kebijakan Ahli Muda
dan Kebijakan Pendidikan, pada Subdit PPNS Pol PP,
‘
<
E .

Mengetahui,
Kasubdit Tata Operasional
dan Standardisasi Pol PP

selaku Project Leader,

—@@e\eﬁu ~

Beny Marolop Pakpahan
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Tanggal 25 Oktober 2022

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAY AHAN

Jalan Medan Merdeha Utara NMomor 7 Jakarta Pusat, Telep {o21) 345
Faksimile (021) 31326515, www _kemendagrigo.id, E-mail. ditjenbinaadwil@kemendagri_go_id

Jakarta, 21 oktockber Z2Z0Z2

MNomor T 1377/PPL/TUSSD.I /2022 Yth. (Daffar nama teriarmpir)
Sitat H al
Lampiran - 1 (satu) berkas Tempat
Hal : Undangan Rapat
Menindaklanjuti Kepulusan MMenteri Cralam Negeri MNOrmor

188_32/52962/6BAK Tahun 2022 tanggal 6 Okiober Tahun 2022 tentang
Pembentukan Tim Efekiif Proyek Perubahan Kebijakan Strategis Peningkatan
Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umuinm,
serta dalam rangka persiapan pembahasan Dimensi, Sub Dimensi, dan Indikator
Indeks Penvelenggaraan Tranfibum  sebagai  langkah awal  Penyusunan
Pedoman Pembinaan dan Penvelenggaraan Trantibum. Bersama ini dengan
hormat mengundang Bapak/lbu Kepala Satpol PP atau Pejabat yvang membidangi
hal tersebut di wilayah masing-masing untuk menghadini rapat dimaksud serta
Koordinator dan anggota Tim Efektif pada:

hari 3 Selasa

tanggal - 25 Oktober 2022

pukul - D8.30 WIB s.d Selesai

tempat : Merlynn Park Jakarta, JI. KH. Hasyim Ashari No.29-31,

Kota Jakara Pusat
Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon kehadirannya tepat waktu.

Demikian untuk makium, atas kehadirannya diucapkan tenma kasih.

Kasubdil Tata Operasional
dan Standardisasi Pol PP
selaku Project | eader,

- Pepeprn —

Benyv M. Pakpahan
Pembina Tk.I (IV/b)
MNIFP. 19680529 199503 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

JALAN HEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT,

Telepon (021) 3 Faksimile. (021) 31926515, www.kemendagri.go. id,
E-mail. daqenbmaadwnl kemendagri.go.id
BERITA ACARA

RAPAT PEMBAHASAN DIMENSI, SUBDIMENSI, DAN INDIKATOR
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

25 OKTOBER 2022

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Pembahasan Dimensi, Subdimensi,
dan Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan instrumen pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan
Trantibum sangat penting mengingat Trantibum adalah salah satu urusan
pemerintahan waijib terkait dengan pelayanan dasar dan sampai dengan saat ini
belum ada instrumen baku yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam
mengukur kinerja penyelenggaraan urusan waijib pelayanan dasar tersebut.
Gagasan Direktorat Pol PP dan Linmas untuk penyusunan kebijakan strategis ini
sangat disambut baik dan harus dapat diselesaikan sampai tuntas.

2. Terhadap konstruksi Dimensi, Subdimensi, dan Indikator pada prinsipnya oleh
perwakilan Satpol PP yang hadir langsung maupun virtual disepakati dan
pendalaman lanjut terhadap indikator yang telah disusu,

3. Indikator terkait kelinmasan sesuai dengan kebijakan Ditjen Bina Adwil akan
diatur tersendiri dalam instrumen pengukuran terpisah, mengingat struktur
penyelenggaraan linmas sampai dengan tingkat desa dan keilurahan sehingga
memeriukan berbagai indikator yang berbeda dengan indikator dalam konteks
penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas.

4. Perlu pembahasan lanjut dengan mengikutsertakan perwakilan Satpol PP yang
lebih banyak khususnya kemungkinan penyesuaian terhadap indikator dikaitkan
dengan karakteristik daerah yang berbeda-beda. Untuk itu, disepakati bahwa
pembahasan lanjutan akan dilaksanakan pada kesempatan pertama berikutnya.

5. Direktorat Pol PP dan Linmas diharapkan dapat juga menyampaikan konstruksi
Dimensi, Subdimensi, dan Indikator yang telah disepakati melalui mekanisme
whatsapp grup Satpol PP seluruh Indonesia untuk mendapatkan masukan dan
saran.

Demikian Berta Acara nasi kesepakatan rapat untukc ditindakianjuti
sebagaimana mestinya.

Perwakilan Peserta Rapat.

Sekretaris Satpol PP HKabid Perfindungan Masyarakat
Kotas Ta rang Selatan, Provinsi Supghatera Selatan.,

Analis Kepegawalan Anll Muda Analis Kepegavwaian Ahli Muda
pada Subdit Tata Operasional dan pada Subdit SDODM Pol PP,
Standirdisasi Pol PP,

J—D.k 3 M/

Irwhn Setiawan Budi Sohibul Hayat

Mengetahul,
Kasubdit Tata Operasional
dan Standardisasi Pol PP

selaku Froject Leader.,

f*@ceeqﬁ../ -

Beny Marolop Pakpahan
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TABEL

KONSTRUK DIMENSI DAN SUBDIMENSI PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Konstruk

Dimensi Subdimensi

Indeks Penyelenggaraan

Ketenteraman dan Ketertiban

Umum (IPKKU)

Strategi dalam mencapai Kinerja
Satpol PP dalam Penegakkan

STRATEGI (Bobot Perda dan Perkada (Bobot 0,333)

0,198)

Strategi dalam mencapai Kinerja
Satpol PP dalam Penyelenggaraan
Tibumtranmas (Bobot 0,667)

SUMBER DAYA Pemberdayaan SDM (Bobot 0,5)

MANUSIA (SDM)  "peningkatan Kapasitas SDM
(Bobot 0,490) | gopot 0,5)

Sarana dan Prasarana (Bobot 0,25)

SISTEM (Bobot Perencanaan dan Anggaran (Bobot
0,312) 0,5)

Akuntabilitas (Bobot 0,25)

TABEL

INDIKATOR DARI SUBDIMENSI PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Subdimensi

Indikator

Strategi dalam mencapai

Kinerja Satpol PP dalam

Penegakkan Perda dan
Perkada

Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda
dan Perkada (Bobot 0,1632).

Adanya SOP penegakkan Perda dan Perkada untuk Satpol
PP (Bobot 0,1740).

Sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah
rawan pelanggaran (Bobot 0,1685).

Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penindakan
terhadap pelanggaran Perda dan Perkada" yang dilakukan
oleh Satpol PP (Bobot 0,1681).

Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penyidikan
terhadap pelanggaran Perda dan Perkada" yang dilakukan
oleh Satpol PP (Bobot 0,1599).
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Subdimensi Indikator

Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penindakan
secara administratif terhadap pelanggaran Perda dan
Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP (Bobot 0,1663).

Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran
tibumtranmas (Bobot 0,0968).

Adanya SOP penyelenggaraan tibumtranmas untuk Satpol
PP (Bobot 0,1017).

Sosialisasi tibumtranmas kepada masyarakat di wilayah
rawan pelanggaran (Bobot 0,0988)

Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam DETEKSI DINI
dan CEGAH DINI gangguan Tibumtranmas di daerah (Bobot
0,0970)

Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENYULUHAN

dan PEMBINAAN Masyarakat terkait Tibumtranmas di daerah
Strategi dalam mencapai | (Bobot 0,0975)

Kinerja Satpol PP dalam
Penyelenggaraan Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PATROLI dalam

Tibumtranmas mencegah terjadinya gangguan Tibumtranmas di daerah
(Bobot 0,0973)

Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENGAMANAN
Masyarakat terkait Tibumtranmas di daerah (Bobot 0,1026)

Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENGAWALAN
Orang Penting di daerah (Bobot 0,1011)

Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENERTIBAN
dalam mencegah terjadinya gangguan Tibumtranmas di
daerah (Bobot 0,1041)

Adanya program/kegiatan Satpol PP dalam PENANGANAN
Unjuk rasa/Kerusuhan dalam mencegah terjadinya gangguan
Tibumtranmas di daerah (Bobot 0,1031)

Adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan serta formasi
jabatan struktural dan fungsional (Bobot 0,2531)

Adanya dokumen hasil penyusunan analisis jabatan pada
setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional (Bobot

Pemberdayaan SDM 0,2539)

Adanya dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada
setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional (Bobot
0,2497)
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Subdimensi

Indikator

Adanya dokumen hasil penyusunan standar kompetensi
jabatan (Bobot 0,2433)

Peningkatan Kapasitas
SDM

Adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan
kompetensi SDM (Bobot 0,3349)

Adanya program peningkatan kompetensi SDM Satpol PP
(Bobot 0,3363)

Adanya program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS
pada Satpol PP (Bobot 0,3288)

Sarana dan Prasarana

Adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan
prasarana pendukung kinerja satpol PP (Bobot 0,2529)

realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
pendukung kinerja Satpol PP (Bobot 0,2412)

Adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana
pendukung kinerja Satpol PP (Bobot 0,2540)

Adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana
pendukung kinerja Satpol PP (Bobot 0,2519)

Perencanaan dan
Anggaran

Adanya program trantibum yang tertuang dalam RPJMD
(Bobot 0,2516)

Adanya rencana kerja tahunan penyelenggaraan trantibum
(Bobot 0,2534)

Adanya kode rekening program/kegiatan trantibum dalam
klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah (Bobot 0,2457)

Adanya dokumen rencana kerja Trantibum tahunan sesuai
dengan RKPD (program/kegiatan, sarana dan prasarana,
monitoring/evaluasi, dll.) (Bobot 0,2493)

Akuntabilitas

Adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester)
monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP yang
sesuai dengan SOP (Bobot 0,1452)

Adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan
Satpol PP di darah secara periodik
(bulanan/triwulan/semester) yang sesuai dengan SOP (Bobot
0,1434)

Adanya mekanisme pemberian reward dan punishment dari
pimpinan kepada anggota Satpol PP berdasarkan hasil
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Subdimensi Indikator

monitoring/evaluasi secara periodik
(bulanan/triwulan/semester/tahunan) (Bobot 0,1288)

Adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait kinerja
satpol PP dan/atau penyelenggaraan trantibum di daerah
yang mudah diakses masyarakat (kotak
aduan/website/nomor aduan/dIl.) (Bobot 0,1463)

Adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan
program/kegiatan Satpol PP di daerah (Bobot 0,1452)

Adanya  kegiatan evaluasi tahunan  pelaksanaan
program/kegiatan Satpol PP di daerah (Bobot 0,1469)

Adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi monitoring
pelaksanaan Satpol PP di di daerah (internal eksternal
pemerintah daerah) (Bobot 0,1442)
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Milestone 5 — Penyusunan Draf Regulasi

Suasana Penyusunan Draf Regulasi oleh Tim Efektif

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR

TENTANG

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN DAN

PENYELENGGAHRAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI

Menimbang

DAN KABUPATEN fKOTA

MENTERI DALAM NEGERI,

. bohwa dalam rangkn peningkatan kunlitne kinera

I dan p dan
ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota,
periu dilakukan pengukuran kanerja pembinsan dan
penyelenggarasn ketenteraman dan ketertiban umum
di provins! dan kabupaten /kota;

. bahwa Menteri Dalam Negeri melskukan pembinaan

ey et 1 dan ketertiban umum
bagi pemenntah daersh provinsi dan  Gubernur
achagai wakil pemenntah pusat bag pemerintah
darrah kabupaten, kota;

. bahwa  berd kan pert

dimaksud dalam hund a dan huraf b, peris
menetapkan  Keputusan  Mentern  Dalam  Negeri
tentsng Pedoman Pengukuran Kinerja Pembinaan
dan Penyelenggaraen Ketenteraman dan Ketertiban
Umum di Provins: dan Kabupaten /Kota;

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

R

:l. Pasal 17 syst (3] Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
K ian MNegara (Lemt Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintshan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambshen
Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587)
schagaimana telah beberaps kal divbsh, terskhir
dengan Undang-Undang Nomor % Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua etas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dasrsh
(Lembaran Negara Repubik Indonesis Tahun 2015
Nomor 58, Tambshan Lembaran Negara Republike
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan FBemenntah Nomor 16 Takun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja  [Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2018 Nomor 72,
Tembahan Lembaran Negara Hepublik [ndonesia
Nomor 6205);

5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kementerian  Dalam  Negerd  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tehun 2021 Nomor 286);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2020 tentang Strategis K ian Dalam
Negerl Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2021 tentang Struktur Crgamisasi den Tats Kena
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 398).

& Keputusan Mentenn Dalam Negeri Nomor 060-415
Tehun 2020 tentang Rencana Strategis Dirckiorat
Jenderal Bina Admmistras: Kewslayahan Tabun 2020-
2024

MEMUTUSKAN:

: PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA FEMBINAAN DAN

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM Dl PROVINS] DAN
KABUPATENKOTA.

Pengukuran kinerja pembi dan penyzl aan
ketentersman dan ketertiban umom dilakuksn dengan
menggunakan Indeks Ketenterasman dan  Ketertiban
Umum yang selanjutniva disebut dengan IPKKU.

Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan melakukan pengukuran IPKKU provins.

Gubernur sebaga: wakil Pemenntah Pusat melabu

PKN-II | 89



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDUABELAS

KETIGABELAS

KEEMPATBELAS

-a.

Satuon Folsi Pamong Praja melakukan pengukuran
IPKKU kabupsten/kota.
Pengulturan IPKKU  provinst  diloleulmn dengon
menggrunakan dats yang bormumber dari-
& Direktorsr Jenderal Bina A
terkait dokumen pelaporan penyelengsaen
ketentersman dan ketertiban umum:

b Dircktorat  Jencderal  Bine Pembangunan Dacrsh
terkait Standar
Pelayanan Minimal dan RPIMD serta REPD;

o Jend, 1 Bina F Dacrah terkait

o

daokuumnen APRD

d. Badan Penpembangun Sumber Daya Maonusia terlait
Ak P i pelatthiie: Aeems,
teknia, dan i terkait dan
leetertiban warmim yarg menpikutser aken
pemerintah provinsi;

e Jendreral terkait

dacrah dalsm | Pan urusan pe

terksit pelayanan desar; dsn

intahan wajib

f Pemerintah Diaesah terkait perencanuan,

pnganggaEn, prlakssrmen, dan monitoring seria

i b don
leesertiban umum.

Perigik 1PKKU ) de g

i Fhota ek
dari:

data yang

a Bappoda kabupaten) kota torkait dokumen RPIOMID
merta REPL:

b, Biro  Pemerintahan  provinsi  den Dagien

Pemerintahon  kabupaten/kota  terkat  dokumen

Standar Pl
c Badan  Pengelola  Keuangan  provinsi  den
Jkota terksit APBD;

d. Badan  Pengembangsn  Sumber Daya  Manusia
provine dan  kalaigeicn/lots terket dekumen

i i dan ihnn dasar, telmis, dan

dan  ketestiban

r i ikl
e, dan
e Pemerintah

dasrah  kabupatenflecta terbdt

pe pelak . dan

monitoring  scrts cvalussi proycicrgereen
ketenteraman dan ketertiban umum.

IPKKU diulcur metstul 3 (ga) dimensl, melipuri:

o strateg;

b, sumber daya manusin; dan

c. sistem.

Dimensi strategi  terdiri dari 2 (dua) subdimensi

_5-

Praja dalam cegah dini genpguan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat di daerah:

f sdanya progrsmkegistan  Satuan Polisi Pameng
Praja dalam penyuluhan dan pemt !
tcrkait ketertiban wmum  dan ketentcraman
masyarakat di daerah;

g edanya program/kegiatan Satusn Polisi Pamong
Praja dalam patroli dalam mencegah terjadinyas
gangguan  ketsrtban umum dsn  ketenteraman
masyarakat di daerah;

h. adanva program/kegiatan Satuan Polisi Pamong
Praja  dalam pengamanan  masysrakat  rerkaic
Letertiban umum don leetenteraman mosyaroleat di
dacrah;

L edanya program/kegiatan Samean Polist Pamong
Fraja dalam pengawalan oreng penting di daemah;
dan

J. s&danya program kegistan  Satuan Polisi Pamong
Praja dalam penanganan unjuk rasa/kerusuhan
massa dalam mencegah terjadinva  ganggoan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di

daesrah

Subdimensi  prmbendayssn sumber  days  manusis

mepcakup indikator:

a. adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan serta
formasi jebatan struktural dan fungsiona;

b. sdanya dokumen hasil peavusunan snalisis jabatan
dan analisis beban kerja pada setiap unit kera pada
jabatan strultural dan fengsional; dan

c adanya  deb hasil  peny
kompetensi jabatan.

Subdimens: penmgkatan kapasitas  sumber daya

manusia mencakup indikator:

a. adanya dok hasil ingh
kompetensi sumber daya manusa;

b pelal program  peningk bearny
sitnber disya toanini: dam

e pelad P dan kepi ingh
kapasitas PFNS.

Subdimensi sarana dan prasarana mencalup indikator:

a. adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan
prasarana pendulung kinerja Satuan Polisi Pamang

standar

Praa;

b limani  f t kel t sarana  dan
prasarana pendukung kinerja Satvan Polisi Pamong
Fraja;

c. adanva 15851 sarana dan

pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong P;'aja: dan
d. adanya dokumen pemeliharaan mutin samna dan
prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEBELAS

KELIMAHELAS

KEENAMBELAS

KETUJLHRELAS

KEDELAPANBELAS

meliputiz

2 strategi dalam mencapsi lonerja Satusn Folisi

Parmongz Praja dalam pencgakkan Perda: dan

b strateg dalam  mencapei kncrin Satusn Polis

Pamong Praje dalam peoyclenggarsan kotentoraman
dan ketertiban umum.

Dinierisi sumber daya manusia terdid dard 2 {dus)
subedimensi mcliput:

&, pemberdaynan sumber daya manusis; dan

b, peningloaton kopasitas sumber diys manusla,

Dimensi sistem ferdict dai 3 ftga) subdimensi me

& ArROR dAN PrAsArAnsa;
b, perencanaan dan anggasan; dan
c. mkuntabilitag,

Suibeirmenai =

tepi dalm mencaped kinerjes Seoaan

Palisi Pamong Prajs dalam peacgakckan Pords meneskup
indikator:
o ndanya proses pemctasn wilsyah rawan pelanggaran

Perda dan Perkada;

b adanya SOP penegakkan Perda dan Perkada unrulk

Satunn Polisi Pamong Praja;

c. sosialisasi Perdn dan Perkada kepade masyarakat di

A mdanya  dats yROg

wilayah rawan pelanggaran;

menunjuldsan keglatan
penindaidean  terhadnp  pelanggaran Perda dan
Perlinda vang dilakulan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja;

adanya date yang me
terhadnp  pelongmarnn Perda dan Perkada yong
dilakuican oleh Satuan Folisi Pamong Praja; dan
mclmmym  dmbta oy kecppatan
penindakkan  secam administratit terhadap
pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakulesn oleh
Satuan Polisi Pamong Praja.

menunjukkan

Subdimensi strategi dalam mencapai kinera Samuan

Palisl  Pamang
ketel

Praje  dalam  penvelenggaran
teraman dan ketertiban Qmum mencakup

indileator:

a

adanys proses pemetsan wilaysh rewan pelanggaran
ketenteraman dan ketertiban umum:

b. adanya S0P dan

ketertibem i untulk Satuan Pobisi Pamong Prega;
somialisani  ketcrtermman  dan ketertiban
Ikepada masyaraleat di wilayah rawan pelanggamn;

d. ndanya progrom/kegiatan Satunn  Polisi Pamong

Praga dalam detcksi ding gangaisn ketortiban amim
dan ketenteraman mansyarakat di daemh;
adanya progrom/kegiatan Sstunn  Polisi Pamong

Fraja.

Subdimensi dan 1

indikator:

a adanys proses i i program dan
ketertiban umum ke dalam Rencana Pembangunan
Jangke Menengah Daerah [RPJMD) den Rencans
Kerja Femerintah Daerah (RKPD);

h. adanya prosss penyvusunan rencana kera tahunan
penyel leet dan  ketertiban

¢ adanya  proses

m

minkronisas regulasi dan
E dan  keotortiban

;.lmu.m;dan

d. adanya dokumen peny elokas:
[program [kegiatan,  saranz  dan
monitoring/evaluasi, diL}

Subdimens: akuntabilitas mencakup indikator:

instrumen

prasarana,

a adanya periodil

Tl =it y

( g 1
pelaksensan  programy/keglatan  Satuan  Polisi
Pamong Praja di daerah;

b. adanya me I
program/kegiatan Satuan Polisi  Pamong Praja di
darsh secara periodik (bulanan/ triwulan fsemester);

c adanya meksnisme pemberan  reward dan
punishment kepada snggota Satuan Polisi Pemaong
Praoja berd 1 hasil atoring/ eval i secarn

indilk fbul Jsiwislan/ -t \

d. adanya sistem layanan aduan masyaraksat terkait
kinerja Satuan  Polsi Pamong Fraja danjataug
penvelenggaman ketenteraman dan ketertiben umuam
di daerah yang mudah dmkses masyamakat |kotak
aduan /website fnomer aduan/dil);

e adanya instrumen luasi tah
program /kegiatan Satuan Polisi  Pamong Praja di
darrah;

£ adnnyn f
programn fkegiatan Satuan Polisi Pamong Prajes di
dacrah; dan

g adanys kegiatan pembahassn  hasil  evaluas:
monitoring pelaksanzan Satuan Polisi Pemong Prajs
di di daersh (internal dan eksternal pemerintah
daerah).

Penentuan habet dimens IPKKL sebagaimana dimalesud

pada DIKTUM KEENAM ditetaplan scbagai berikout:

& sirategi sama dengan 0, 198;

b. sumber daya manusia sama drngan 0,490; dan

c. sistem sama deagsn 0,312,

Py bobot ki i IPKEU L

e Juas  tal 1ak
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KESEMBILANBELAS

KEDUAPULUH

KEDUAPULUHSATU

KEDUAPULUHDUA

-7

dimaksud pada DIKTUM KETUJUH, KEDELAPAN, dan

KESEMBILAN ditetapkan scbhagai berikut:

a. strategi  delam mencapal kinepa Satuan  Polisi
Pamong Praja dalam penegakkan Perda sama dengan
0,333;

b. straicgi dalam mencapal kinerja Satuan  Polisl
Pamong Praja dalam penyelenggamean ketenteraman
dan ketertiban umum sama dengan (0,667;

c. pemberdayaan sumber daya manusia sama dengan
0.5;

d. peninghatan kapasitas sumber deys meousis ssma
dengan 0,5;

€. sarsna dan prasarana sama dengan 0,25;

f. perencanaan dan anggaran sama dengan 0,5; dan

g aluntabilitas sama dengan 0,25,

Pengukuran [PKKU dilakukan dengan menjumiah

seluruh hasil perkmlisn masmg-maszing bobot dimensi

dengan - 1z bobot subdi i dan indeks
dimensi,
Hetcntuan lebih lanjut i tchnis i}

IPKKU  schagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESEMBIANBELAS schagaimana tercantum  dalbm
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menten ini.

Hasil 1 y IPKKU sebagai " | pada
DIKTUM KESEMBILANBELAS dikclompokkan menjadi:

a. sangat baik, dengan rentang nilai 80,01-100;

b. baik, dengan rentang nilai 60,01-80,00;

e. culup. dengan rentang nilai 40.01-60,00;
d
2

buruk, dengan rentang nilsi 20,01-40,00; dan

sangat buruk, dengan rentang nila 0,00-20,00.
Keputusan Menteri ini mulal berlsku pada tanggal
ditetapkan, dengan  ketentuan  apabila  terdapat
lkeleeliruan akan  dilalulan perbaikan  sebogimana

meatinga,

Ditrtapkan di Jakarta
pada tanggal,

&.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

Dr. SAFRIZAL ZA, M_Si
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Milestone 6 — Pembahasan Draf Regulasi

Tanggal 31 Oktober 2022

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

doen 7
Fahalmile (021} 1320645, .

Jakarta, 28 Oktever 2622

Nomor - 905/6492/ MK _ Yt (Dattar nams tertamph)

Sifat di
Lampiran 1 {salu) berkas Tempat -
Hal Undangan Rapat

Menndaklanjut  Keputsan  Mentesi Dalam  Negern  Nomor
188, 32/5962/BAK Tahun 2022 tanggal 6 Okiober Tahun 2022 tentarg
Pembentukan Tim Efektf Proyek Perubshan Kebiskan Strategie Peningkatan
Kualtas Pembinaan den Penyelenggaraan Kelentsraman dan Ketectban
Umum serta dalam rangka pembahasan Dimensi, Sub Dimens. dan Indikalor
Penyeienggaraan Trantbum sebagal lngkah swal Penyusunan Pedoman
Pembinaan can Penyeienggaraan Trantibum, bereama ini dengan hormat

selaky dan anggota Tim Efektf pada:
han Senn
tanggal 31 Okiober 2022
pukuf . 1000 WIB s d Selesal
tempat . Ruang Rapat Lantal 4, Deextorat Pol PP gan Unmas
moeting 1D : 3395230802
passcode POLPP2022

Mangingat pentingnya acara tersebut dmohon kehadiranhya tepst
Demikian untuk maklum, atas kehadirannya diucapkan terima kash,

Sekretans Diraktorat Jenderal
Bina Administrasi Kewdayahan,

@m

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197007 15 199603 1 001

Tembusan -
Dwektur Jerdera! Bina Agmnistrasi Kewilayahan,

LsOfwebzoom.us

WmRAT09

Selamat Sore.
Yth. Bapak/lbu Peserta Rapat

Mohon ijin, bersama ini dengan hormat terlampir kami sampaikan Undangan

Nomor 005/6492/BAK tanggal 28 Oktober 2022 hal Rapat Pembahasan

Dimensi, Sub Dimensi, dan Indikator Penyelenggaraan Trantibum sebagai

langkah awal Penyusunan Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan

Trantibum yang akan diselenggarakan secara luring dan daring pada:
Hari - Senin

Tanggal : 31 Oktober 2022

Waktu : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 4, Direktorat Pol PP dan Linmas

Join Zoom Meeting
https://usOfweb.zoom.us/j/23952308827
pwd=QVYyZOteNUImWSBWM3hQMGdSWmRAQTOS

Meeting ID: 339 523 0882
Passcode: POLPP2022

Berkenaan dengan hal tersebut diharapkan kehadiran Bapak/lbu untuk
mengikuti keaiatan vang dimaksud .

RAPAT PEMBAHASAN DIMENSI, SUB DIMENS!, DAN INDIKATOR PENYELENGGARAAN
TRANTIBUM SEBAGAI LANGKAH AWAL PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBINAAN DAN

LAMPIRAN SURAT SESDITJEN BINA ADWIL

NOMOR 005/6492/ M2
TANGGAL 26 Okteder 2022
DAFTAR UNDANGAN PESERTA

PENYELENGGARAAN TRANTIBUM
TANGGAL 31 OKTOBER 2022

oo -

Sekretarss Satpol PP Provingi Sumatera Setatan;

Sakataris Satpol PP Kota Tangerang Sefatan

Kabid Trantibum Satpet PP Provinsi Kalimantan Timur,

Kabid Perungang-Undangan Peratran Dasran Salpol PP Kota Beias
Kabid Tioum dan Panwal Satpol PF Keta Depok;

Kasi G y Satpol PP paten Bekas!

Kasi Perindungan Masyarakat Satpol PP Kota Tangerang.

Bany Marclop Pakpanan - Projoct Leader

Irwan Sefiawarn - Koordinator Pokja Substans| (04 Pol PP dan Lomas),

. Budi Schibul Hayat {Dit Pol PP dan Linmas)

Puspoyudo Handayani (Dit Pol PP dan Linmas),

. Ahkl A%ar Ndruru (Dit Pol PP dan Linmas) =
. Farhan Muntata (LK3P - UI);

Aang Hakam Z - Koordnafor Pokja Substarsi (Bagan PUU),

. Ddit Sn Wighiyono (Bagian PUU);

M. Igbal Prakoso (Dit Pof PP dan Linmas),
Mochamad Safi (Dit Pol PP dan Linmas);
Putn Amaling - Koordinator Pokja Diserminas! (DILPol PP dan Linmas),

. Chawul Mufti (DM Pol PP dan Linmas);

Inayatutah (DItPo! PP dan Linmas);

Meiyi Hafida Hafid - Koordinalor Pokja Dusungan (Dit.Pol PP dan Linmas),
Renc Aldiano (Dvt Pol PP dan Linmas);

Anif Hidayat, (DIt Pol PP dan Linmas),

Shandy Yudha, (Dt Pol PP dan Linmas).

Imi Apriliz Dae, (Dt Pol PP ¢an Linmas), dan

. Dewvina Riyadi, {Universias Indanesia).
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CATATAN HASIL RAPAT KOORDIMNASI 31 OKTOBER 2022
1.

Bagian FULU Dijen Bina Adwil menyampaikan beberapa hal berikut:

a. bahwa substansi batang tubuh Rancangan Kepmendaagri harnas bersifat penormaan
umum, sedangkan penjelasan yvang bersifat teknis atau penjabaran lanjut dan norma
umum tersebut harus dimasukian dalam Lampiran Rancangan Kepemndaari.

b. Judul Rancangan Kepmendagri harus benar-benar menggambarkan substansi dari
Rancangan Kepmeandagri. Artinya, apabila dalam substansi digtur mengenai substansi
pembentukan Indeks Penyvelengogaraan Trantibuwm, maka harmnes tergambarkan dalam
judul Rancangan Kepmendagri.

. Mengingat Rancangan Kepmendagri ini merupakan bagian dar tujuan jangka pendeaek
Froyek Perubahan, maka Froject Leader kedepan substansi regulasi ini harus menjadi
bagian dari Indeks Komposit FPenyvelenggaran Trantibumlinmas, yang mengatur juga
substans terkait kelinmasa, kebakaran, dan bencana.

d. Rancangan Kepmendagri sebaelum disampaikan kepada pimpinan Ditjen Bina Adweil
uniuk permohonan penandatanganan, terlebih dahulu disampaikan kepada Bagian
FULD unitu pemeriksaan final terhadap /jegal draffirng serta paraf koordinasi.

Fernwvakilan Satpol PF Kota Depok (Bapak Dr. Fahmi) menyvampaikan bahewa Rancangan

FKepmendagr ini perlu segera diselesaikan untuk menjadi pedoman bagi Satpol PP di

daerah, khususnva bagi Satpol PP yvang telah meamiliki instrumen pengukuran tersendiri

seperti Kota Depok, agar dapat segera disesuaikan dengan pedoman pengukuran Kinerja
vang disiapkan pemerintah pusat.

FPernwvakilan Satpol PP Provinsi Kaliim (Bapak Edwin)d menyvampaikan apraesiasi terhadap

gagasan penyusunan instrumen pengukuran kinerja vang dilakukan Direkicorat Pol PP dan

Linmmas dan mengharapkan agar dapat segera diformalkan tabhwun ini. Selain iba,

disampaikan pula masukan terkait substansi SPM sebagai bagian dari penilaian Kinerja

Satpol PP dalam memberikan pelayanan dasar.

FPernwvakilan Safpol PP Kota Tangaerang (Bapak Budi) menyvampaikan masukan terkait

dengan strukiur Dimensi, Subdimensi, dan Indikator harus dijabarkan secara berjenjang,

artinya penjelasan suatu Dimensi harus dikuti langsung oleh Subdimensi dan indikator
pendukungnya., agar mudah dibaca dan dipahami, begitu seterusnya untuk Dimensi
lainnya_

Selain itu, secara umum penvakilan Satpol PP lainnva wyang hadir secara wirtual

menyampaikan apresiasi terhadap gagasan  pembentukan insitruomen pengukuran

pembinaan dan penyvelenggaraan Trantibom indi o mengingat bahwa wvrusan Trantibom
mermupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yvang terkait dengan pelayanan dasar

sehingga harus ada instrumen pengukuran Kinerga yana baku dan dapat diterapkan di

seluruh daerah dengan Dimensi, Subdimensi, dan Indikator yvang sama.

Terhadap masukan dan saran yang disampaikan, Froject Desder menyvambut baik dan

disampaikan uniuk segera disesuaikan dengan subsitansi Rancangan Kepmendagrn agar

dapat difinalkan pada rapat koordinasi selanjubtnya.
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Tanggal 7 November 2022

Faksimii.(021) 31926515, www kemendagri go id, E-mall. ditjenbinsacwi

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Jalan Mecan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, Telepon (021) 3450038
AgEkemendagri go.ic

Nomor
Sifat
Lamgiran
Hal

Tembusan

Jakarta, 4 Wevember 2022

306/58 .1 /X1 /2022 Yih  (Daftar nama tertampir)
: o
1 (s3tu) berkas Tempat
Undangan Rapat
Menmndaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Neger Nomor

188.32/5862/BAK Tahun 2022 tanggal 6 Oktober Tahun 2022 tentang
Pembentukan Tim Efextf Proyek Perubahan jal J
Kualitas F dan Peny dan

Umum, sera dalam rangka pendalaman pembahasan Dimensi, Sub Dinensi
dan Indikator Penyelenggaraan Trantbum sebagal langkah awal Penyusunan
Pedoman Pembinaan dan Penyelenggarasn Trantbum, bersama ini dengan
hormat mengundang kehadirannya sefaku koordinator dan anggota Tim Efektf
pada

han Senn

tanagal 7 November 2022

pukul 10.00 WIB s.d Selesa

tempat Ruang Rapat Lantai 4, Direktorat Pol PP dan Linmas
mesting 10 3395230802

passcode POLPP2022

Mengingal penlingnya acara lersebul dmohon kehadirannya tepat
wakiu

Demikian untuk maklum, atas kehadirannya diucapkan terma kasin

Project Lagadsrt
- % -
Beny M. Pakpahan

Pembina Tk.| (IV/b)
NIP 10680529 198503 1 001

1 Direktur Jenderai Bina Administrasi Kewslayahan, dan
2. Sekretans Ditien Bina Administrasi Kewilayahan selaku Mentor,

LAMPIRAN SURAT SESDITJEN BINA ADWIL

NOMOR T TV E RS VY T
TANGGAL 4 Mavazber 2022
DAFTAR UNDANGAN PESERTA

RAPAT PENDALAMAN PEMBAHASAN DIMENS|, SUB DIMENSI, DAN INDIKATOR
PENYELENGGARAAN TRANTIBUM SEBAGAI LANGKAH AWAL PENYUSUNAN
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANTIEUM

TANGGAL 7 NOVEMBER 2022

Luthfifah Rizky...

PUU ADWIL

IWOA U

(A dedihu)

Luthfifah Rizky...

Farhan Muntafa

Irwan Setiawan - Koordinator Pokja Substansi (Dt Pol PP dan Linmas}
Budi Sohibut Hayat (Di.Pol PP dan Linmas);

Puspoyudo Handayans (Dit Pol PP dan Linmas)

Aniul Altar Ndruru (D1t Poi PP dan Linmas)

Farhan Muntafa (LK3P - 1),

Aang Hakam Z - Koordinator Pokja Subastansi {Bagian PUU)

Didit Sri Widhiyono (Bagian PUU),

M Iabal Prakaso (Dit Pol PP dan Linmas)

Mochamad Safil {Dit. Pol PP dan Linmas)

Putri Amalina - Koordinator Pokja Disemmnasi (Dit Pol PP dan Linmas)
Chairyl Muft (Ot Pol PP dan Linmas),

Inayatufiah (Dit Pol PP dan Linmas),

Meiyi Hafida Hafid - Koordnator Pokga Dukungan (Dit. Poi PP dan Linmas)
Reno Aldiano (Dit Pol PP dan Linmas),

Asif Hidayat ({Dit Pol PP dan Linmas)

Shandy Yudha, (Dit Pol PP dan Linmas),

Imi Aprilia Dae. {Dit Poi PP dan Linmas); dan

Devina Riyadi, (Universitas Indonasia),

Farhan Muntafa
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Draf Akhir Rancangan Kepmendagri

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDOMESLA

KEPLUTLISAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN PENGUKURAN KINER A PEMBINAAN DAN
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIDAN UMUM DI PROVINSI
DAN KABUPATENf KOTA MELALUI INDEKS PENYELENGGARAAN

KETENTERAMAN DAN KETERTIEAN UMUM

Menimbang

Mengingat

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

ta.

35

MENTERI DALAM NEQERI,
bahwa dalam  ranghka pcu}.nghntun tualitas  khnega
i dan penyel dan
kewertihan umum di prmrvnsl dan kabuparen fkota, periu
dilaleulean  penguluran  kinerja  pembinann  dan
! L dan ketertiban umum di

2

;mvlns.l dan kabupaten, kota;

hatws Menteri Dalam  Negeri melaloukan pembinaan
dan leetertiban umum bag
pcml_—nntuh decrah provinsi dan Gubrcrour schagsi wakil
pemerintah pusat bagi pemerintah daermh kabupaten fkota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans dimalksud
dalnm hurf a dan huraf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri teatang Pedoman Peagukuran Kincsja

Pe dan Keienteraman  dan
Ketertiban Umum d: I-‘r'mnfu drn Kabupstenf Kots Mel i
Indels [ I K dan K ik
Umuem;

Pasal 17 ayat (3] Undang Undang Dasar Negama Republile

Indonesis 1945;

. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008  tentang
Kementerian Negara (Lembarsn Negara Republik Indenesia
Tahun 2008 Nomaor 166, Tambahan Lembaran Negzra
Republik Indoncaia Nomor 4916);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  [aerah  (Lembaren Negsra  Republik

Indonesin Tahun 2014 Nemeor 244, Tambohan Lembaran

Megara Bepublilc Indonesia Nomor 5587) achagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang  Momor 23 Tahun 2014  tentang

S

masing bobot subdimensi dan mdeles dimensi.

Ketentuan lebih lanjut mengensl t=kuis pengukuran IPKKU
schbapgaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM schagaimarns
tercantum dalam Lampiran Bagien 11l yang merupalan bagian
tidak term=ahkan dari Keputusan Menter i

Hogil pengukuran IPKKU sebogaimana  dimoksud  pada
DIKTUM KEENAM dikelompokkan menjadi  lategon
sebagaimana tercantum dalsm Lempiran Bagian [V yang
merupakan baglan tidak terpisahken dan Keputusan Menteri
ind,

Keputusan Menteri ini mulei berlaku pada tanggal ditctapka,
i ) apabila terdapat keleli L tilalensd
perhsilean sehagaimans mestinya

Ditetapkan di Jaknarta
pada tanggal,
an. MENTERI DALAM NEGERL

DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRAST KEWILAYAHAN,

Dr. SAFRIZAL Z4, M_Si

1

Menetaplan

KESATU

KEDUA

KETIOA

KEEMPAT

HKELIMA

HEEMNAM

=

Pemerintahan  Dacrah (Lembarsn Negars Republik
Indonesis Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republilc Indenesin Nomor S678);

4. Pomtwan Pomcrnteh Nomor 16 Tehun 2018 tcatang
Satan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republile
Indonesis Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republilc Indenesia Nomar 6205

. Pemturan Presiden MNomor 114 Tahun 2021 tentang
Kementerian Dalam Negesi [Lembaran Negara Republike
Indonesis Tehim 021 Nomor 286);

. Pemturan Menten Dalam Nes:n Nomor 67 Tahun 2020
tentang R Dalum  Negeri
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesta Tahun
2020 Nomor BG2);

7. Pemturan Menterd Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2031
tentang Struktur Omganisessi dan Tate Kerja Kementerian

Dalam Negeri (Berita Negars Republik [ndonesis Tahun
2021 Nomor 3GH)

8. Keputusan Menteri Dalam Negesi Nomor 060-415 Tahun
2020 tcotang R Dirch Ienderal Bina
Administrasi Kewilayahsn Tahun 2020-2024;

n

MEMUTUSKAN:

PEIMIMAN  PENGUKURAN KINERIA PEMHINAAN DAN
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MELALUL
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMLUM.
Pengukuran  kinerja b dan
ketenreraman  dan ketertiban umum d!lakukan dengan
i Indeks [ ! aan K dan
Kcleriiban Umum yang sclanjutnya dischut dengan IPERU.
Menteri  melalui  Direl at Jenderal Bina Ad
Kewilavahan melskukan pengukuran IPKEU provinsi.
Qubemur sclapgei wakil Pomenintah Pusal miclalui Satuan
Polisl Pamong Prajg melakuksn  pengukuran [PEKEU
kabupaten fkora.
Pengukuran IFKEU provinsl dan kabupeten/kora didakuksn
dengan menggunakan dats yang bersumber dan sehagaimana
tercantum dalom Lampiran Bagian | yang merupakan bagian
tidak terpisahban dari Keputusan Menterd ini
IPEKU diulnar melalui 3 (tiga) di i, 7 (tujuh) eubdi
dan 38 (ga puluh ddapan] Indikator dengan bobot masing-
masing di dan
tercantum dalam Lampran Bagmn [ yang mzrupulmn bagian
tidnk terpisabkan dori Keputusan Menterd ini
IPKEL dengan
hasil perkalian masing masing bobot dimensi dengan masing-

h seluruh

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
KNOMOR

TENTANG FEDOMAN PENGUKURAN KINERJA
FPEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMLUM DI
FROVINSI DAN KABUPATEN /KOTA

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN DAN PENYELENGGARMAN

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DI FROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MELALUI INDEKS PENYELENGGARAAN

Bumber Data

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Penpukuran IPKKLU provinsi dilakukan dengan menggunakan data yang
hersumber dan-

a, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terksit dekumen

i

dan Keterthan uium,

b. Direktorat .Jcnd.:rsl Bins Pembangunan Daerah rterkseit dokumen

Standar F i dan REJMD serta REKFD;

c.D

Ienderal Blna b Dacrah terkall dokumen APBD;

d. Badan Pengembangan Sumber Davae Manusia terkait dokumen kegiatan
pendidikan dan  pelathan dasar, teknis, dan fungsional terkait
ketenteraman dan ketertiban umum vang mengikutsertakan pemerintah

Prowvins:;

e Inspektorat  Jenderal terksit dokumen kepatuhan  dsersh  dalam
pencTapan unisan pemerinahan wejib terkeit pelavensn dasar; dan

™

Pemerintah Daerah terkait p dan

moenitoring serta evaliasi dan

umum.

2. Pengukuran [PEKU kabupsten fhota dil

data

dengan

yang bersumber dari:

A Bapp

Lt S kota terlmit dok RPIMD zerta RECPD;

b.Biro Pemerintaban provinsi dan Hogian Pemesintahon kabupaten/kota

teslenit dob F pan Standar Pelay
. Budan Pengeloln K provinei dan kabupaten /lota terkait dal
APEIY;
dBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia  provinsi  dan
lesbupaten/lota terlmit dol L pendidilan dan pelatit
desar, telois, dan f 1 teriait | dan leetertiban umum;
dan
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LB

e. Pemerntah daerah kahupattm"k.ots terkait perencansan, penganggaran,
pelak dan 1 seria evaluas penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum.

1L Dimensi, Subdimensi, [ndikator, dan Bobat
IPEKY diukur melalnn 3 (tiga) dimens: mebputi:

1. dimcnsi stratcpl dengan bobot 0,198;
2. dimensi sumber daya manusia dengan bobot 0,490; dan
3. dimensi sistem dengan bobet 0.312.

- Dimensi strategi terdini dari 2 [dua) subdimensi meliputi:

a. subdimensi strategi dalam mencapai ldners Satusn Poliei Pamong Praja
dalam penegakkan Ferda dan Perkada dengan bobot 0,333; dan

b. subdimensi strategi dalam mencapai kinerjs Satusn Polisi Pamong Praja
dalam penyelenggaman kerertiban umum dan ketenieraman masyarakst
dengan bobot 0,667,

L] Subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
dalam pensgakkan Perda dan Perkada mencakup mdikator:

a) gdenya proses pemeiasn wilayah rawsn pelanggaran Perda dan
Perkada dengan bobot 0,1632;

b} adanya SOP penegakkan Perda dan Perkada untuk Satuan Polisi
Pamoeg Praja dengan bobot 0,1746;

c} sosialisasi Perda dan Perkads kepads masyamkat di wilayah rawan
pelanggaran dengan bobot 0,1685;

d} sdsnya dats  yang julck beegi peni L terhadap
pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisl
Pamong Praja dengan bobot 0,1681;

¢) edanya data yang menunjuléan kegiatan penyidikan terhadap
pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Palisi
Pamong Praja dengan bobot 0,1599; dan

1 adanva data yeng juklan  kegi indal secara

if terhadap pel Perda dan Perkada yang dilal
oheh Batuan Palisi pu.mua Praja degan bobet 0, 1663,

2) Subdimensi strategi dalam mencapai kinera Satuan Polisi Pamong Praja
dalam penyclenggarsan ketertiban umum dan keteoteraman masyarakat
mencakup indikator:

a) adenya proses pemetasn wilayah rawan pelanggamn ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat dengan bobot 0,0968;

b) edenya S0P penyelengparaan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarsleat unfuk Satuan Palxi Pamong Praga dengan bobot 0,1017;
¢} suslalisasi ketertiban wmum dan ketenteraman kepada masyarskest di

wilayah rawan pelanggaran dengan bobat 0,0988;

e =

3. Dimensi sistom tordind dan 3 (tige) subdimens: mcliputi;

A fmeT c.' BATANA dan pr dengan hobot 0,25;
b. subd: dan dengan bobot 0,50; dan
. subdimensi nln:nlnh[ltrm dengan bohat 0,25

o Subdi e i g PRy

ajadanya dokumen idemtifikasi keburuban sarana dan  prasarana
pendibaing kinerja Satuan Polisi Psmong Praja dengan bobat 0,2529;

bj realisasi pemenuhan kebutuhen sarana dan prasarane pendukung
linerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2412;

cladanya dokumen inventarises! sarana dan prasarana pendukung
ldnerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2540; dan

djadanya dokumen  pemeliharaan matin samna dan prasarena
pendulaung kinerja Satusan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2519,

b, Sulsd st i itk

a) adanya program ketenteraman dan ketertiban umum yang tertuang
dalam R 2 E Jangka M, Daerah (RPJMD) dan
Henesna Kerja Pemerintsh Dasmhb IRKPL)I dengan hobot 0,2516;

bladanys rencana kerja tahunan dan
ketertiban umum dengan bobot 0,2534;

c)adanyva kode rekening [.uuglam d.aﬂ kn:gman ketenteraman  dan
ketertban umum dalam serta
perencanaan  pembangunan dan keuangan daerah dengan  bobot
0,2457; dan

dj adanya dokumen rencana kerja ketenteraman dan keteniban wmam
tahunan yang sesuni dengan RKFD dengan bobet 02493,

a)adanya mstrumen periodik (balanan/ triwolan/ semester] monitorng
I flcegsi Satuan Polisi  Pamong Praja yang
|esum S0P ﬂrngan hclhnl (.I 1452;
bladanya ) Ik fhegk Satuan
Polisi Famaong Praja di darah SECATRE perindik
[bulanan/ triwulan fsemester| yang scauai S0P dengan bobot 0,1434;
£ adanya mekanisme pemberian miard dan punishment leepada angpota
Sutuan Polisi  Pamong Praja berd hasil inp/ evaluasi
denpan habot

secars periodile / Y -
0,1288;
d] adanya mstem laysnan aduan mmqn.rnlmr terleatt lonerja Satiuan Polist

Pamong Praja dan/at dan
Mg B decrsh yung  iadah Malies megperakat | flobtak
aduan/website /nomor anual:fdlLl dengan I.mbm 0.1463;

e} adanya /

Satuan Folisi Famong Praja di da:mhdeng;an ol 0 1452

iR

d) adanya program/kegistan Satuan Polisi Pamong Praja dalam detelst
dini dan regah dini ganggusn ketertihan umum dan ketenteramsn
masyaraleat di daerah dengan bobet 0,0070;

e} adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Prjs  dslam
penvuluhan dan pembinaan masvarakst terkait ketertiban umum dan
ketenteraman masyarslkst di daerah dengsn hobat 0,0075;

§ adunys program/kogiaten Setuen Polisi Pameng Praje delam patroli
dalam mencegah terjadinys  gangguan  ketertiban  umum  dan
ketenteraman masyarakst di daersh dengan bobot 0,0973;

g) adanyn  program/kegintan Satuan  Polisi Pameng Prmja  dalam
pengamanan assct, lokasi kunjungan orang pendng dan keglatan
penting di daerah dengan bobot 0,1026;

hjadanya program/kegiatan  Satuan  Polisi Pamong Praja  dalam
pengawalen orang penting di dacrah deagan bobo: 0,1011;

i) adanya programfkegiatan perneriban dalam mencegah ganggusn
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di dacrah dengen
hohat 0,1041; dan

| adsnys  program/kegistan  Sstuan Polisi Pamong  Pujs  dalam
penanganan unjuk rasa fkerusuhan masza dalam mencegah terjadinya
gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masverakat di daersh
dengan bobat 0,1031.

2. Dimensi sumber daya manusia terdid dari 2 (dua| subdimens] meliputi:
a. subdimensi pemberdayaan sumber daya manusia dengan bobot 0,5; dan
b. subdimensi peningkatan kepesitas sumberdaya manusia dengan bobot 0,5,
1] Bubdimensi pemberdayaan sumber daya manusia mencakup mdikator:
o) dasye o hasil perhi !
struktural dan ﬁ.m,gsmnsl dengan bobot 0,2531;
b} adanya dokumen hasil peryusunan analisis jabatan pada setisp unit
kerja pads jehatan strubciural dan fungsional dengan bahat 01,2530

serta formaai jabatan

) adanya delkumen hasll penyusunan analisls beban kerja pada sctisp
unit kerje pada jebstan struktural dan fungsional dengan bobot

02497 dan
d) adanya dob hasil peny standar komy i jabaten
dengan bobot 0,2433.
2) Subdi i peni kar sumber daya manusia mencakup
indikator:
a) adanya dak hasil h L sumber

daya manusia dengsn bobo: 0,3349;
bjadanya program peningkaten kompetensi sumber daya manusia
dengan bobat 00,.3363: dan

o) adanya dan kegiaten peni kapasitas PPNS dengan
bohot 0,3285.
-8 -
9 adenys kegi haasi ek Ll "
Satuan Polisi Pameng Praja di daerah dengan bebiat 0, 1460; dan
&) adenya kesi bal basail cvaluasi Lk

Satuan Folisi Pamong Praja di di daerah (intemal dan eksternal
pemerntah dacrah) dengan bobot 0,1442.

1. Tekms Penguluran IPEKL

Indeks Py 1 K dan Ketertiban Umum (IPKKU) terdicdd
dar 3 dimensi, T imensi, dan 38 indi Setiap di i, subdimensi,
maupun indikator memiliki bobot yang berbedn (based on fremewark)
berdasarkan penilaisn para pakar teknik p 1 Anaiytical
Hierarchy Procsss (AHP). Adapun b yang  digunakan untuk

menghitung sngka  indeks  secara simultan/agregat/kompnsic dapat
menpgpinaen 2 cars schagai berikut:
Cars periama:
1; i sleor  ineil untul g itermn  pertany dari
i g I 1 Perhi i dapat dengan
=k.rxr itemn ke-i dengan niloi maksmal skor untule item ked tersebut dan
dikalikan 100. Secbagai contoh, untuk item ke-1 pada Setpol PP
Kabupaten/Hota Flores Timur, skor indilatornya depat dihitung dengan
membagi 2 {skor yang diperdleh berd rcan | L fen pada item
pertanyasn ke-1) oleh 5 jskor makaimal untuke item ke-1) dan
dillikan 100, stau dopat dituliskan dengan % 100, Dengan demildan, akor

indikator itcm ke-1 untuk Satpol PP Kabupsten/Kota Flores Timur adalah
2% 100 = 40.

[

. Hitung nilal [PKKU pada masing-masing den dengan mengatilean Nilai Skar
Indikator dengan Hobot  Indikator dan Hobot  [Dimensi  serta  HBobot
Subdimensi, lalo jumlahkan hasil dar nilal IPKKU pada masing - masing
item. Sehapsi Cantoh Untk N.rnpt.!ndr'n pada \.mpm PP Kabupaten/Kota

Flores Timur, hesil

e
7
E]
2
5 2,000 40,000 01598 0,198 0422
& 5,000 100,000 01663 1,096
? 2,000 40,000 00068 0511
® 300 30,000 1017 0,857 [ o3 |
Z.000 a0.0m D.09ER EE
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G
10 2,000 40,000 0,0970 0513
11 2,000 40,000 0,075 0515
12 2,000 40,000 0,0973 0514
13 5.000 10000o 0.1026 1355
14 2,000 40,000 0,1011 0,534
15 1,000 100000 10,1041 1374
16 1,000 300,000 0,1031 1362
17 1,000 100000 0,3531 6,200
18 1.000 00000 0.2539 6,230
0,500
18 0,300 0,000 0,2087 FTE)
0 0,300 30,000 10,2433 493 1789
21 2,000 40,000 0,330 3,282
2 2,000 40,000 0,3363 0,500 3,2%
73 3,000 40,000 03288 1,213
4 1,000 100000 0,352 1973
25 0,300 30,000 0,2411 0,564
0,250
26 1,000 00000 0,2580 1381
7 3000 | 0006 | 0519 1179
I8 1,000 200000 0,3516 3.434
9 1,000 100000 0,3534 5953
0,530
30 1000 100000 0,2457 3833
31 1000 100000 0,2493 031z 5,850
3z 0300 30,000 10,1451 0,340
33 1,000 300000 0,1434 11
ET) 0300 | 3opoc | oazEE [
35 0300 30,000 10,1463 0,250 0,342
30 1,000 100000 ©,1451 1133
7 1,000 100000 10,2469 1,146
38 0,300 30,000 0,334z 0,338
Total IPKKL Kabapaten Flores Timr GX=E]
= Shale Likert ¥ skor musing- masing item | yuan berdasarkan jawsban resp
« Untuk item pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban, skor dimulai dari | sampai dengon maksimal 5.
= Untuk item pertanysan dengan alematif jawaban 2 {misal ada atau tidak ada), skor 0 dan 1. Unnie
perhinmgan, skor () disnggap hemilsi (13,
Cara kedua:
Jika Ingin melikat nial indeks dari Dimensi dan Subdimensl maka perhitungan
yang dilakukan dengan cara:
1 Miting sk ixidik S T g itcm pert il et
masing responden. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan membagi skor
item ke cleh nilai makeimal skor untul item ke-i terscbut, dan dikmlikan

.

FPemn e lormmipecskclc=m

- 11 -

Hitiamyg =loos [PRKTI

dengsn rmenjurmlishican sclirrnelhy hasil peerboalises

10 -
100. Sebagai contoh untuk item ke-1 pada Satpol PP Kabupaten Flores Timur
skor indil dapat dihi k 2 oleh 5 (skor maksmmal
untuk item pertanyaan ke-1) dan dikalikan 100, atau dapat dituliskan dengan

dengan

2% 100, Schingge skor indikator item ke-l antuk Satpol PP Kabupaten/Kota

Flares Timur adalah 25 100 = 40,

2. Hitung akor g 4 s untule g masing responden. Hal
ini dapat dilakuksn dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian sker
indil untitk ing: ing indikator veng ada pada subdimensi tersebut
dengan ing: ing bobotnys  (dif dari hasl AHF), atsu dapat
dituliskan sebagai benkut:

Skor subdimensike — & = Z:\ko-— indikator; % bebot indikator,
=
Sebagal contoh shor subdimensi Pepegakan Perda yang memilikl 6 tem
pertanyaan (ndikator) untuk Satpol PP Kebupaten Flores Timur dapat
dihitung sebagai berikut:
Skor subdimensi Penegakan Perda = (40 = 0,103) + - + (30 = 0,144)
= 44,436
3. Hitung skor masing-masing dimensi untuk masing-masing responden. Hal ini

masingomasingg resporcien

dapat dilakukan dengan momjumlshkan scluruh besl perkalian skor

untuk E: ing =t yang ada pada dimensi

tersebut dengan masing masing bobotmoa (diperoleh dari hasil AHP), atau
dapat dituliskan sebagai berikut:

n
Skordimensike— i = Z skor subdimonsi, ® hobot subdimensi;

Sehagsi contch untule Setpal PR Kabupaten Flores Timur dapat dibining
sehagail berikout:
Skor dimensi stratezi = (46,236 % (,333) + [57.569 x 0.667)
= 54461
Skor dimensi SDM = (65488 x 051 + (40 0.5)
= 51744
Skor dimensi Sistem = (73,040 x 0,25) + (100 x 05) + (60,484 x 0.25) = 83,331

His=l alilalcualc=an
skor dimensi (Swoatcel, S,

rvE

clzmp=t

dan Qistern) dengan masingormasing bobotnys (diperoleh dar bhasil AP atai

dlapat dditliskean seiragal verilonst:

"

T — E wdoor o feree iy < drodrolt olirreessi,
=

Sebagai comntol skor TRPRRKLT

same terdirs d=e

2 ddirmensi untuak Satpeel PP

Habupaten Flores Timuar dapat dihitung oobogai berilout:

T rcwces

= faZ, 43

Ll o L o

= {54 461 = O, 1983 + (52,744 = (0, 490) + (B3 . IE1 = O.FL2N

Hasil ponegubkaaran IPFKKLD dilccformypobckcasrn nmemnjadcli BoaregaEoric

=
o
e
ol

-

smarnpEal hailk, denpgEan renoareE meilail S0 01 - 100
Thailk, cddengan renoarse; ilail GO0 1 -8 Oe

culkugpy,. dempan rentane nail=a S900,0 1 S0
baarule, dengan rentang nalat

S Y SR

(18 B

CHY: cdan

mangat bl , dengan rentang nElai O, 00 S0, 00

MAFENTERL TnALADN MNIECGERT
DR TR JENCYERAL
BEITNAS AlPPMINISTRAST KEWILAY AR AT,

D, SAFRIZML ZA, WMoOS1
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Tanggal 22 November 2022

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESILA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAY AHAN

Jalan Medan Merdeka ULtara Nomor 7 Jakaria Pusar, T (L (OZ1) 3
Faksimile (0Z21) 31F26515, www kemendagriogo.id, E-mail. ] rdagri.go.id

Jakarta, 21 November 2022

Mormor T ODS /7350 SR . {Drafiar nama terliampir)
Sifat = i
Lampiran : 1 (saiu) berkas Tempat
Hal @ Undangan Rapal
Menindaklanjutl Keputusan Mentert Dalam Megen MNomor

188 .32/5962/BAK Tahun 2022 tm@mnggal 6 2 Okwber Tahun 2022 entang
Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Kebijakan Strategis Peningkatan
Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban U,
serta dalam rangka Sosialisasi Dimensi, Sub Dimensi, dan Indikator Indeks
Panyelenggaraan Trantibum. Bersama ini dengan  hormat mengundang
Bapakfilbu Kepala Satpol PP atau Pejabat vang membidangi hal tersebut di
wilayah masing-masing untuk Mmenghadir rapat dimaksud serta koordinavor dan
anggota Tim Efektif pada:

hari Selasa

tanggal 22 NMovember Z022

Pukul - DB.30 WIB s.d Selesai

tempat 1 Millennium Hotel Sirin Jakarta, Ji. H. Fachrdin No_3. Kp. Bali.

Kota Jakarta Pusat

Mengingatl pentungnya acara tersebut, dimohnon kehadirannya tepat wakiu.
Draemikian untuk mMmakium, atas kehadirannya diccapkan terima kasih.

fdra Guriswan, SE, MPA
Pembina Utama Muda (I'v/ic)
MNIP. 19700715 1998032 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

DAFTAR HADIR PESERTA
SOSIALISASI DIMENSI, SUB DIMENS!,
DAN INDIKATOR INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUM
JAKARTA, 22 NOVEMBER 2022
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Milestone 7 — Melakukan Uji Validitas dan Reliabilitas

BUKU PANDUAN
E-SURVEY IPKKU
TAHUN 2022
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Status 31 Oktober 2022, Data Masuk Melalui bit.ly dari Provinsi dan Kabupaten/Kota

No

Provinsi

Instansi

Banten

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak

Nusa Tenggara Barat

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram

Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Utara

Kalimantan Tengah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur

Satuan Polisi Pamong Praja Palangkaraya

Jawa Tengah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Grobogan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo

Satuan Polisi Pamong Praja Kota magelang

Satuan Polisi Pamong Praja Demak

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pekalongan

Satuan Polisi Pamong Praja Boyolali

Satuan Polisi Pamong Praja Pemalang

Satuan Polisi Pamong Praja Banyumas

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar jepara

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Brebes

Satuan Polisi Pamong Praja Kebumen

Satuan Polisi Pamong Praja Rembang

Satuan Polisi Pamong Praja Sragen

Satuan Polisi Pamong Praja Pati

Satuan Polisi Pamong Praja Wonosobo

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karanganyar

Sulawesi Selatan

Satpol.PP dan Damkar Kabupaten Sinjai

Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota Sopeng

Satuan Polisi Pamong Praja, Kab. Buton

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare

Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Luwu Utara

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru

Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Wajo

Kasubag Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar Jeneponto

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tana Toraja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makasssar
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Satuan Polisi Pamong Praja Bulukumba

Sulawesi Tenggara

Satuan Polisi Pamong Praja Linmas dan Damkar Kabupaten/Kota Bombana
Prov. Sulawesi Tenggara

Jawa Timur

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Jombang

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Nganjuk

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun

Satuan Polisi Pamong Praja Lumajang

Satuan Polisi Pamong Praja Tulungagung

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Jawa Barat

Satpol PP Jawa barat (Tidak Tertera Kota/Kabupaten/Kota)

Satuan Pamong Praja Kota Bekasi

Satuan polisi pamong praja Kota Bogor

Satuan Polisi Pamong Praja Garut

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya

Satuan Polisi Pamong Praja Depok

Satuan Polisi Pamong Praja Cianjur

Kalimantan Selatan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin

Satuan Polisi Pamong Praja Amuntai/ Hulu Sungai Utara

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Hulu Sungai Selatan

10

Nusa Tenggara Timur

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab.Ngada

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Kab. Sumba Barat Daya-NTT

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT

11

Gorontalo

Satpol PP Provinsi Gorontalo (Tidak Tertera Kabupaten/Kota/Kota)

Satuan Polisi Pamong Praja Bone

12

Sumatera Utara

Satuan Pamong Praja Kabupaten Nias Utara

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara

13

Lampung

Sat Pol PP Kab.Lampung Timur

Satuan Polisi Pamong Praja Prov.Lampung (Tidak Tertera Kab/Kota)

Satuan Polisi Pamong Praja Tulang Bawang

14

Kepulauan Bangka
Belitung

Pemkab Bangka Tengah

15

Kalimantan Barat

Satuan Polisi Pamong Praja Ketapang

16

Papua Barat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Manokwari

17

Sulawesi Utara

Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan Sangihe

Satuan Polisi Pamong Praja Deli Serdang

Satuan Polisi Pamong Praja Minahasa tenggara

18

Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja DIY Bantul

19

Sumatera Barat

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh

Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi
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20 Kepulauan Riau Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau (Tidak Tertera
Kabupaten/Kota/Kota)

” Kalimantan Timur Satuan Polisi Pamong Praja Samarinda
Satuan Polisi Pamong Praja Bontang

- Riau Satuan Polisi Pamong Praja Bengkalis Riau
Satuan Polisi Pamong PrajaKab. Indragiri Hulu

23 Jambi Satuan Polisi Pamong Praja Batanghari

” Kalimantan Utara Satuan Polisi Pamong Praja Nunukan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Malinau

25 DKI Jakarta Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

26 Kepulauan Riau Satuan Polisi Pamong Praja Anambas

Aceh DINAS Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Aceh Tenggara

27 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota Aceh
Tamiangbah

)8 Bali Satuan Polisi Pamong Praja Gianyar
Satuan Polisi Pamong Praja Bangli Bali

Data Masuk Ddalam Bentuk Excel.

Insert  Pagelayout  Formulas

Data

INDEKS (ETE AN KETERT il

Signin

Review  View  Help Q Tell me what you want to do '!;j‘rShare

(=1

jr, oo Wl Vo VEX ==Z 9 Bwepe B D %=y by O
Paste EE Copy - BIU = =3z €0 o Conal Fon::tas (fH Eert Dajete F%t mFiH' Szort& Find &
< ¥ FormatPainer STl A= X | egeate - | §7 % |1 Formatting~ Tabler Stles- - - - Clear~ Fitter ~ Select -
Cliphoard N Font I Alignment I Number N Styles Cells Editing ~
Al v fe | Timestamp v
A B C D E F G H I J -
1 |Timestamp Hama Instansi Jabatan No. HP Email 1. Adanya proses pem Mahon upload dokume2. Adanya SOP penegMohon upload dokum
2| T125/2022 18:33:00 NOPRIYADI SUKMAW SATUAN POLISI PAMPELAKSANA 31514815403 nopri3044@gmail.com Tidak Ada Tidak Ada
3| 7262022 9:10:07 Zubeid Alhadi Satuan Palisi Pamong Staf Pelaksana '[]82217285055 zubaiddesma@gmail ¢ 1 https://drive.google coi Tidak Ada
4| T7026/2022 9:28:16 A Rozali Nurhadi ~ Sat pol PP kabupaten Sub koordinator penyu'UGSZE%EGQUU nurhadirozali@gmail.c Tidak Ada Tidak Ada
5| 70262022 9:48:04 Agus Indra S.E Kantor polisi pamong ;Kasi pembmaaﬂ,penge'[]%%%13555 Agusindrai234@com Tidak Ada Tidak Ada
6|  7/26/2022 9:55:57 Agus Indra S.E Kantor sat pol pp lamt Kasi pembmaaﬂ,penge'[]%%%13555 aqusindra1234@gmail Tidak Ada Tidak Ada
71| 712602022 10:14:53 Agus Indra.5E Kantor sat pol pp kab. Kasi pembmaaﬂ,penge'[]%%%13555 indraagusaaja@qmail. Tidak Ada Tidak Ada
B | 7/26/2022 11:51:07 Indah Anggraini SATPOL PP KAB LANPelaksana Pemula '[]85279995553 Indahbeat30@gmail.cc 1 https://drive.google col Ada https://drive. google. co
9 | 7/26/2022 13:27:16 Yohanes H. Hokeng ~ Satuan Polisi Pamong Kasie Perbekalan dan'[]8529292608[] johndejaval1@gmail.c Tidak Ada Tidak Ada
0| 7127712022 11:50:25 Supriasi, S.5i Satuan Polisi Pamong Kabid Trantibum '[]81245877775 satpolppbombanat23g=3 https-/fdrive.google.col Ada https://drive.google co
1| 712712022 12:06:50 MAT SOBIRIN.SE  Sat Pol PP Kab.Lam TKasubbag Umum dan '[]82371215213 matsobirin12@gmail.c 1 https://drive.google coi Tidak Ada
12| B/2/2022 13:41:58 ARI SAFRIZAL WILDA Satpolpp Jabar Ahli Madya '[]85559035021 ari.wildan79@gmail.co Tidak Ada Ada https://drive. google. co
13| B/2/2022 13:42:10 ARI SAFRIZAL WILDA Satpolpp Jabar Ahli Madya '[]85559035021 ari.wildan79@gmail.co Tidak Ada Ada https://drive. google. co
4 BAR202212:07:05 Supriadi, S.Si Satuan Polisi Pamong Kabid Trantibum 0812 4587 7775 satpolppbombanal23( Tidak Ada Ada https://drive. google. co
16| B/A2022 13:44:52 Supriadi, S.5i Satuan Palisi Pamong Kabid Bidang Tramibm’[]85245[]95315 satpolppbombanal23( Tidak Ada Ada https://drive. google. co
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UJI VALIDITAS & RELIABILITAS
Uji Validitas
Validitas instrumen penelitian adalah kemampuan instrumen tersebut untuk mengukur
sesuatu yang hendak diukur (valid = sah). Misalnya, sebatang meteran kayu
(sebatang kayu panjangnya satu meter dengan skala sampai tingkat sentimeter) valid
sebagai instrumen untuk mengukur panjang rumah (katakan, sembilan setengah
meter). Namun demikian kemampuan untuk mengukur sesuatu yang akan diukur
tersebut tergantung kepada apa yang akan diukur. Dengan kata lain, instrumen yang
valid untuk mengukur suatu variabel belum tentu valid untuk mengukur variabel yang
lain.
Validitas menunjukkan sejauh mana relevansi pertanyaan terhadap apa yang
ditanyakan atau apa yang ingin diukur dalam penelitian. Suatu pertanyaan dikatakan
valid dan dapat mengukur variabel penelitian yang dimaksud jika nilai koefisien
validitasnya lebih dari atau sama dengan 0.300 (Robert M Kaplan dan Dennis
Saccuzo, 1993) . Adapaun rumus yang digunakan dalam uji validitas adalah sebagai
berikut:

S, =S

ix~x

r. .= (Azwar, 2001:166).
i(x—i)
\/|‘Sx2 + Si2 - 2rixSin

dimana rix merupakan korelasi product Moment :
nXix —XiXx

r, = (Azwar,2001:19)
b J(nzi? = (Zi)?)(nEx? — (2x )?)

Keterangan :

lix : Korelasi antara instrumen pertanyaan secara keseluruhan
Si? : Varians jawaban responden untuk instrumen ke i

Sy : Varians jawaban responden keseluruhan instrumen

ZX : Jumlah jawaban responden untuk keseluruhan instrumen
Zi : Jumlah jawaban responden untuk instrumen ke — i
ZXZ : Jumlah jawaban responden untuk keseluruhan instrumen yang dikuadratkan.

Ziz : Jumlah jawaban responden untuk instrumen ke — i yang dikuadratkan

Dasar pengambilan keputusan:
= Jika r positif, serta r > 0.30 maka item pertanyaan tersebut valid.

= Jika r tidak positif, serta r < 0.30 maka item pertanyaan tersebut tidak valid.
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Untuk pengujian validitas instrumen data pengetahuan yang berupa skor dikotomi
digunakan korelasi point biserial dengan rumus sebagai berikut :

i Xi—X p
PB o, 1-p

Dimana: X = Rata-rata test untuk semua orang

Xi = Rata-rata pada test hanya untuk orang-orang yang menjawab benar
pada item ke-i

p = Proporsi dari orang yang menjawab benar pada item ke-i

1-p = Proporsi dari orang yang menjawab salah pada item ke-i

o, = Standar deviasi pada test untuk semua orang

Kriteria validitasnya adalah jika zrs > 0,30 item pertanyaan valid dan zps < 0,30 item

pertanyaan tidak valid.

Adapun contoh perhitungan uji validitas pada item pertanyaan Indeks

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) adalah sebagai

berikut:

1) Hitung nilai rata-rata pada test hanya untuk orang-orang yang menjawab benar
pada item Kke-i (Xj). Dalam data hasil kuisioner Indeks Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) rata-rata pada test hanya untuk
orang yang menjawab benar pada item ke-1 adalah 34,95.

2) Hitung nilai rata-rata test untuk semua orang (X). Dalam data hasil kuisioner
Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) nilai rata-
rata yang diperoleh adalah sebesar 33,61.

3) Hitung standar deviasi pada test untuk semua orang (o, ). Dalam data hasil

kuisioner Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)
nilai standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar 5,47.

4) Hitung proporsi orang yang menjawab benar pada item ke-i (p). Hal ini dapat
dilakukan dengan membagi jumlah orang yang menjawab benar oleh keseluruhan
orang yang menjawab item ke-i. Dalam data hasil kuisioner Indeks
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) proporsi orang
yang menjawab benar pada item ke-1 adalah 0,86.

5) Cari koefisien validitas untuk masing-masing item pertanyaan dengan rumus yang

telah dipaparkan sebelumnya. Sebagai contoh untuk item pertanyaan pertama
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dari Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)

koefisien validitasnya adalah:

34,95-33,61

[ Xi=X p
ﬂ-PB_[ o, jl—p_(

=0,619

) 0,86
5,47 1-0,86

Karena koefisien validitas untuk item pertama bernilai lebih dari 0,3 maka item

pertama tersebut dikatakan valid. Kemudian lakukan perhitungan koefisien validitas

untuk semua pertanyaan lain dan diperoleh hasil sebagai berikut:

No. Item Koef. Validitas Keterangan
1 0,619 Valid
2 0,508 Valid
3 0,577 Valid
4 0,469 Valid
5 0,284 Tidak
6 0,481 Valid
7 0,643 Valid
8 0,610 Valid
9 0,613 Valid

10 0,530 Valid
11 0,629 Valid
12 0,670 Valid
13 0,325 Valid
14 0,248 Tidak
15 0,317 Valid
16 0,264 Tidak
17 0,627 Valid
18 0,506 Valid
19 0,558 Valid
20 0,576 Valid
21 0,498 Valid
22 0,480 Valid
23 0,570 Valid
24 0,540 Valid
25 0,617 Valid
26 0,627 Valid
27 0,645 Valid
28 0,496 Valid
29 0,636 Valid
30 0,534 Valid
31 0,568 Valid
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32 0,637 Valid
33 0,520 Valid
34 0,498 Valid
35 0,747 Valid
36 0,589 Valid
37 0,548 Valid

Hasil perhitungan korelasi untuk uji validitas alat ukur Variabel Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkisar antara 0,248 sampai 0,747. Angka yang
dipergunakan sebagai pembanding untuk melihat valid tidaknya suatu item, seperti
dikemukakan oleh Syaifuddin Azwar (1997:158) adalah 0,3. Item yang memiliki
korelasi diatas 0,3 dikategorikan item valid, sedangkan item dibawah 0,3 dikategorikan
tidak valid dan akan disisihkan dari analisis selanjutnya. Hasil di atas menunjukkan
bahwa 34 item pertanyaan dinyatakan valid, sedangkan 3 item dinayatakan tidak valid,
akan tetapi belum dapat langsung dibuang karena item tersebut merupakan item kunci
dalam dimensi Strategi pada Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
sehingga seluruh item pertanyaan dilanjutkan dengan uji reliabilitas dan akan dihitung
ulang validitasnya menggunakan data real hasil survey.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen penelitian adalah tingkat kekonsistenan dan ketepatan hasil
pengukuran dengan menggunakan instrumen tersebut (reliable = dapat dipercaya).
Instrumen penelitian kebijakan harus menunjukkan hasil yang relatif sama ketika
pengukuran diulang atau pengukuran terhadap kelompok lain yang memang kurang
lebih sama.

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana tingkat kekonsistenan pengukuran dari suatu
responden ke responden yang lain atau dengan kata lain sejauh mana pertanyaan
dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman
pertanyaan tersebut. Sekumpulan pertanyaan untuk mengukur suatu variabel
dikatakan reliabel dan berhasil mengukur variabel yang kita ukur jika koefisien
reliabilitasnya lebih dari atau sama dengan 0,700 (Robert M Kaplan dan Dennis
Saccuzo, 1993). Adapun rumus yang digunakan dalam uji reliabilitas menggunakan
koefisien reliabilitas Alpha Cronbach adalah sebagai berikut:

a=[ K }{1—28' ] (Azwar, 2001 : 78)

k-1 g 2

X
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Keterangan :

k

2

S

: Jumlah Instrumen pertanyaan

S? : Jumlah varians dari tiap instrument

: Varians dari keseluruhan instrumen

Sama halnya seperti pengujian validitas data pengetahuan diberi skor yang berupa

skor dikotomi kemudian untuk mencari koefisien reliabilitasnya digunakan koefisien

Reliabilitas Kuder Richardson 20 (KR-20) yang dihitung dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :

KR-20 = —" (Sz_zp(l_p)J

n—1 S?

Dimana : KR-20 = Koefisien Reliabilitas KR-20

n = Jumlah item
S?2 = Varians skor keseluruhan
p = Proporsi yang mendapatkan nilai benar untuk setiap item

(1-p) = Proporsi yang mendapatkan nilai salah untuk setiap item

Kriteria reliabilitasnya adalah jika KR-20 > 0,70 maka dimensi kuesioner reliabel

(konsisten) dan jika KR-20 < 0,70 maka dimensi kuesioner tidak reliabel.

Adapun contoh perhitungan uji reliabilitas pada item pertanyaan Indeks

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) adalah sebagai
berikut:

1)

2)

Hitung jumlah item pada kuisioner yang digunakan. Dalam kuisioner Indeks
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) jumlah item
pertanyaannya adalah 38. Hitung varians skor keseluruhan (S?). Dalam data hasil
kuisioner Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)
varians yang diperoleh adalah sebesar 29,926.

Hitung proporsi orang yang menjawab benar pada item ke-i (p). Hal ini dapat
dilakukan dengan membagi jumlah orang yang menjawab benar oleh keseluruhan
orang yang menjawab item ke-i. Dalam data hasil kuisioner Indeks
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) proporsi orang
yang menjawab benar pada item ke-1 adalah 0,86, pada item ke-2 0,95, dan
begitupun seterusnya sampai pada item ke-37 proporsi orang yang menjawab
benar adalah 0,113.
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3) Cari koefisien reliabilitas dengan rumus yang telah dipaparkan sebelumnya.
Sebagai contoh untuk kuisioner Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan

Ketertiban Umum (IPKKU) koefisien reliabilitasnya adalah:

n (§2-Y¥p(l-p)
KR—20 = — 1< <z
37 (29,926 —(0,86(1 — 0,86) + -+ 0,113(1 — 0,113))
- 37-1 29,926
= 0,928

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh koefisien reliabilitas KR-20 sebesar
0,928, di atas standar yang ditetapkan yaitu 0,700. Dengan demikian pertanyaan-
pertanyaan dalam kuesioner tersebut mempunyai keandalan/konsistensi yang sangat
baik dalam mengukur Variabel Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum.
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Milestone 8 — Koordinasi dengan Bagian Perundang-Undangan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

NOTA DINAS

Kepada - Koordinator Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan

Dari : Kasubdit Tata Operasional dan Standardisasi Pol PP Selaku
Project Leader

Tembusan . Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Tanggal I2AR WovewiRc so>1L

Nomor ;0 GIB [ PPLITU /SO /203

Lampiran . 1 {satu) berkas

Hal :  Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman
Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Meialui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum (IPKKU) o -

Menindaklanjuti beberapa kali rapat Tim Efektif dalam rangka penyelesaian
Proyek Perubahan (Proper) PKN Il angkatan XXVIIl Tahun 2022 serta dalam rangka
tertib administrasi terhadap penyampaian rancangan regulasi, bersama ini dengan
hormat disampaikan hal-hal sebagal berikut:

1. Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengukuran
Kinerna Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupaten/Kota Melalui iIndeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum (IPKKU) telah disempurnakan sebagaimana hasil rapat
pembahasan terakhir pada tanggal 22 November 2022 bersama perwakilan Satpol
PP Provinsi, Kabupaten/Kota selektif, diharapkan pedoman ini menjadi tolok ukur
dalam penilaian kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum di daerah.

2. Terkait dengan hal-hal tersebut, terlampir disiapkan Rancangan Kepmendagrn
dimaksud untuk mendapatkan paraf koordinasi sebelum disampaikan kepada
Bapak Dirjen Bina Adwil.

Demikian untuk menjadi makium,

Kasubdit Tata Operasional
dan Standardisasi Pol PP

selaku FProj Leader,
= -

: | n
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19680529 199503 1 001

T -
—

R
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR

TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN DAN
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA MELALUI INDEKS PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. babwa dalam rangka peningkatan kualitas kinerja
pembinaan dan penyelenggaraan Kketenteraman dan
ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota, perlu
dilakukan  pengukuran kinerja pembinaan dan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di
provinsi dan kabupaten/kota;

b. bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bagi
pemerintah daerah provinsi dan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat bagi pemerintah daerah
kabupaten/kota;

¢.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengukuran
Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Melalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum;

Mengingat : 1, Pasal 17 ayat (3] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916};

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
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5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 892);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 398).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-415 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina
Administrasi Kewilavahan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN DAN
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM D] PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MELALUI
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN  DAN
KETERTIBAN UMUM,

KESATU : Pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan dengan
menggunakan Indeks Penyvelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum vang selanjutnya disebut dengan IPKKU,

KEDUA : Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan melakukan pengukuran IPKKU provinsi.

KETIGA : Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Satuan
Polisi Pamong Praja melakukan pengukuran [PKKU
kabupaten /Kkota.

KEEMPAT : Pengukuran IPKKU  provinsi dan  kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum
KETIGA menggunakan data pengukuran kinerja dengan
sumber data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf
A yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.

KELIMA : IPKKU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diukur
melalui 3 (tiga) dimensi, meliputi:
a. dimensi strategi, terdiri dari 2 {dua) subdimensi:

1. subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan
Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Perda dan
Perkada, dengan 6 (enam) indikator; dan

2. subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan
Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat, dengan 10
(sepuluh) indikator;

b. dimensi sumber daya manusia, terdiri dari 2 (dus)
subdimensi:

1. subdimensi pemberdayaan sumber dayva manusia,
dengan 4 (empat) indikator; dan

2. subdimensi peningkatan Kkapasitas sumber dayva
manusia, dengan 3 (tiga) indikator;

¢. dimensi sistem, terdiri dari 3 (tiga) subdimensi:
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1. subdimensi sarana dan prasarana, dengan 4 {(empat)
indikator;
2_subdimensi perencanaan dan anggaran, dengan 4
{empat]} indikator; dan
3. subdimensi akuntabilitas, dengan 7 (tujuh) indikator,
dengan rincian bobot masing-masing dimensi, subdimensi,
dan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf
B vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.

KEENAM : Pengukuran [PKKU dilakukan dengan menjumlah seluruh
hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dengan masing-
masing bobot subdimensi dan indeks dimensi.

KETUJUH : Teknis pengukuran I[PKKU sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEENAM dengan ketentuan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Hasil pengukuran IPKKU sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEENAM dikelompokkan dalam kategori sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal,

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

PARAF KOORDINA S
CRERTORAT JENDTRAL BINA ADRINISTRASI KEW ! Araian

Sckrotans

Dot Dehompetny, Togan Fembartias fan Koy Save

B | Dostns awaian Pedstian dir 208 Regan T
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|
|
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR

TENTANG

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
MELALUI  INDEKS PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN

DAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MELALUI INDEKS PENYELENGGARAAN

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Sumber Data
Pengukuran [PKKU provinsi dilakukan dengan menggunakan data yang
bersumber dari:

) &

a.

b.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terkait dokumen
pelaporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah terkait dokumen
pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan RPJMD serta RKPD;

¢. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terkait dokumen APBD;
d.

Badan Pengembangan Sumber Dayva Manusia terkait dokumen kegiatan
pendidikan dan pelatthan dasar, teknis, dan fungsional terkait
ketenteraman dan ketertiban umum yang mengikutsertakan pemerintah
provinsi;

. Inspektorat Jenderal terkait dokumen kepatuhan daerah dalam

penerapan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar; dan
Pemerintah Daerah terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
monitoring serta evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum.

Pengukuran IPKKU kabupaten/kotfa dilakukan dengan menggunakan data
yang bersumber dari:

a.

b.
(-2

d.

Bappeda kabupaten/kota terkait dokumen RPJMD serta RKPD;

Biro Pemerintahan provinsi dan Bagian Pemerintahan kabupaten/kota
terkait dokumen penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Badan Pengelola Keuangan provinsi dan kabupaten /kota terkait dokumen
APBD;

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia provinsi dan
kabupaten/kota terkait dokumen kegiatan pendidikan dan pelatihan
dasar, teknis, dan fungsional terkait ketenteraman dan ketertiban umum;
dan

. Pemerintah daerah kabupaten/kota terkait perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi  penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum.

B. Dimensi, Subdimensi, Indikator, dan Bobot

IPKKU diukur melalui 3 (tiga) dimensi meliputi:

1. dimensi strategi dengan bobot 0,198, dengan subdimensi meliputi:
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a. subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
dalam penegakkan Perda dan Perkada dengan bobot 0,333, dengan
indikator meliputi:

1) adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada
dengan bobot 0,1632;

2) adanya SOP penegakkan Perda dan Perkada untuk Satuan Polisi
Pamong Praja dengan bobot 0,1740;

3) sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah rawan
pelanggaran dengan bobot 0,1685;

4) adanya data yvang menunjukkan kegiatan penindakan terhadap
pelanggaran Perda dan Perkada vang dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja dengan bobot 0,1681;

5) adanya data yang menunjukkan kegiatan penyidikan terhadap
pelanggaran Perda dan Perkada vang dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja dengan bobot 0,1599; dan

6) adanya data yang menunjukkan kegiatan penindakan secara
administratif terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,1663.

b, subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
dengan bobot 0,667, dengan indikator meliputi:

1) adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat dengan bobot 0,0968;

2) adanya SOP penyelenggaraan ketertiban umum dan Kketeateraman
masyvarakat untuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,1017;

3) sosialisasi ketertiban umum dan ketenteraman kepada masyvarakat di
wilayah rawan pelanggaran dengan bobot 0,0988;

4) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam deteksi
dini dan cegah dini gangguan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat di daerah dengan bobot 0,0970;

5) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
penyuluhan dan pembinaan masyarakat terkait ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di daerah dengan bobot 0,0975;

6) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam patroli
dalam mencegah terjadinva gangguan ketertiban umum dan
ketenteraman masvarakat di daerah dengan bobot 0,0973;

7) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
pengamanan asset, lokasi kunjungan orang penting dan Kegiatan
penting di daerah dengan bobot 0,1026;

8) adanva program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
pengawalan orang penting di daerah dengan bobot 0,1011;

9) adanya program/kegiatan penertiban dalam mencegah gangguan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dengan
bobot 0,1041; dan

10) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
penanganan unjuk rasa/kerusuhan massa dalam mencegah terjadinya
gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masvarakat di daerah
dengan bobot 0,1031.

2 dimensi sumber daya manusia dengan bobot 0,490, dengan subdimensi
meliputi:
a. subdimensi pemberdayaan sumber daya manusia dengan bobot 0,5,
dengan indikator meliputi:
1) adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan serta formasi jabatan
struktural dan fungsional dengan bobot 0,2531;
2) adanya dokumen hasil penyusunan analisis jabatan pada setiap unit
kerja pada jabatan struktural dan fungsional dengan bobot 0,2539;
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3) adanva dokumen hasil penvusunan analisis beban kerja pada setiap
unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional dengan bobot 0,2497;
dan

4} adanya dokumen hasil penvusunan standar kompetensi jabatan dengan
bobot 0,2433.

b. subdimensi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dengan bobot

0,5, dengan indikator meliputi:

1} adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi sumber
daya manusia dengan bobot 0,3349;

2} adanya program peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan
bobot 0,3363; dan

3)adanya program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS dengan
bobot 0,3288.

3. dimensi sistem dengan bobot 0,312, dengan subdimensi meliputi:
a. subdimensi sarana dan prasarana dengan bobot 0,25, dengan indikator
meliputi:

1) adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana
pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2529;

2) realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2412;

3)adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2540; dan

4) adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2519,

b. subdimensi perencanaan dan anggaran dengan bobot 0,50, dengan
indikator meliputi:

1) adanya program Ketenteraman dan Kketertiban umum yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD} dengan bobot 0,2516;

2) adanya rencana kerja tahunan penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum dengan bobot 0,2534;

3) adanya kode rekening program dan kegiatan ketenteraman dan
ketertiban umum dalam klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan bobot
0,2457; dan

4) adanya dokumen rencana kerja ketenteraman dan ketertiban umum
tahunan vang sesuai dengan RKPD dengan bobot 0,2493.

c. subdimensi akuntabilitas dengan bobot 0,25, dengan indikator meliputi:

1) adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester] monitoring
pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang
sesuai SOP dengan bobot 0,1452;

2) adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satuan
Polisi Pamong Praja di darah secara periodik
(bulanan/triwulan/semester) vang sesuai SOP dengan bobot 0,1434;

3) adanya mekanisme pemberian reward dan punishment kepada anggota
Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil monitoring/evaluasi
secara periodik (bulanan/triwulan/semester/tahunan) dengan bobot
0,1288;

4) adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja dan/atau penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum di daerah yvang mudah diakses masyarakat (kotak
aduan /website /nomor aduan/dll.) dengan bobot 0,1463;

5) adanva instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja di daerah dengan bobot 0,1452;

6) adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja di daerah dengan bobot 0,1469; dan
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7) adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi monitoring pelaksanaan
Satuan Polisi Pamong Praja di di daerah (intermal dan eksternal
pemerintah daerah) dengan bobot 0,1442.

C. Teknis Pengukuran [PKKU

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) terdiri
dari 3 dimensi, 7 subdimensi, dan 38 indikator. Setiap dimensi, subdimensi,
maupun indikator memiliki bobot yang berbeda (based on framework)
berdasarkan penilaian para pakar menggunakan teknik pembobotan Analytical
Hierarchy Process (AHF). Adapun perhitungan yang digunakan untuk
menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit dapat
menggunakan 2 cara sebagai berikut:

Cara pertama:

1. Menghitung skor indikator untuk masing-masing item pertanyaan dari
masing-masing responden. Perhitungan dapat dilakukan dengan membagi
skor item ke-i dengan nilai maksimal skor untuk item ke-i tersebut dan
dikalikan 100. Sebagai contoh, untuk item ke-1 pada Satpol PP
Kabupaten/Kota Fiores Timur, skor indikatornya dapat dihitung dengan
membagi 2 (skor vang diperoleh berdasarkan jawaban responden pada item
pertanyaan ke-1) oleh 5 (skor maksimal untuk item pertanyaan ke-1) dan
dikalikan 100, atau dapat dituliskan dengan  x 100. Dengan demikian, skor
indikator item ke-1 untuk Satpol PP Kabupaten/Kota Flores Timur adaiah
2% 100 = 40,

2. Hitung nilai IPKKU pada masing-masing item dengan mengalikan Nilai Skor
Indikator dengan Bobot Indikator dan Bobot Dimensi serta Bobot
Subdimensi, lalu jumlahkan hasil dari nilai [PKKU pada masing - masing
itemn. Sebagai Contoh Untuk Responden pada Satpol PP Kabupaten/Kota
Flores Timur, hasil perhitungan sebaggimana matriks terlampnr

1
2 0,200 30, 000 0,1740 0,344
3 2,000 40,000 0,1685 0333 0,444
4 2,000 40,000 0,1681 0,443
5 2,000 40,000 0,1599 0,422
6 5,000 100,000 0,1663 1,096
7 2,000 40,000 0,0968 0,511
| 78 0,300 30,000 0,1017 oa0a 0,403
9 2,000 40,000 0,0988 . 0,522
10 2,000 40,000 0,0970 0,513
11 2,000 40,000 0,0975 P 0,515
12 2,000 40,000 0,0973 0,514
13 5,000 100,000 0,1026 1,355
14 2,000 30,000 0,1011 0,534
15 1,000 100,000 0,1041 1,374
16 1,000 100,000 0,1031 1,362
17 1,000 100,000 0,2531 6,200
18 1,000 100,000 0,2539 o 6,220
19 0,300 30,000 0,2497 $ 1,835
20 0,300 30,000 0,2423 0,490 1,789
21 2,000 40,000 0,3349 3,282
22 2,000 40,000 0,3363 0,500 3,296
23 2,000 40,000 0,3288 3,223
24 1,000 100,000 0,2529 1,973
25 | 0,300 | 30,000 0,2412 2250 e 0,569
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26 1,000 100,006 0,2530 1,981
27 3,000 60,000 0,2519 1,179
28 1,000 100,000 0,2516 3,922
29 1,000 100,000 0,2534 0.500 3,853
30 1,000 100,000 0,2457 . 3,833
31 1,000 100,000 0,2493 3,890
32 0,300 30,000 0,1452 0,340
33 1,000 100,000 0,1434 i,118
34 0,300 30,000 0,1288 0,301
35 0,300 30,000 0,1463 0,250 0,342
36 1,000 100,000 00,1452 [,133
37 | 1,000 | 100,000 0,1469 1,146
38 0,300 30,000 0,1442 0,338

Keterangan:

e Skala Likert merupakan skor masing-masing item pertanyaan berdasarkan jawaban
responden,

s Untuk item pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban, skor dimulai dari 1 sampai dengan
maksimal 5.

« Untuk item pertanyaan dengan alternatif jawaban 2 (misal ada atau tidak ada), skor O dan 1.
Untuk perhitungan, skor 0 dianggap bernilai 0,3.

Cara kedua:

Jika ingin melihat nilai indeks dari Dimensi dan Subdimensi maka perhitungan

yang dilakukan dengan cara:

1. Hitung skor indikator untuk masing-masing itém pertanyaan dari masing-
masing responden. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan membagi skor
itern ke-i oleh nilai maksimal skor untuk item ke-i tersebut, dan dikalikan
100. Sebagai contoh untuk item ke-1 pada Satpol PP Kabupaten Flores Timur
skor indikatornya dapat dihitung dengan membagi 2 oleh 5 {skor maksimal
untuk item pertanyaan ke-1) dan dikalikan 100, atau dapat dituliskan dengan
ix 100. Sehingga skor indikator item ke-1 untuk Satpol PP Kabupaten/Kota

Flores Timur adalah %x 100 — 40,

2. Hitung skor masing-masing subdimensi untuk masing-masing responden. Hal
ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor
indikator untuk masing-masing indikator yang ada pada subdimensi tersebut
dengan masing-masing bobotnya {diperoleh dari hasil AHP), atau dapat
dituliskan sebagai berikut;

Skios subdiisami ke =i = Zskw tndikalon % bobol indikaion

i1
Sebagai contoh skor subdimensi Penegakan Perda yang memiliki 6 item
pertanvaan (indikator) untuk Satpol PP Kabupaten Flores Timur dapat
dihitung sebagai berikut:
Skor subdimensi Penegakan Perda = (40 x 0,163) 4+ - 4 (30 x 0,144)

= 48,236

3. Hitung skor masing-masing dimensi untuk masing-masing responden. Hal ini
dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor
subdimensi untuk masing-masing subdimensi yang ada pada dimensi
tersebut dengan masing-masing bobotnya (diperoleh dari hasil AHP), atau
dapat dituliskan sebagni berikut:

Skor dimensi ke — 1 = Z skor subdimensi; x bobot subdimensi;

Sebagai contch untuk Setpo! PP Kabupaten Flores Timur dapat dihitung sebagai
berikut:
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Skor dimensi Strategi = {48,236 x 0,333} + (57,569 x 0,667) = 54,461
Skor dimensi SDM - (65,488 x 0,5} + (40 x 0,5) = 52,744
Skor dimensi Sistem = (73,040 x 0,25} + (100 x 0,5} + (60,484 x 0,25) =~ 83,381

4. Hitung skor IPKKU masing-masing responden. Hal ini dapat dilakukan
dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor dimensi (Strategi, SDM,
dan Sistem) dengan masing-masing bobotnya (diperoleh dari hasil AHP), atau
dapat dituliskan sebagai berikut:

"

Toxxn = Z skor dimensi; x bobot dimensi;

=1
Sebagai contoh skor IPKKU yang terdiri dari 3 dimensi untuk Satpol PP
Kabupaten Flores Timur dapat dihitung sebagai berikut:

Topxy = (54,461 x 0,198) + (52,744 x 0.490) + (83,381 x 0,312)
= 62,643

D. Pengelompokkan IPKKU
Hasil pengukuran I[PKKU dikelompokkan menjadi kategori:
sangat baik, dengan rentang nilai 80,01-100;
baik, dengan rentang nilai 60,01-80,00;
cukup, dengan rentang nilai 40,01-60,00;
buruk, dengan rentang nilai 20,01-40,00; dan
sangat buruk, dengan rentang nilai 0,00-20,00.

Paoop

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

2 i PARAE KCORDMNA 5|
CRENTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEW! L & -
Sekrotaris

1 | Conit Drtorpe sl Togas Perbantian con Ko Sama
5 | Oees Kawasas Perotaan dae Batis Nean

@ |Gt Poisi Pamgng Peaja dan Pecketongan Masywats SEE_N .‘
W | Cevite Txvome dar Brias S0k B |
V| St Mo Patiegadin s Sincids 1k Mitas o [ i
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Milestone 9 — Tujuan Jangka Menengah yang Berhasil Ditarik Menjadi Output
Tujuan Jangka Pendek

Kepmendagri yang Telah Ditandatangani Dirjen Bina Adwil

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 341/7620/BAX

TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN DAN
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN
KABUPATEN /KOTA MELALUI INDEKS PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

MENTERI DALAM NEGERI,

bahwa dalam rangka peningkatan Kkualitas Kkinerja

pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota, perlu
dilakukan pengukuran kinerja pembinaan dan

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di

provinsi dan kabupaten /kota;

b. bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bagi
pemerintah daerah provinsi dan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat bagi pemerintah daerah
kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengukuran

Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman

dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Melalui Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916},

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Menimbang

»
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5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 892);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 398).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-415 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN DAN
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MELALUI
INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN  DAN
KETERTIBAN UMUM.

KESATU : Pengukuran Kkinerja pembinaan dan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan dengan
menggunakan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum vang selanjutnya disebut dengan IPKKU.

KEDUA : Menteri meialui Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan melakukan pengukuran IPKKU provinsi.

KETIGA : Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Satuan
Polisi Pamong Praja melakukan pengukuran IPKKU
kabupaten /kota.

KEEMPAT : Pengukuran IPKKU provinsi  dan kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum
KETIGA menggunakan data pengukuran Kkinerja dengan
sumber data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf
A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini,

KELIMA : IPKKU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diukur
melalui 3 (tiga) dimensi, meliputi:
a. dimensi strategi, terdiri dari 2 (dua) subdimensi:

1. subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan
Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Perda dan
Perkada, dengan 6 {enam) indikator; dan

2. subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan
Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat, dengan 10
(sepuluh) indikator;

b. dimensi sumber daya manusia, terdiri dari 2 (dua)
subdimensi:
1, subdimensi pemberdayaan  sumber daya manusia,
dengan 4 (empat) indikator; dan
2. subdimensi peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, dengan 3 (tiga) indikator;
c. dimensi sistem, terdiri dari 3 (tiga) subdimensi:
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1. subdimensi sarana dan prasarana, dengan 4 (empat)
indikator;
2.subdimensi perencanaan dan anggaran, dengan 4
(empat) indikator; dan
3. subdimensi akuntabilitas, dengan 7 (tujuh) indikator,
dengan rincian bobot masing-masing dimensi, subdimensi,
dan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf
B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini,

KEENAM . Pengukuran IPKKU dilakukan dengan menjumlah seluruh
hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dengan masing-
masing bobot subdimensi dan indeks dimensi.

KETUJUH . Teknis pengukuran [PKKU sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEENAM dengan ketentuan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Hasil pengukuran I[PKKU sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEENAM dikelompokkan dalam kategori sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN  : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 1 Desember 2022

an. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL

BINA ADMINISTRASI KEAVILAYAHAN,

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 341/7620/ 84K

TENTANG

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN
DAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA MELALUI INDEKS
PENYELENGGARAAN  KETENTERAMAN  DAN
KETERTIBAN UMUM

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMBINAAN
DAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MELALUI INDEKS PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Sumber Data
1. Pengukuran IPKKU provinsi dilakukan dengan menggunakan data yang
bersumber dari:

a, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terkait dokumen
pelaporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

b. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah terkait dokumen
pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan RPJMD serta RKPD;

¢. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terkait dokumen APBD;

d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait dokumen kegiatan
pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional terkait
ketenteraman dan ketertiban umum yang mengikutsertakan pemerintah
provinsi;

e. Inspektorat Jenderal terkait dokumen kepatuhan daerah dalam
penerapan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar; dan

f. Pemerintah Daerah terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
monitoring serta evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum.

2. Pengukuran IPKKU kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan data
yang bersumber dari:

a. Bappeda kabupaten/kota terkait dokumen RPJMD serta RKPD;

b. Biro Pemerintahan provinei dan Bagian Pemerintahan kabupaten/kota
terkait dokumen penerapan Standar Pelayanan Minimal;

c. Badan Pengelola Keuangan provinsi dan kabupaten /kota terkait dokumen
APBD;

d.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia provinsi dan
kabupaten/kota terkait dokumen kegiatan pendidikan dan pelatihan
dasar, teknis, dan fungsional terkait ketenteraman dan ketertiban umum;
dan

e. Pemerintah daerah kabupaten/kota terkait perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi  penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum.,

B. Dimensi, Subdimensi, Indikator, dan Bobot
[PKKU diukur melalui 3 (tiga) dimensi meliputi:
1. dimensi strategi dengan bobot 0,198, dengan subdimensi meliputi:
a. subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
dalam penegakkan Perda dan Perkada dengan bobot 0,333, dengan
indikator meliputi:
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1) adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada
dengan bobot 0,1632;

2) adanya SOP penegakkan Perda dan Perkada untuk Satuan Polisi
Pamong Praja dengan bobot 0,1740;

3) sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah rawan
pelanggaran dengan bobot 0,1685;

4) adanya data yang menunjukkan Kkegiatan penindakan terhadap
pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja dengan bobot 0,1681;

5) adanya data yang menunjukkan kegiatan penyidikan terhadap
pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja dengan bobot 0,1599; dan

6) adanva data vang menunjukkan kegiatan penindakan secara
administratif terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 00,1663,

b. subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
dengan bobot 0,667, dengan indikator meliputi:

1) adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat dengan bobot 0,0968;

2) adanya SOP penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat untuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,1017;

3) sosialisasi ketertiban umum dan ketenteraman kepada masyarakat di
wilayah rawan pelanggaran dengan bobot 0,0988;

4) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam deteksi
dini dan cegah dini gangguan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat di daerah dengan bobot 0,0970;

5) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
penyuluhan dan pembinaan masyarakat terkait ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di daerah dengan bobot 0,0975;

6) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam patroli
dalam mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di daerah dengan bobot 0,0973;

7) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
pengamanan asset, lokasi kunjungan orang penting dan kegiatan
penting di daerah dengan bobot 0,1026;

8) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
pengawalan orang penting di daerah dengan bobot 0,1011;

9) adanya program/kegiatan penertiban dalam mencegah gangguan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dengan
bobot 0,1041; dan

10) adanya program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
penanganan unjuk rasa/kerusuhan massa dalam mencegah terjadinya
gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah
dengan bobot 0,1031.

2.dimensi sumber daya manusia dengan bobot 0,490, dengan subdimensi
meliputi:
a. subdimensi pemberdayaan sumber daya manusia dengan bobot 0,5,
dengan indikator meliputi:
1) adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan serta formasi jabatan
struktural dan fungsional dengan bobot 0,2531;
2) adanya dokumen hasil penyusunan analisis jabatan pada setiap unit
kerja pada jabatan struktural dan fungsional dengan bobot 0,2539;
3) adanya dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada setiap
unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional dengan bobot 0,2497;
dan
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4) adanya dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jabatan dengan

bobot 0,2433.
b. subdimensi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dengan bobot

0,5, dengan indikator meliputi:

1) adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi sumber
daya manusia dengan bobot 0,3349;

2) adanya program peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan
bobot 0,3363; dan

3) adanya program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS dengan
bobot 0,3288.

3. dimensi sistemn dengan bobot 0,312, dengan subdimensi meliputi:
a. subdimensi sarana dan prasarana dengan bobot 0,25, dengan indikator
meliputi:

1) adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana
pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2529;

2) realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2412;

3) adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2540; dan

4) adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan bobot 0,2519.

b. subdimensi perencanaan dan anggaran dengan bobot 0,50, dengan
indikator meliputi:

1) adanya program ketenteraman dan ketertiban umum yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan bobot 0,2516;

2) adanya rencana Kerja tahunan penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum dengan bobot 0,2534,

3)adanya kode rekening program dan kegiatan ketenteraman dan
ketertiban umum dalam klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan bobot
0,2457; dan

4) adanya dokumen rencana kerja ketenteraman dan ketertiban umum
tahunan yang sesuai dengan RKPD dengan bobot 0,2493.

c. subdimensi akuntabilitas dengan bobot 0,25, dengan indikator meliputi:

1) adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester] monitoring
pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang
sesuai SOP dengan bobot 0,1452;

2) adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satuan
Polisi Pamong Praja  di darah secara periodik
{bulanan/triwulan/semester) yang sesuai SOP dengan bobot 0,1434;

3) adanya mekanisme pemberian reward dan punishment kepada anggota
Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil monitoring/evaluasi
secara periodik (bulanan/triwulan/semester/tahunan) dengan bobot
0,1288;

4) adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja dan/atau penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum di daerah yang mudah diakses masyarakat (kotak
aduan/website/nomor aduan/dll.) dengan bobot 0,1463;

5) adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja di daerah dengan bobot 0,1452;

6) adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja di daerah dengan bobot 0,1469; dan

7) adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi monitoring pelaksanaan
Satuan Polisi Pamong Praja di di daerah (internal dan eksternal
pemerintah daerah) dengan bobot 0,1442.

PKN-II | 125



R

C. Teknis Pengukuran IPKKU

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) terdiri

dari 3 dimensi, 7 subdimensi, dan 38 indikator. Setiap dimensi, subdimensi,

maupun indikator memiliki bobot yang berbeda (based on framework)
berdasarkan penilaian para pakar menggunakan teknik pembobotan Analytical

Hierarchy Process (AHP). Adapun perhitungan yang digunakan untuk

menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit dapat

menggunakan 2 cara sebagai berikut:

Cara pertama:

1. Menghitung skor indikator untuk masing-masing item pertanyaan dari
masing-masing responden. Perhitungan dapat dilakukan dengan membagi
skor item ke-i dengan nilai maksimal skor untuk item ke-i tersebut dan
dikalikan 100. Sebagai contoh, untuk item ke-1 pada Satpol PP
Kabupaten/Kota Flores Timur, skor indikatornva dapat dihitung dengan
membagi 2 (skor yang diperoleh berdasarkan jawaban responden pada item
pertanyaan ke-1) oleh 5 (skor maksimal untuk item pertanyaan ke-1} dan

dikalikan 100, atau dapat dituliskan dengan ; % 100. Dengan demikian, skor
indikator item ke-1 untuk Satpol PP Kabupaten/Kota Flores Timur adalah
2% 100 = 40.

2. Hitung nilai IPKKU pada masing-masing item dengan mengalikan Nilai Skor
Indikator dengan Bobot Indikator dan Bobot Dimensi serta Bobot

Subdimensi, lalu jumlahkan hasil dari nilai IPKKU pada masing - masing
item. Sebagai Contoh Untuk Responden pada Satpol PP Kabupaten/Kota

1| 2,000 | 40,000 0.1632 0,431
2 | 0300 | 30,000 0,1740 0,344
3| 2,000 | 40,000 0,1685 0.444
2 | 2,000 | 40,000 0,1681 9329 0,443
5 | 2,000 | 40,000 0.1599 0,422
6 | 5000 | 100,000 0,1663 | 1,006
7 | 2,000 | 40,000 0,0968 0.511
& | 0,300 | 30,000 0.1017 it 0,403
9 | 2,000 | 40,000 0,0988 ' 0,522
10 | 2,000 | 40,000 0,0970 0,513
11| 2,000 | 40,000 0,0975 —_ 0515
12 | 2,000 | 40,000 0,0073 : 0,514
13 | 5000 | 100,000 0,1026 1,355
14 2,000 40,000 0,1011 0,534
15 | 1,000 | 100,000 0,1041 1,374
16 | 1,000 | 100,000 0,1031 1,362
17 | 1,000 | 100,000 02531 6,200
18 | 1,000 | 100,000 0,2539 — 6,220
19 | 0,300 | 30,000 0,2497 ‘ 1,835
20 | 0,300 | 30,000 0.2433 0,490 1,789
21 2,000 40,000 0,3349 3,282
22 | 2,000 | 40,000 0,3363 0,500 3,296
23 | 2,000 | 40,000 0,3288 3,223
24 | 1,000 | 100,000 0,2529 1,073
25 | 0300 | 30,000 02412 i 0,564
26 | 1,000 | 100,000 0.2540 0312 1.081
27 | 3,000 | 60,000 0,2519 1,179 |
28 | 1000 | 100,000 02516 0,500 T 3.024
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| 30 1,000 | 100,000 0,2457 F 3,833
31 1,000 100,000 0,2493 | 3,890
32 0,300 30,000 0,1452 0,340
33 1,000 100,000 0,1434 ; 1,118
34 0,300 | 30,000 0,1288 ' 0,301
35 0,300 30,000 0.1463 0,250 | 0,342

36 1,000 100,000 0,1452 1,133
37 1,000 100,000 0,1469 1,146
38 0,300 30,000 0,1442 0,338

Total IPKKU Kabupaten Flores Timur 62,643
Keterangan:

e Skala Likert merupakan skor masing-masing item pertanyaan berdasarkan jawaban
responden,

e Untuk item pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban, skor dimulai dari 1 sampai dengan
maksimal 5.

¢ Untuk item pertanyaan dengan alternatif jawaban 2 (misal ada atau tidak adaj, skor 0 dan 1.
Untuk perhitungan, skor 0 dianggap bernilai 0,3.

Jika ingin melihat nilai indeks dari Dimensi dan Subdimensi maka perhitungan

yang dilakukan dengan cara:

1. Hitung skor indikator untuk masing-masing item pertanyaan dari masing-
masing responden. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan membagi skor
item ke-i oleh nilai maksimal skor untuk item ke-i tersebut, dan dikalikan
100. Sebagai contoh untuk itemn ke-1 pada Satpol PP Kabupaten Flores Timur
skor indikatornya dapat dihitung dengan membagi 2 oleh 5 (skor maksimal
untuk item pertanyaan ke-1) dan dikalikan 100, atau dapat dituliskan dengan

%x 100. Sehingga skor indikator item ke-1 untuk Satpol PP Kabupaten/Kota

Flores Timur adalah %x 100 — 40.

2. Hitung skor masing-masing subdimensi untuk masing-masing responden. Hal
ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor
indikator untuk masing-masing indikator yang ada pada subdimensi tersebut
dengan masing-masing bobotnya (diperoleh dari hasil AHP), atau dapat
dituliskan sebagai berikut:

Skor subdimensike — 1 — Zskor indikatory X bobot indikalor
-1
Sebagai contoh skor subdimensi Penegakan Perda yang memiliki 6 item
pertanyaan (indikator) untuk Satpol PP Kabupaten Flores Timur dapat
dihitung sebagai berikut:
Skor subdimensi Penegakan Perda = (40 x 0,163) + - + (30 x 0,144)
= 48,236

3. Hitung skor masing-masing dimensi untuk masing-masing responden. Hal ini
dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor
subdimensi untuk masing-masing subdimensi yang ada pada dimensi
tersebut dengan masing-masing bobotnya (diperoleh dari hasil AHP], atau
dapat dituliskan sebagai berikut:

"

Skor dimensike -1 = Z skor subdimensi: x bobot subdimensi;

=i
Sebagai contoh untuk Satpol PP Kabupaten Flores Timur dapat dihitung sebagai
berikut:
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4.

.9.

Skor dimensi Strategi = (48,236 x 0,333) + (57,569 x 0,667) = 54,461
Skor dimensi SDM = (65,488 x 0,5) + (40 x 0,5) = 52,744
Skor dimensi Sistem = (73,040 x 0,25 + (100 x 0,5) + (60,484 x 0,25) = 83,381
Hitung skor IPKKU masing-masing responden. Hal ini dapat dilakukan
dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor dimensi (Strategi, SDM,
dan Sistem) dengan masing-masing bobotnya (diperoleh dari hasil AHP), atau
dapat dituliskan sebagai berikut:

"

Toxwn = Z skor dimensi; x bobot dimensi;

i=l
Sebagai contoh skor IPKKU yang terdiri dari 3 dimensi untuk Satpol PP
Kabupaten Flores Timur dapat dihitung sebagai berikut:

Toxxy = (54,461 x 0,198) + (52,744 x 0,490) + (83,381 x 0,312)
= 62,643

D. Pengelompokkan [PKKU
Hasil pengukuran IPKKU dikelompokkan menjadi kategori:

» oo o

sangat baik, dengan rentang nilai 80,01-100;
baik, dengan rentang nilai 60,01-80,00;

cukup, dengan rentang nilai 40,01-60,00;
buruk, dengan rentang nilai 20,01-40,00; dan
sangat buruk, dengan rentang nilai 0,00-20,00.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

Dr.8 L ZA, M.Si
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BUKTI DUKUNG TAMBAHAN PROYEK PERUBAHAN

1. Link Cuplikan Berita Online

https://nusantarapedia.id/menyasar-kualiitas-penyelenggaraan-trantibumlinmas-
berkateqori-baik-kemendagri-gagas-ipkku/

https://idnewsupdate.com/menyasar-kualiitas-penyelenggaraan-trantibumlinmas-
berkateqori-baik-kemendagri-gagas-ipkku/

https://newseditorial.id/menyasar-kualiitas-penyelenggaraan-trantibumlinmas-
berkateqori-baik-kemendagri-gagas-ipkku/

2. Video sosialisasi penyampaian Gagasan pembentukan IPKKU

https://www.youtube.com/watch?v=pVNKnjs7itg

3. Video Testimoni

a. Biro Hukum: https://bit.ly/video-testimoni-biro-hukum

. Bappenas: https://bit.ly/video-testimoni-bappenas

b
c. lItjen: https://bit.ly/video-testimoni-itien
d. Bangda: https://bit.ly/video-testimoni-bangda
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https://nusantarapedia.id/menyasar-kualiitas-penyelenggaraan-trantibumlinmas-berkategori-baik-kemendagri-gagas-ipkku/
https://nusantarapedia.id/menyasar-kualiitas-penyelenggaraan-trantibumlinmas-berkategori-baik-kemendagri-gagas-ipkku/
https://idnewsupdate.com/menyasar-kualiitas-penyelenggaraan-trantibumlinmas-berkategori-baik-kemendagri-gagas-ipkku/
https://idnewsupdate.com/menyasar-kualiitas-penyelenggaraan-trantibumlinmas-berkategori-baik-kemendagri-gagas-ipkku/
https://newseditorial.id/menyasar-kualiitas-penyelenggaraan-trantibumlinmas-berkategori-baik-kemendagri-gagas-ipkku/
https://newseditorial.id/menyasar-kualiitas-penyelenggaraan-trantibumlinmas-berkategori-baik-kemendagri-gagas-ipkku/
https://www.youtube.com/watch?v=pVNKnjs7itg
https://bit.ly/video-testimoni-biro-hukum
https://bit.ly/video-testimoni-bappenas
https://bit.ly/video-testimoni-itjen
https://bit.ly/video-testimoni-bangda

4. Penyampaian melalui Whatsapp Satpol PP Seluruh Indonesia

POL PP INDONESLA ™= Q .

Kab, Kab, Kab. Kab, Kota, Prov, +61 811-3646-919, +62 811.4447-956; +62 B11.4 +62 811.6818-699. +62 B12

DM

Rllis Berita 28 November 2022 —

Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil K dagri Gagas Pemb
IPKKU

Jakarta —

Direltorat Pol PP dan Linmac Ditjen Bina Adwil Kemendagri menggagas pembentukan
Indeks Penyelenggaraan Kelenteranan gan Ketertivan Umum (PKEY), sebagal langkah
untuk mempercepat upaya peningkatan kualitaz pemhbinaan dan penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) di provins! dan kabupaten/kota.

Gagasan inf merupakan amanat darf Renstra KemendageT Tahun 2020-2024 maupun Renstra
Ditjen Bina Adwil Tahun 2024 yang antara lain menyatakan bahwa salah satu Sasaran
Strategis Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil adalah kualiitas penyelenggaraan
Trantibumlinmas berkategari baik paling tidak sebesar 60%.

Menurut Kepala Subdit Tata Operasional dan Standardisasi Pol PP Direktorat Pol PP dan
Linmas, Seny M, Pakpahan, melslul keterangan tertulisrys, "Gagasar pembentukan IFKKU
ini merupakan hal yang sangat urgen mengingat urusan Trantibum yang diampu ofeh
Satpol PP di Indonesia merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan
terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam UU Momor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daersh.”

Dleh karena itu, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pot PP dan: Linmas
Kemendagri selaku Pembina Umum dan Pembina Teknis urusan Trantibumlinmas, peru
menyiapkan berbagal kebijakan strategis, antara lain melalul pembentukan IPKKU yang akan
olgunakan juga sebagal Instrumen dalam menilal Kinerja pembinaan dan penyslenggaraan
urusan Trantibum.

Melalui instrumen tersebut, Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil dapat
memperikan berpagal intervens| kebjakan yang 1€pat, dengan memperhatikan beroagal
indikator yang ditetapkan dalam [PKEL sehagsi upays memperkuat pembinaan dan
penyelenggraan Trantibum.

Lazimnya suatu Kebijakan, pembentukan IPKKXU inf perld didukung cengan legalitas agar
dapat diimpiementasikan di daerah. Untuk ifu, cebagaf tahap awal Direkiorat Pal PP dan
Linmas telah menyiapkan Rancangan Kepmendagr sebagai legalitas IPKKU,

Ke depan, IPKKU sebagal suatu Indeks, bersama-sama dengan instrmen pengukuran
kinerja lain seperti Indeks Kebakaran, Indeks Satlinmas, serta Indeks Bencana, akan
diintegrasikan menjadi satu Indeks Komposit Trantibumiinmas dengan legalitas daiam
bentuk Permendagri,

Lebih lanjut disampaikan oleh Beny M. Pakpahan, “Bahwa gagasan pembentukan instrumen
pengukuran tersebut telah mendapat dukungan penuls dari pimpinan Ditjen Bina Adwil
Kemendagri, diwujudkan dengan menjadikan pembentukan Indeks ini sebagai Indikator
Kinerja Utama {IKU) Ditjen Bina Adwil sebagaimana diatur dalam Renstra Ditjen Bina Adwil
Tahun 2020-2024.7

Oleh karena itu, harapannya, bahwa amanat tersebut dapat segera direalisasikan pada akhir
tahun 2022 ini atau paling lambat Triwulan Pertama Tahun 2023,

{=

g) Ketik pesan
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Rilis Berita 28 November 2022 —

Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil K dagri Gagas Pemb
IPKKU

Jakarta -

Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil Kemendagri menggagas pembentukan
Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), sebagai langkah
untuk mempercepat upaya peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum {Trantibum) di provinsi dan kabupaten/kota,

‘Gagasan ini merupakan amanat dari Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 maupun Renstra
Ditjen Bina Adwil Tahun 2024 yang antara lain menyatakan bahwa salah satu Sasaran
Strategis Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil adalah kualiitas penyelenggaraan
Trantibumlinmas berkategori baik paling tidak sebesar 60%.

Menurut Kepala Subdit Tata Operasional dan Standardisasi Pol PP Direktorat Poi PP dan
Linmas, Beny M, Pakpahan, meialui keterangan tertulisnya, "Gagasan pembentukan IPKKU
ini merupakar hal yang sangat urgen mengingat urusan Trantibum yang diampu oleh
Satpol PP di Indenesia merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan
terkait dengan peiayanan dasar sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.”

Dleh karena itu, Pemerintah Pusat melaiui Direkiorat Pol PP dan Linmas Ditien Bina Adwil
Kemendagri selaku Pembina Umum dan Pembina Teknis urusan Trantibumlinmas, periu
menyiapkan berbagal kebijakan strategis, antara lain melalul pembentukan IPKKU yang akan
digunakan juga sebagai instrumen dalam menilai kinerja pembinaan dan penyelenggaraan
urusan Trantibum.

Metaluiinstrumen tersebut, Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil dapat
memberikan berbagai intervensi kebfjakan yang tepat, dengan memperhatikan berbagal
indikator yang ditetapkan dalam IPKKU sebagai upaya memperkuat pembinaan dan
penyelenggraan Trantibum.

Lazimnya suatu kebjjakan, pembentukan [PKKU ini perlu didukung dengan legalitas agar
dapat diimptementasikan di daerah. Untuk itu, sebagal tahap awal, Direkiorat Pal PP dan
Linmas telah menyiapkan Rancangan Kepmendagri sebagai legalitas IPKKU,

Ke depan, IPKKU sebagat suatu Indeks, bersama-sama dengan instrumen pengukuran
kinerja lain seperti Indeks Kabakaran, Indeks Satiinmas, serta Indeks Bencana, akan
diintegrasikan menjadi satu Indeks Komposit Trantibumlinmas dengan legalitas dalam
bentuk Permendagri,

Lebih larjut disampaikan oleh Beny M. Pakpahan, "Bahwa gagasan pembentukan instrumen
pengukuran tersebut telah mendapat dukungan penuh dari pimpinan Ditjen Bina Adwil
Kemendagri, diwujudkan dengan menjadikan pembentukan Indeks ini sebagai Indikator
Kinerja Utama (IKU) Ditjen Bina Adwil sebagaimana diatur dalam Renstra Ditjen Bina Adwil
Tahun 2020-2024,

Dieh karena itu, harapannya, bahwa amanat tersebut dapat segera direalisasikan pada akhir
tahun 2022 ini atau paling lambat Triwulan Pertama Tahun 2023.
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Rilis Berita 28 November 2022 —

Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil Kemendagri Gagas Pembentukan
IPKKU

Jakarta -

Direktorat Poi PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil Kemendagri menggagas pembertukan
Indeks Penyelenggarazn Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), sebagai langkah
untuk mempercepat upaya peningkatan kualitas pembinaan dan penyelengagaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum {Trantibum] di provinsi dan kabupaten/kota.

Gagasan inl merupakan amanat dari Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 maupun Renstra
Ditien Binz Adwil Tahun 2024 yang antara |ain menyatakan bahwa salah satu Sasaran
Strategis Kemendagri meialui Ditien Bina Adwil adalah kualiitas penyelenggaraan
Trantibumilinmas berkategori baik paling tidak sebesar 80%,

Menurut Kepala Subdit Tets Operasional dan Standardisasi Pol PP Direldorat Pol PP dan
Linmas, Beny M. Pakpahan, melafui keterangan tertulisnya, "Gagasan pembentukan IPKKU
ini merupakan hal yang sangat urgen mengingat urusan Trantibum yang diampu cleh
Satpel PP di Indenesla merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan
terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Caerah.”

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil
Kemendagri selaku Pembina Umum danr Pembina Teknis urusan Trantibumlinmas, perlu
menyiapkan berbagal kebijakan strategis, antara lain meialui pembentukan IPKKU yang akan
digunakan juga sebagai instrumen dalam menilai kinerja pembinaan dan penyelenggaraan
urusan: Trantibum.

Melalui instrumen tersebut, Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil dapat
memberikan berbagai intervensi kebifakan yang tepat, dengan memperhatikan berbagai
indikator yang ditetapkan dalam IPKKU sebagai upaya memperkuat pembinaan dan
penyelenggraan Trantibum.

Lazimnya suatu kebijakan, pembentukan IPKKU ini perlu didukung dengan legalitas agar
dapat diimptementasikan di daerah. Untuk itu; sebagai tahap awal, Direktorat Pol PP dan
Linmas telah menyiapkan Rancangan Kepmendagri sebagai legalitas IPKKU,

Ke depan, IPKKU sebagai suatu Indeks, bersama-sama dengan instrumen pengukuran
kinerja lain seperti Indeks Kebakaran, Indeks Satiinmas, serta Indeks Bencana, akan
diintegrasikan menjadi satu Indeks Komposit Trantibumiinmas dengan legalitas dalam
bentuk Permendagri

Lebih lanjut disampaikan oleh Beny M. Pakpahan, "Bahwa gagasan pembentukan instrumen
pengukuran tersebut telah mendapat dukungan penuh dari pimpinan Ditjen Bina Adwit
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Rilis Berita 28 Movember 2022 —

Direktorat Pal PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil Kemendagri Gagas Pembentukan
IPKKU

lakartz -

Direktcrat Pol PP dan Linmas Ditjien Bina Adwil Kemendagri menggagas pembentukan
Indeks Penyelenggaraan Ketentzraman dan Ketertiban Umum {IFKKU), sebagai langkah
untuk mempercepat upaya peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Unum (Trantibum) di provinsi dan kabupaten/kota.

Gagasan ini merupakan smanat dan Renstra Kemendagn Tahun 2020-2024 maupun Renstra
Ditjen Bina Adwil Tahun 2024 yang antara lain menyatakan bahwa salah satu Sasaran
Strategis Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil adalah kualitas penyelenggaraan
Trantibumlinmas berkategeri baik paling tidak sebesar 60%.

Menurut Kepala Subdit Tata Operasioral dan Standardisasi Pol PP Direktorat Fol PF dan
Linmas, Bery M. Pakpahan, melalu keterangan tertulisnya 'Gagasan pembentukan IPKEU
i merupakan hal yang sangat urgan mengingat urusan Trantibum yang diampu oleh
Satpol PP di Indonesia merupakan salah satu urusan pemerintzhan yang bersifat wajib dan
terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam UU Momor 23 Tahun 2014
tentang Pemerntahan Dasrzh

Oleh karsna ite, Pemerintah Pusat melalul Direltorat Pol PP dan Linmas Ditjen Eina Adwil
Kemendagri selaku Pembina Umum dan Pembinz Teknis uruszn Trantibbumlinmas, perlu
menyiapkan berbagai kebijakan strategis, antara lain melalul pembentukan PXKU vang akan
digunakan juga sebagal instrumen dalam menilai kinerja pembiraan dan penyelenggarazn
drusan Trantibum.,

Melaii instrumen tersebut, Direktarat Fol PR dan Linmas Ditjan Bina Adwil dapat
memberikan berbaoal intervens kebijakan yang tepat, dangan memperhatikan barbagai
indikator yang ditetapkan dalam [FKEU sebagai upaya memperkiat pembinaan dan
penyelenggraan Tranfibum,

Lazimrya suatu kebyakan, pembentukan IPKKU ini perlu didukung dengan legalitas agar
dapat diimplementasikan di daerah. Untuk itu, sebagai tahap awal, Direktorat Pol PP dan
Linmas telah menyiapkan Rancangan Kepmendagri s=bagai legalitas IPKKU.

Ke depan, IPKKU sebagai suatu Indeks, bersama-sama dengan instrumen pengukuran

kinerja lain seperti Indeks Kebakaran, Indeks Satlinmas, serta Indeks Bencana, akan

diintegrasikan menjadi satu indeks Komposit Trantibumlinmas dengan legalitas dalam v
bentuk Permendagri.
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Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil Kemencdagri Gagas Pembentukan
IPKKU

Jakarta -

Direktorat Pol PP dan Linmas Digen Bina Adwil Kemendagri menggagas pembentukan
Indeks Penyelenggarzan Ketenteraman dan Ketertiban Unum [IPKKUY, sebagai langksh
untuk mempercepat upaya peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan
Keterteraman dan Ketertiban Umum [Trantibum) di provinsi dan kabupaten/kota.

Gagasan inl merupakan amanat dan Aenstra Kemendagri Tahun 2020-2024 maupun Renstra
Ditjen Bina Adwil Tahun 2024 vang antara lain menyatakan bahwa salah satu Sasaran
Strategis Kermendagri melalui Ditjen Bina Adwil adalah kuslitas penyelenggaraan
Trantibumlinmas berkategori baik paling tidak sebesar 50%.

Menurut Kepals Subdit Tata Operasional dan Standardisasi Pol PP Direldorat Pol BP dan
Linmas, Bany M. Pakpahan, melalu keterangan tertulisnya, “Gagasan pembertukan 1PEEL
ini merupakan hal yang sangat urgen mengingat urusan Trantibum yang ciampu oleh
Satpaol PP di Indonesia merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan
terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam UU Momor 23 Tehun 2014
tentang Pemeariniahan Dazrzh”

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pel PP dan Linmas Digjen Bina Adwil
Kemendagri selaku Pembina Umum dan Pembina Teknis urusan Trantibumiinmas, periy
menyiapkan berbags kebijakan stratecis, antarz lain maialul pemoentukan [PKKU yang akan
digunakan juga sebagal instrumen dalam menilai kirera pembinzan dan penyelenagaraan
urusan Tramtbum.

Melalui instrumen tersebut, Direktorat 2ol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil dapat
memzenkan berbacal intervensi kebijzkan yang tepat dengan memperhatikan berbagai
indikator yang ditetapkan dalam [PKKU sebagai upaya memperkuat pembinaan dan
penyelenggraan Trantibum.,

Lazimrya suatu kebjakan, pembentukan [PKKU ini periu didukung dengan legalitas agar
dapat dilmplementasikan di daerah. Urtuk itu, sebacai tahap awal, Direktorat Pol PP dan
Linmas talzh menyiapkan Rancangan Kepmendagn sehagai legalitas IPKKL.

ke depan, IPKKU sebagai suatu Inoeks, bersama-samea dengan instrumen pengukuian

kinerja lain seperti Indeks Kzbakaran, Indeks Satlinmas, serta Indeks Bancana, skan

diintegrasikan menjadi satu Indeks Komposit Trantibumlinmas cengan kegalitas dalam

bentuk Permandagri. i

lahin laniir dizamnaivan nleh Bany W Paknshan “Sahwa nanssan nembentokan inssmimen
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